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Dengan penuh sayang dan bangga

Untuk lbu dan Papa,

Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang
serta doa terindah yang selalu mengiringi
setiap langkahku..
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ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan
oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam Jjabatan
notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar.
Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup
kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan
pidana. Salah satu perbuatan pidana yang sangat sering
dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana
pemalsuan atas akta otentik sebagaimana yang tercantum di
dalam pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Terdapat tiga permasalahan dalam hal seorang notaris
melakukan penyimpangan yang dapat dikatakan  sebagai
perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik. Pertama
bagaimana akibat hukwumnya terhadap akta yang telah dibuat
cleh notaris dalam hal akta tersebut terbukti palsu. Kedua
bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan
terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya.
Ketiga bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap
notaris yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan tersebut.
Dalam hal terbukti akta otentik yang dibuat oleh notaris
adalah palsu maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya
akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti
yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut
kehilangan otentisitasnya. Di dalam undang-undang Jjabatan
notaris tidak dicantukkan sanksi pidana. Meskipun demikian
notaris tetap bertanggungjawab secara pidana terhadap
perbuatan pidana yang dilakukannya selama ia menjalankan
tugas Jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada
seorang notaris adalah sesuai dengan perbuatan pidana yang
dilakukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana karena dalam jabatan notaris melekat
kepercayaan publik vyang besar maka bagi notaris vyang
melakukan perbuatan pidana seharusnya dijatuhi hukuman atas
perbuatan pidana yang dilakukannya dan diperberat
sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Hal ini diharapkan akan memberikan
rasa Jjera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian
hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih
berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya.

iii
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BaB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya Dberfungsi untuk melindungi
kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,
maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat
berlangsung secara normal, damai, akan tetapi dapat juga
terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang

telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan

hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan. Dalam
menegakkan hukum terdapat tiga unsur penting, yaitu:
kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan

(Zweckmassigheit), dan keadilan (Gerechtigheit).?!
Apabila berbicara mengenai hukum pada umumnya, maka
hanya melihat pada peraturan hukum dalam arti kaedah ataun

peraturan perundang-undangan. Kaedah hukum merupakan kaedah

'sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,
(Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006

e e e -




vang tertuju pada kedamaian hidup bersama yang mengatur
aspek hidup antar-pribadi. Dengan kata lain diartikan
sebagal peraturan hidup yang menentukan bagaimana menusia
itu seyogyanya berprilaku, bersikap di dalam hidup
bermasyarakat, agar kepentingan dirinya dan kepentingan
orang Jlain terlindungi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum
berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun
sekelompok manusia. Adapun tujuan dari kaedah hukum adalah
terciptanya ketertiban masyarakat. Apabila kepentingan
manusia itu terlindungi, maka keadaan masyarakat akan
tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan
tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar
tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.?

Menurut Hans Kelsen dalam teori Stufenbau, tatanan
hukum itu merupakan sistem norma vyang hirarkhis atau
bertingkat. Susunan kaedah hukum ini di mulai dari tingkat
vang paling bawah. Pertama adalah kaedah individual
(konkrit) dari badan-badan pelaksana hukum terutama

pengadilan. Kedua merupakan kaedah umum, yaitu peraturan

’rbid, hlm. 12.
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perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dan yang ketiga
kaedah~-kaedah dari konstitusi. Kaedah-kaedah hukum dari
tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaedah
hukum yang lebih tinggi.?

Di samping itu kaedah hukum dapat dibedakan menjadi
peraturan atributif dan normatif. Peraturan atributif
memberi kewenangan atau hak kepada subjek hukum, misalnya,
peraturan—-peraturan hukum yang memberi kewenangan
pembentukan undang-undang, kewenangan mengadili dan
kewenangan eksekutif serta peraturan-peraturan hukum
perdata yang berhubungan dengan hak milik. Peraturan hukum
normatif menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum
dalam bentuk perintah atau larangan. Bentuk perintah ini
jarang ditemukan dalam praktik, tetapi contoh larangan-
larangan dapat ditemukam dalam hukum pidana.®

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan bagian

daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara,

* sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, {Yogyakarta: Liberti,
2004), hlm. 12,

1 1bid, hlm. 13.
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yang mengadakan dasar-dasar dan aturan—-aturan untuk:’
1. Perbuatan mana vyang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, vyang disertai ancaman atau sanksi yang

berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan
tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah
diancamkan;

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka
telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana
adalah suwatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana
dilarang dan diancam dengan pidana.

Pada dasarnya, dalam suatu kejadian atau peristiwa

selalu ada penyebabnya. Demikian halnya dengan suatu tindak

pidana, bahwa penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana

dapat berupa suatu perbuatan tertentu, suatu kehendak,

5Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, {Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hlm. 1.
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suatu keadaan atau suatu dorongan, dan lain-lain. Suatu
penyebab tidak terbatas hanya kepada suatu tindakan yang
dapat dipidana saja, melainkan berlaku untuk semua kejadian
atau peristiwa.

Dalam hukum pidana tedapat suatu asas yang menyatakan
bahwa, hukum pidana merupakan alat pamungkas (ultimum
remedium) untuk menegakkan hukum. Ini berarti Dbahwa
penentuan pidana dalam undang-undang untuk suatu tindakan
tertentu harus sedemikian rupa perlunya, karena alat
penegakan  hukum (sanksi) lainnya sudah tidak dapat
diterapkan lagi. Suatu tindakan dapat merupakan pelanggaran
terhadap norma hukum perdata, hukum tata negara, hukum
administrasi, hukum agama, hukum adat atau hukum kebiasaan,
sampai pada batas tertentu tindakan vyang merupakan
pelanggaran norma hukum tersebut, tidak perlu diancam
dengan pidana dan tidak perlu diadakan ketentuan pidana
terhadapnya. BAkan tetapi, apabila telah melampaui batas
tertentu dan dirasakan 1lebih merugikan kepentingan umum,
maka alat pamungkas yaitu pidana sudah perlu digunakan,

untuk keseimbangan serta sekaligus merupakan pencegahan.6

®Op cit, hlm.73-74.
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Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata.
Pada dasarnya hukum pidana mempunyai unsur pokck, norma dan
sanksi pidana, serta mempunyai tugas agar setiap orang
dalam melakukan hubungan hukum dapat mentaati ketentuan
dalam masyarakat, sehingga dapat tercipta ketertiban
hukum.’

Dalam melakukan hubungan hukum, baik sebagai
perorangan, sSebagai anggota masyarakat, maupun anggota
kehidupan bernegara, sering bahkan selalu membutuhkan
adanya suatu bukti tertulis yang berupa surat keterangan
maupun berupa akta, baik akta di bawah tangan maupun akta
autentik yang dapat dijamin kebenarannya, sebagai alat
bukti yang sempurna.

Bagi pemeluk agama Islam, kebutuhan akan alat bukti
tertulis vyang terjamin kepastian dan kebenaran 1isinya,
secara tertulis dimuat di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu:
Qs. Al-Bagarah f{(ayat): 282, Allah berfirman:

"wahai orang-orang vyang beriman! Apabila kamu
melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis

di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.”®

TBambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia
Indonesia, 19%4), hlm. 22.
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Firman tersebut telah mengilhami beberapa petunjuk:®

1. dalam bermuamalah yang menetapkan sesuatu yang tidak

tunai harus dicatat;
2. catatan tersebut merupakan bukti otentik;
3. catatan tersebut dibuat oleh seseorang yang bertugas

untuk itu;

4, cencatat melakukan tugas didasari dengan keyakinan dan

diawasi oleh Allah SWT;

5. pencatatan harus dilakukan dengan dua orang saksi;
6. tidak boleh pencatat itu ada tindakan penipuan atau
pemalsuan.

Dengan demikian perintah untuk membuat akta autentik
dalam melakukan suatu hubungan hukum, telah dianjurkan

dalam kitab suci Al-Quran.

Pengertian dari akta otentik yang dimwat dalam Pasal

1868 KUHPerdata, dirumuskan sebagai berikut:'?

8Kitab Suci Al-Quran. Departemen BAgama Republik Indonesia,

(Bandung: Diponegoro).

’Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30
Tahun 2004. (Pendapat Akhir Terhadap RUU Inisiatif Anggota DPR RI
Tentang Jabatan Notaris, dari Farksi Bulan Bintang disampaikan oleh:

Bondan abdul Majid), dihimpun oleh Hadi setia Tunggal, (Jakarta:
Harvarindo, 200%), hlm. 16.
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Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam
bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di
tempat mana akta dibuatnya.

Berdasarkan pengertian akta autentik dalam Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka diperlukan adanya
pejabat umum (yang oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio
diterjemahkan dengan pegawai umum) vyang berwenang untuk
membuat “akta autentik”.

Pejabat wumum yang menurut hukum berwenang membuat
surat yang dimaksud adalah: notaris, Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil, dan lain-lain.

Kedudukan notaris selaku pejabat umum merupakan organ
negara yang memperoleh limpahan bagian dari tugas dan
kewenangan negara, yaitu berupa tugas—-kewajiban, wewenang
dan tanggung Jjawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada

masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam

pembuatan dan peresmian akta.!

gitab undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibhio, cet.30, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2001).

N.G.Yudara, “Notaris dan Permasalahannya, pokok-Pokok Pemikiran
dan Fungsi Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia,” {Makalah
disampaikan pada Up Grading and Refreshing Course Ikatan HNotaris
Indeonesia, Jakarta, 25-26 Januari 2005}, hlm. 3.
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Di dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan
bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-
penyimpangan, salah satunya adalah melakukan pemalsuan
terhadap akta yang dibuatnya. Perbuatan tersebut, bukan
saja merupakan perbuatan yang melanggar keluhuran jabatan
notaris, akan tetapi perbuatan tersebut Jjuga merupakan
tindak pidana.

Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan
oleh seorang notaris ketika sedang menjalankan profesinya,
di mana profesi tersebut merupakan Jjabatan kepercayaan.
Tidak sedikit notaris yang melakukan pelanggaran hukum dan
terlibat dalam beberapa kasus, di antaranya kasus yang
sering terjadi adalah penipuan terhadap kliennya serta
pemalsuan terhadap akta dan surat-surat yang dibuatnya.?'?

Sebagaimana texrdapat di dalam kasus yang akan di
analisis, secrang notaris mempunyai potensi untuk melakukan
penyimpangan dalam melaksanakan tugas jabatannya, yang akan
membawa banyak kerugian. Dimana kerugian tersebut tidak

hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, vaitu

2 Henricus Subekti, “MPW Prihatin ([Kasus Notaris di Jateng

Tinggi},” Renvoi (Januari 2006): 54.
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penghadap vyang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik
dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan
tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki
keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. O©Oleh karena itu
akan ada banyak pihak yang dirugikan. Perlu adanya sanksi
pidana bagi penyimpangan tersebut. Meskipun di dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
tidak dimuat secara khusus mengenai sanksi pidana, bagi
notaris yang melakukan penyimpangan tersebut tetap dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana, berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, vang diatur 4di dalam Buku II,
Bab XII.

Tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan
oleh notaris tersebut, menjadi latar belakang yang menarik
untuk dilakukannya penelitian berikut ini, dengan
menganalisis kasus tindak pidana pemalsuan akta jual beli
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 303 K/PID/2004, Tanggal 29 Nopember 2006.

B. Pokok Parmasalahan

Pckok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagail

berikut:
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1. Apa akibat hukum terhadap akta yang telah dibuat
oleh notaris dalam kasus pemalsuan akta?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi notaris
berkenaan dengan pemalsuan akta?

3. Apa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris

pelaku tindak pidana dalam kasus ini?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian
kepustakaan vyang bersifat yuridis normatif, adapun jenis
aata yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

serta putusan pengadilan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan
Notaris;
2. Undang-Undang HNomor 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-

Pokok Kekuasaan Kehakiman:;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio;

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Dilengkapi dengan Undang-

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006
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Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana vyang Berkaitan dengan
Kejahatan terhadap Keamanan Negara).

5. Putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 303 K/PIP/2004, Tanggal 29 Nopember

2006.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku,
tulisan ilmiah yang disampaikan melalui seminar, majalah
yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat, dan
beberapa karya ilmiah lainnya. Selanjutnya bahan hukum

tersier yang digunakan adalah:

1. Kamus Hukum Belanda-Indonesia, oleh: Marjanne
Termorshuizen;
2. Kitab Suci Al-Quran dan Terjemahnya, oleh: Departemen

Agama Republik Indonesia.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi dokumen dari sumber primer, sekunder dan
tersier, data vyang telah diperoleh kemudian dituangkan
dalam bentuk kalimat, selanjutnya disusun secara
sistematis. Adapun metode analisis yang digunakan adalah
metode kualitatii, sebagai metode untuk menganalisis data

supaya diperoleh hasil yang bersifat evaluatif-analitis.
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D. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disajikan dalam tiga bab,

dimana uraian

secara singkat dari bab-bab yang akan di

sajikan adalah sebagai berikut:

BAB IT

PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai 1latar
belakang masalah, pokok permasalahan, metode
penelitian yang dipergunakan, dan yang
terakhir adalah uraian dari sistematika

penulisan.

FEWENANGAN, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAR
PIDANA SEORANG NOTARIS ATAS BAKTA YANG
DIBUATNYA.

Bab ini terbagi dalam tiga sub-bab. Pada
sub-bab pertama diuraikan mengenai tindak
pidana secara umum, vyang memuat mengenai
istilah serta pengertian tindak pidana,
unsur-unsur tindak pidana,

pertanggungjawaban pidana, kesalahan, dan

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006
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penyertaan, kemudian diuraikan mengenal
tindak pidana pemalsuan surat serta
pengaturannya di dalam KUHP.

Selanjutnya pada sub-bab kedua, diuraikan
mengenai deskripsi dari kasus yang diteliti.
Pembahasan dalam bab ini diakhiri dengan
sub-bab ketiga yang akan menguraikan

mengenal hasil dari analisis terhadap kasus
tersebut.

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan

yang diperoleh, dan diakhiri dengan saran.
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BAB II

FEWENANGAN, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNGJAWAB PIDANA
SEORANG NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Sebelum menguraikan pokok bahasan pada Bab II, yaitu
mengenai kewenangan, kewajiban serta tanggungjawab pidana
seorang notaris atas akta yang dibuatnya, terlebih dahulu
penulis akan menguraikan mengenai istilah dan pengertian
tindak pidana {(mencakupr kejahatan serta pelanggaran),
unsur-unsur tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban,
serta penyertaan {(deelneming) dalam tindak pidana. Kemudian
penulis akan masuk pada pokok bahasan, yaitu mengenai
tindak pidana pemalsuan surat, dan pemalsuan terhadap akta
otentik, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:
303 K/PID/2004, Tanggal 29 Nopember 2006.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan dapat lebih
mudah memberikan uraian, menjelaskan, sekaligus memahami

permasalahan vang diangkat.
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Lh. TINDAK PIDANA

1. Istilah

Terdapat berbagai istilah untuk tindak pidana
(mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain delict
(delik}, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang
boleh dihukum, pelanggaran pidana, c¢riminal act, dan lain
sebagainya.’

Istilah tindak pidana atau peristiwa pidana merupakan
terjemahan dari istilah bahasa Belanda vyaitu “Strafbaar
feit” atau sering juga disebut “delict”?.

Istilah lain dari tindak pidana adalah “perbuatan
pidana” yang digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa
bukunya.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai
apa yang dimaksud dengan istilah strafbaar feit tersebut.
Terdapat beberapa 1istilah lainnya yang pernah digunakan
baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagail
literatur hukum sebagai terjemahan dari strafbar feit

tersebut.?

lTopc> Santoso, Menggagas Hukum Pidana TIslam, (Bandung: Asy
Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 132.

’E. Utrecht. Hukum Pidana I, {Bandung: Universitas Padjajaran,
1958), hlm. 250.
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Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digunakan istilah
Tindak Pidana. Istilah “tindak pidana” ini dapat dikatakan
berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana
Indonesia. Sebagian besar peraturan perundang-undangan
menggunakan istilah tindak pidana.

Karni dan Van Schravendijk menggunakan istilah
“perbuatan yang boleh dihukum”, sedangkan Tirta Admidjaja
menggunakan istilah “pelanggaran Pidana”,® kemudian R.
Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana”.® Demikian
halnya dengan E. Utrecht yang memilih menggunakan istilah
“peristiwa pidana” karena istilah peristiwa meliputi suatu
“perbuatan” dan “melalaikan” serta akibat dari “perbuatan”
dan “melalaikan” tersebut.® Istilah “peristiwa pidana”

tersebut digunakan juga oleh Vos.’

*Indonesia. Undang-Undang Nonor 3 Tahun 18983, Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‘E. Utrech, op. cit, hlm. 251

R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung: Universitas
Padjajaran, 1959}, hlm. 28.

e, Utrecht, loc. cit.

T1bid.
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J.M. Van Bemmelen memilih  menggunakan istilah

“perbuatan” daripada “tindakan”.® Satochid Kartanegara

menggunakan istilah “delict”.®

2. Pengertian

Beberapa sarjana di bidang hukum memberikan pengertian

yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan tindak

pidana, diantaranya yaitu:

1.

Menurut Simons, tindak pidana adalah:
Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana
dan dilakukan oleh seseorang yang mampu

bertanggungjawab.’

Moeljatno dalam beberapa bukunya memberikan pengéertian
bahwa perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan.

Dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-

6 Universitas Gajah Mada pada Tanggal 19 Desember 1955,

87.M. van Bermelen, Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian

Umum}, {Binacipta: 1984}, hlm. 9-10.

*satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Seri I},

(Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun), hlm. 65.

©rbid.

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006




19

perbuatan pidana untuk menggantikan strafbaar feit
adalah lebih utama daripada tindak pidana. Diungkapkan
bahwa perbuatan pidana memiliki arti perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana, siapa saja yang
melanggar larangan tersebut. Dapat ditarik sebuah
kesimpulan, alasan mengapa menggunakan istilah
“perbuatan pidana” adalah sebagai berikut:

a. Bahwa yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan
manusia, Yyaitu suvatu kejadian atau keadaan yang
ditimbulkan oleh kelakuan manusia), artinya larangan
itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman
pidananya ditujukan pada pelakunya.

b. Antara 1larangan ({(yang ditujukan pada perbuatan)
dengan ancaman pidana {(yang ditujukan pada
pelakunya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena
itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian
vang ditimbulkan pelaku tadi, melanggar larangan)
dengan pelaku yang menimbulkan perbuatan tadi ada
hubungan erat pula.

c. Untuk menyatakan ada hubungan yang erat itulah maka
lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana,
suatu pengertian abstrak vyang menunjukkan pada
keadaan konkret yaitu: pertama adanya kejadian
tertentu (perbuatan} dan kedua adanya pelaku yang
berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Selain menggunakan istilah “perbuatan pidana”,
Moeljatno Jjuga mengungkapkan bahwa istilah “peristiwa

pidana” dan istilah “tindak pidana” adalah suatu istilah

! Moeljatno, loc. cit.
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yang kurang tepat, dengan alasan bahwa istilah peristiwa
pidana, menggambarkan hal yang konkret (padahal strafbaar
feit sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada suatu kejadian
tertentu, misalnya ada yang meninggal dunia, yang bukan
merupakan suatu peristiwa penting dalam hukum pidana.
Meninggalnya seseorang tersebut akan menjadi penting
apabila peristiwa meninggalnya dihubungkan dengan atau
diakibatkan oleh kelakwuan seseorang. Sedangkan untuk
Istilah tindak pidana, kata “tindak” tidak menunjuk pada
sesuatu hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi sama
halnya dengan kata “peristiwa” yang hanya menyatakan
keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik, atau sikap
jasmani, dimana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan
dan bertindak. Oleh karena "“tindak” merupakan kata yang
tidak cukup di kenal, maka dalam perundang-undangan
digunakan distilah “tindak pidana” serta dalam pasal-
pasalnya, namun dalam penjelasannya lebih sering digunakan

kata “perbuatan®.l?

2w . perbuatan pidana dan pertanggungan jawab dalam hukum pidana.

Jika istilah-istilah itu dibkerikan makna sebagail disarankan atas, maka
disitu ternyata bahwa makna istilah-istilah itu berhubungan dengan,
bahkan mencerminkan pula tujuan-tujuan yang diharapkan dari hukum
pidana sendiri. Pada waktu menyelidiki, apakah ada perbuatan pidana
ataun tidak, vang dipandang primer ialah: segi masyarakat, yaitu

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006
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3. R. Tresna memberikan pengertian peristiwa pidana

sebagai: !’

Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana
diadakan tindakan penghukuman®.

4. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana,

adalah: "

perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana, ditinjau
dari segi tersebut, nampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang
tak patut dilakukan atau tidak. Sebab diharapkan dari hukum pidana
untuk melindungi masyarakat daripada perbuatan-perbuatan yang demikian
tadi. Bagaimana pandangan orang itu sendiri terhadap perbuatan yang
telah dilakukan adalah sekunder.

Sebaliknya pada waktu menyelidiki apakah orang yang melakukan perbuatan
pidana itu, betul-betul harus dijatuhi pidana ataun tidak, Jjadi pada
waktu akan mempertanggungjawabkan dia atas pebuatan yang dilakukan,
yang dipandang primer adalah segi dari orang itu sendiri. Sebab
diharapkan pula dari hukum pidana, untuk menginsyafkan orang itu bahwa
apa yang telah dilakukan adalah keliru dan tidak boleh diuwlangi lagi,
baik oleh dia sendirimaupun oleh orang lain. Pandangan masyarakat dalam
hal ini adalah sekunder.

Baru jika kedua segi atau tugas itu dilaksanakan secara penuh, maka
dapatlah dikatakan bahwa dalam hukum pidana kita dikandung asas
kemasyarakatan dan asas perikemanusiaan , hal mana meropakan sendi-
sendi Negara kita pula. Akhirnya, jika perbuatan pidana dan
pertanggungan Jjawab dalam hukum pidana diartikan seperti diatas, maka
dapatlah dikatakan bahwa pengertian-pengertian itu adalah laksana dua
mercusuar yang memancarkan sinarnya di atas samudra yang gelap dan
berbahaya. Jika ada bahtera akan berlayar menuju pangkalannya, dan
mengharapkan sampai di situ dengan selamat dan bahagia, sebab Jjika
tidak, bukan kebahagian yang akan dialami, bahkan kesengsaraan dan
kesewenang-wenangan” (Mceljatno: Pidate Pada Upacara Peringatan Dies
Natalis ke-6, Universitas Gadjah Mada)

13 R, Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 28.

H Wirjone Prodjcdikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia

(Bandung: PT.Eresco, 1986), hlm.55.
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Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman

pidana. Dan pelakue itu dapat dikatakan merupakan
subjek tindak pidana.

Menurut E. Utrecht pengertian dari peristiwa pidana

adalan:?!®

Suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yvaitu suatu

peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang
diatur oleh hukum.

Menurut Vos Peristiwa Pidana adalah:

Suatu kelakuan manusia (menselikje gedraging} yang
oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman, jadi
suatu kelakukan manusia yang pada umumnya dilarang dan
diancam dengan hukuman.

Satochid Kartanegara menggunakan istilah delict
“tindak pidana” dengan memberikan pengertian sebagail
berikut:!®

Perumusan  strafbaar feit adalah perbuatan vyang
dilarang oleh undang-undang, vyang diancam dengan
hukuman.

Pompe merumuskan strafbaar feit yaitu:’

Suatu pelanggaran kaidah {pelanggaran terhadap

ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai
kesalahan sehingga pemidanaan merupakan hal yang wajar

BE. Utrecht, loec. cit.
¥ satochid Kartanegara, op. cit., hlm. 65

Ysianturi {a), Asas-Asas  Hukum Pidana di Indonesia dan

Penerapannya(Jakarta: Alumni Ahaem-Petechaem, 15%6), hlm. 201.
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diberikan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan

menjamin kesejahteraan umum.

Meskipun terdapat rumusan vyang berbeda-beda dari
pengertian tindak pidana, akan tetapi bukan merupakan suatu
perscalan yang mendasar, hanya merupakan perbedaan dalam
memberikan pengertian saja, sebab dari pengertian-
pengertian yang berbeda tersebut mempunyai maksud yang sama
bahwa dapat dipidananya seseorang harus memenuhi syarat-
syarat yang terdapat di dalam KUHP atau asas hukum yang
pada umumnya dapat diterima. Syarat-syarat tersebut
dinamakan unsur-unsur tindak pidana.?®
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam
unsur—-unsurnya, yang harus dilakukan adalah menemukan
adanya suatu perbuatan, dengan perbuatan tersebut sesecorang
dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang.

®untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku, yang
penting tidak hanya bagian-bagian dari perbuatan itu seperti vyang
diuraikan dalam uraian delik, akan tetapi Jjuga harus diperhatikan
syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau
asas hukum yang umumnya diterima. Syarat tersebut dinamakan unsur-unsur
tindak pidana{van Bemmelen, Op cit, hlm.99).
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Menurut ilmu pengetahuan, perbuatan tersebut dapat
merupakan “hal melakukan sesuatu” atau “hal tidak melakukan
sesuatu” atau juga mempunyai arti “hal mengalpakan sesuatu
yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.*’

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang
Hukum Pidana (KUHP), pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam
unsur-unsur yang telah dibagi menjadi dua golongan, yaitu
unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif
merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
yvang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala
sesuatu vang terkandung di dalam hati pelaku,?® atau dengan
kata lain diungkapkan oleh Moeljatno bahwa unsur subjektif
terdapat dalam hati sanubari si pelaku atau sikap batin
pelaku.?? Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah
unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku, atau
2

menunjuk pada keadaan lahir.?

a. Perbuatan Manusia

Yp.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Huku Pidana Indonesia, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 192-193.

2 Thbid.
Moeljatno, op. cit., 62

21bid.
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Menurut Simons unsur tindak pidana harus memuat unsur
perbuatan manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan tidak
saja perbuatannya akan tetapi juga akibatnya.??

Menurut R. Tresna, di dalam unsur-unsur tindak pidana
harus dimwat adanya suatu perbuatan manusia, sebab di dalam
hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yang
dapat dijadikan subjek hukum pidana, hanyalah manusia.
Dengan kata lain hanya perbuatan manusialah vyang dapat
mewujudkan peristiwa pidana. Demikian halnya terhadap badan
hukum, meskipun di dalamnya terdapat beberapa hal badan
hukum, akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut melalui
hukum pidana.?!

b. Perbuatan Manusia Tersebut Harus Bersifat Melawan Hukum

Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang bersifat
melawan hukum {wedderechtelijk), tidak selalu diancam
dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana. Perbuatan
yvang bersifat melawan  hukum tersebut tidak selalu
dicantumkan sebagal salah satu unsur delik. Timbul
persoalan, apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap

sebagal salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan

Bgatochid Kartanegara, op. cit.,hlm. 65

R, Tresna, op. cit., hlm. 31.
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secara tegas, ataukah baru dikatakan sebagai unsur dari
suatu delik apabila dengan tegas dirumuskan dalam delik??
Untuk menjawab perscalan tersebut, dapat dilihat dari
pendapat-pendapat beberapa sarjana, diantaranya Pompe dan
Van Hattum. Pompe berpendapat bahwa sulit untuk memberikan
jawaban atas pertanyaan apa yang sebenarnya dimaksud dengan
perkataan wedderechtelijk tersebut. Masih terdapat beberapa
pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu, apakah
wedderechtelijk itu harus diartikan sebagai “bertentangan
dengan peraturan-peraturan  hukum”, dan apakah hanya
bertentangan dengan “hukum tertulis” saja ataukah
bertentangan juga dengan “hukum yang tidak tertulis®.?®
Dalam hal ini Pompe berpendapat lebih lanjut bahwa
wedderechtelijk itu mempunyai arti in strijd met het recht
atau bertentangan dengan hukum, yang mempunyail pengertian
lebih 1luas daripada sekedar in strijd met de wet atau
bertentangan dengan undang-undang, dan termasuk 3juga ke
dalam pengertiannya bukan hanya peraturan-peraturan menurut

undang-undang melainkan juga peraturan-peraturan yang tidak

Bgianturi {a), op. cit_, hlm. 142

Zt"La.mintz—mg, op. cit., hlm. 350
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tertulis, berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan
dengan kepatutan.

Menurut Van Hattum, mengenai wedderechtelijkheid
terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut dengan
formele wedderechtelijkheid dengan apa yang disebut
materieele wedderechtelijkheid atau wedderechtelijkheid

dalam arti formal dan wedderechtelijkheid dalam arti

material.?’
b.1. Perbuatan Melawan Hukum Formal

Menurut ajaran wedderechtelijkheid dalam arti formal
suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat
wedderechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua
unsur yang terdapat di dalam rumusan suvatu delik menurut
undang-undang.

Para penganut faham ini mengatakan bahwa pada setiap
pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat
“bpersifat melawan hukum” dari tindakan tersebut, dengan
demikian apabila dalam suatu delik tidak dengan tegas
menyatakan “bersifat melawan hukum” sebagai unsur, sudah

agengan sendirinya terdapat “bersifat melawan hukum”,

271bid, hlm. 351.

Bramintang, op. cit., hlm. 351
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sehingga tidak perlu lagi dibuktikan. Akan tetapi apabila

dengan tegas dicantumkan adanya “bersifat melawan hukum”

sebagai unsur delik, maka harus dibuktikan adanya “bersifat
melawan hukum” itu, barulah seseorang itu dapat dikatakan
telah melakukan delik tersebut.?®

Untuk lebih jelasnya Sianturi memberikan contoh-contoh
berikut:

(1) ERasus penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

Jika A memukul B, dan B mendapat luka karenanya, maka
A telah melanggar delik penganiayaan tersebut pasal
351 ayat 1 KUHP. Tidak perlu diselidiki lagi, apakah
pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak.
Tegasnya pemukulan itu sudah dengan sendirinya
bersifat melawan hukum karena telah memenuhi perumusan
delik dalam undang-undang.

(2) Kasus memasuki rumah dengan paksa (Pasal 167 KUHP)
Seandainya dalam pasal 167 KUHP, tidak dinyatakan
dengan tegas unsur Dbersifat melawan hukum, maka
seseorang pegawal penyidik atau jaksa memaksa memasuki

suatu rumah untuk menjalankan tugasnya, dapat

¥gjanturi, op. cit., hlm. 145
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dipersalahkan melanggar pasal 167 KUHP, dengan adanya
unsur bersifat melawan hukum pada pasal tersebut, maka
harus dibuktikan apakah pegawai tersebut benar-benar
sedang melakukan tugasnya atau tidak, vyang akan
menentukan apakah tindakannya memasuki rumah tersebut
bersifat melawan hukum atau tidak. Dalam hal ini dia
benar-benar menjalankan tugasnya, maka tindakannya
memasuki rumah tersebut dengan paksa tidak bersifat
melawan  hukum, tetapi jika tidak dalam rangka
pelaksanaan  tugas, maka tindakannya itu adalah
bersifat melawan hukum.
b.2. Sifat Melawan Hukum Material
Menurut ajaran wedderechtelijkheid dalam arti
material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang
sebagal bersifat wedderechtelijkheid atau tidak, masalahnya
bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan
hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut
asaa-asas hukum umum dari hukum vyang tidak tertulis.®
Para penganut “bersifat melawan hukum” yang material

mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur

]')Lamintang,r loc. Cit.
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“bersifat melawan hukum”. Dalam hal ini, delik itu tidak
hanya tindakan-tindakan yang terlarang saja, akan tetapi
mempersoalkan apakah pelaku dapat di persalahkan, karena
melakukan suatu perbuatan tercela. Pelaku harus dapat
dipersalahkan, karena ia tidak menghindari untuk melakukan

tindakan vyang tercela, yang berarti ‘“bersifat melawan

hukum”.3! Bersifat melawan hukum disini harus disandarkan

kepada faham kemasyarakatan, yaitu “kepatutan” yang harus
“diindahkan” dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal ini @penulis berpendapat bahwa suatu
perbuatan dapat dikatakan melawan hukum dan dapat diberikan
hukuman atas perbuatan tersebut apabila memenuhi kedua
unsur sifat melawan hukum yaitu melawan hukum secara formal
dan melawan hukum secara material.

Setelah memahami uraian mengenai sifat melawan hukum
formal dan material, penulis menyimpulkan bahwa untuk dapat
dipidananya seseorang atas perbuatan yang telah
dilakukannya, tidak hanya harus memenuhi ketentuan yang
bahwa perbuatannya dilarang ocleh ketentuan undang-undang
dan diancam dengan pidana, tetapi perbuatannya itu harus

melanggar hukum material.

3gjanturi, op. cit., him.148
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5. Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan
adanya undang-undang serta peraturan-peraturan yang
berlaku. Oleh karena itu, setiap orang yang mampu nemberi
pertanggungjawaban pidana tidak dapat menggunakan alasan
bahwa ia tidak mengetahui akan adanya sesuatu peraturan
atau perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang
perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui atau
tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah
alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan
pula alasan untuk memperingan hukuman. 3

a. Kesalahan Dengan Sengaja (dolus/opzet)

Dolus/opzet merupakan kehendak wuntuk melakukan suatu
perbuatan dengan sengaja, di mana perbuatan tersebut di
larang oleh undang-undang dan pelaku mengetahui akibat dari
perbuatan yang dilakukannya. Dolus/opzet merupakan suatu
pengetian yang sangat penting, akan tetapi KUHP tidak
memberikan pengertian mengenai hal tersebut, oleh karena

KUHP tidak memberikan pengertian tersebut maka dapat

2¢.8.T. Cansil dan Christine S.T. Cansil, Pokok-Pokok Hukum

Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang), (Jakarta: Pradnya Paramita,
2004, hlm. 49.
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digunakan penafsiran-penafsiran sejarah pembentuk undang-
undang. Dalam hal ini pembuat wundang-undang membedakan
orang yang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dengan

orang yang melakukan perbuatan karena “kealpaan” 33

b. Kesalahan Karena Relalaian (culpa)

Arti kata culpa ini ialah kesalahan pada umumnya, akan
tetapi “culpa” di dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai
arti teknis yaitu: suatu macam kesalahan sebagai akibat
kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu
terjadi.

Menurut doktrin culpa harus meliputi dua syarat, yaitu :

1. Culpa dilakukan karena kurang hati-hati/cermat.

2. Timbulnya akibat harus diperkirakan oleh si pembuat.
Apabila kedua syarat ini dipenuhi, maka orang itu dapat
dikatakan melakukan delik culpa.

Culpa dibedakan menjadi culpa levis dan culpa lata. Culpa

levis adalah kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga

seseorang tidak perlu dipidana. Sedangkan culpa lata adalah

culpa vyang berat dimana si pelaku berbuat lain daripada

¥yan Bemmelen, op. cit., him. 109
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perbuatan rata-rata orang yang segolongan dengannya. Culpa
lata ini dapat dikenakan pidana.>!

6. Pertanggungjawaban

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan
"pertanggungjawaban” itu adalah pertanggungjawaban menuiut
hukum pidana. Menurut etika, tiap orang bertanggungjawab
atas segala perbuatannya. Dalam bidang hukum pidana, hanya
kelakuan-kelakuan yang menyebabkan hakim pidana menjatuhkan
hukuman dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku kejahatan,
pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.*

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban
orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya,
yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana
yvang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya
pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana
yang dilakukan oleh sesecorang. Pertanggungjawaban pidana

pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun

Me.s.T. Cansil dan Christine S.T. Cansil, op. cit., hlm. 53.

*Hasan Basri Saanin, Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik
Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 193.
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oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas
‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.?®

Pertanggungjawaban pidana ini menjurus kepada
pemidanaan pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan
telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam
undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban
pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya apabila
tindakan tersebut melawan hukum, dan tidak terdapat
peniadaan sifat melawan hukum (rechtsvaardigingsgrond) atau
alasan pembenar untuk itu.¥’

Selain unsur perbuatan yang dilakukan harus melawan
hukum baik secara formil maupun material dan si pelaku
dapat dipertanggungjawabkan, salah satu unsur yang penting
dalam pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah
seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak, adalah adanya
kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas “tidak dipidana jika
tidak ada kesalahan”.

Telah diuraikan di atas bahwa seseorang dapat

dikatakan mempunyai  kesalahan apabila pada saat ia

¥Chairul Kuda, Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Prenada
Media, 2006), hlm. 68.

Ygjanturi, op. cit., him. 244.
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melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat
dipersalahkan karenanvya, yaitu kenapa ia  melakukan
perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk
memenuhi makna perbuatannya tersebut dan seharusnya dapat
menghindari perbuatan itu.

Dari pernyataan di atas ada dua hal yang penting,
yaitu keadaan psychis (jiwa) pada orang yang melakukan
perbuatan pidana adanya hubungan antara keadaan psychis
{jiwa) orang tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya.
Keadaan jiwa seseorang vang melakukan perbuatan pidana
merupakan masalah kemampuan untuk bertanggungjawab dan hal
tersebut menjadi dasar yang penting dalam menentukan ada
tidaknya kesalahan.3®

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa
pertanggungjawaban ini mengandung beberapa syarat.39
1. Keadaan Jjiwa pelaku, seseorang dapat

dipertanggungjawabkan akan perbuatannya atau akibat

dari perbuatannya apabila Jiwa orang tadi adalah

sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti nilai dari

*¥Moeljatno, op. cit., hlm. 158.

¥hild.
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perbuatannya, sehingga ia dapat menyadari pula akibat
dari perbuatannya.
Pelaku delik harus seorang yang dapat menentukan
kehendaknya secara bebas. Misalnya, seseorang yangd
melakukan pembunuhan karena terpaksa, Jjadi tidak ada
kehendak dalam diri pelaku delik.
Pelaku delik harus sadar dan insyaf bahwa perbuatan
vang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang
dipandang dari sudut hukum, masyarakat maupun tata
susila.
Ditinjau dari perumusan-perumusan delik dalam KUHP,
dalam Buku II maupun Buku III, tidak dinyatakan dengan
bahwa perbuatan tadi harus dilakukan oleh seseorang
dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP pertanggungjawaban dirumuskan dalam Pasal

44 KUHP, vyaitu:

Pasal

44 ayat (1): barang siapa mengerjakan suatu
perbuatan, yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya

karena kurang sempurna akalnya
atau karena sakit berubah akal,
tidak boleh dihukum.

(2): Jika nyata perbuatan itu tidak
tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya karena kurang sempurna
akalnya atau karena sakit berubah
akal, maka hakim boleh
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memerintahkan menempatkan dia di
rumah sakit gila selama-lamanya
satu tahun untuk diperiksa.

Dalam Pasal 44 tersebut, pertanggungjawaban dirumuskan
secara mnegatif, yaitu dirumuskan siapa vyang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak dirumuskan
silapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Dengan demikian Pasal 44 KUHP menentukan bahwa suatu
perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku
delik apabila dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya jiwa yang tidak dapat tumbuh dengan sempurna,
misalnya idioot, imbecile, buta tuli dan bisu mulai
lahir.

2. BAdanya akal pikiran vyang sakit/berubah, misalnya:
sakit gila, manie, histerie, epilepsie, melancholie,
dan berbagai macam penyakit jiwa lainnya.?

Di dalam Pasal 44 KUHP bukan akal saja yang penting,

akan tetapi juga perasaan dan kehendak.*!

40Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (Dilengkapi dengan Undang-Undang MNomor 27 Tahun 1899
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan
dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara), (Jakarta: Restu BAgung,
20G5), ps.44 ayat {1} dan (2).

IMoeljatno, op. cit. him. 167.
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Mengenal unsur kemampuan bertanggungjawab ini dapat
disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum,
sebab dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang satu
dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum}, dan
yang lain adanya kesalahan. Dengan adanya kedua hal
tersebut, dalam KUHP ada alasan penghapus pidana yaitu
dalam Pasal 48 (keadaan darurat), 4% avat (1), 50 dan 51
ayat (1} (alasan pembenar), dan Pasal 44 (ketidakmampuan
bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2)
(alasan pemaaf) .*?

Menurut Moeljatno untuk adanya kemampuan
bertanggungjawab harus meliputi hal-hal berikut ini:?*’

1. Adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara

perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk; yang
sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut

keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang
dilakukan oleh pelaku.

Di dalam rumusan KUHP ketidak-mampuan bertanggungjawab

sebagai suatu hal yang menghapuskan pidana, dapat ditempuh

dengan tiga hal, yaitu:*

21phid., hlm. 168.

$371bid., hlm. 165.
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1. ditentukan sebab-sebalb yang menghapuskan pemidanaan.
Menurut sistem ini, apabila seorang Psikiater +tlah
menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (insane} atau
tidak sehat pikirannya ({unsound mind), maka hakim
tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana.
Hal ini dinamakan sistim deskriptif {(menyatakan).

2. menyebutkan akibatnya saja:; penyakitnya sendiri tidak

ditentukan;
Dalam hal ini yang paling penting adalah dia mampu
menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak
baik atau bertentangan dengan hukum. Sistem ini
dinamakan normatif (mempernilai), dalam hal ini
hakimlah yang menentukan.

3. gabungan dari 1 (satu} dan 2 {(dua), yaitu menyebabkan
sebab-sebabnya penyakit dan penyakit tersebut harus

sedemikian rupa akibatnya sehingga dianggap tidak

dapat dipertanggungijawabkan padanya (destruktif :

normatif), cara inilah yang sering digunakan.

Moeljatno mengungkapkan bahwa kesengajaan dan kealpaan
tidak dapat dipikirkan apabila tidak ada kemampuan

bertanggungjawab, demikian halnya dengan alasan pemaaf,

Ibid., hlm. 166-167
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tidak mungkin ada apabila seseorang tidak  mampu
bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk
kesalahan. Untuk selanjutnya, disamping itu vyang tidak
boleh dilupakan adalah bahwa semua unsur-unsur kesalahan
tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah
dilakukan. Dengan demikian untuk adanya kesalahan, harus

terdapat:*®

a. Melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan
hukum;

b. Mampu betanggungjawab (di atas umur yang telah
ditentukan}) ;

C. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa
kesengajaan atau kealpaan:;

d. Tidak adanya alasan pemaaf (tidak ada dasar
penghapusan} .

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Setelah mengurai hal-hal yang berkaitan dengan tindak
pidana, selanjutnya penulis akan membahas mengenai tindak
pidana pemalsuan, yang berkaitan dengan kasus yang akan di
bahas dalam tesis ini.

Tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan ini adalah
tindak pidana yang termuat di dalam KUHP Buku II, Bab XII

Tentang Pemalsuan dalam Surat .4

“‘Moeljatno, op. cif., him. 164

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006




41

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam EKUHP.

Mengenai tindak pidana pemalsuan ini, dimuat aturannya
di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Mengenai tindak pidana pemalsuan surat dimuat di dalam Bab
XIT, yang memuat juga kejahatan-kejahatan terhadap
kekuasaan umum Jlainnya. Dengan demikian Jjelaslah bahwa
pemalsuan surat dianggap lebih bersifat kepada kepentingan
masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan
masyarakat terhadap isi surat-surat daripada bersifat
kepada kepentingan dari indiwvidu.

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya berupa
pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang
dimuat di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
yang rumusannya adalah sebagai berikut:®’

(1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai
bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai

“*Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu di
Indonesia {Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 173.

4'J’Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan

dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara), (Jakarta: Restu BAgung,
2005), ps. 263.
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atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

karena pemalsuan surat, dengan penjara paling lama
enam tahun.

(2) dipidana dengan pidana vyang sama, barang sengaja
memakal surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah

asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan
kerugian.

Surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang di
atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan
huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah
pikiran atau makna tertentu, vyang dapat berupa tulisan
dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan
mesin cetak dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat
palsu (membuat palsu/valschelijk opmaaken sebuah surat)
adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian
isinya palsu, atau bertentangan dengan yang sebenarnya.?

Surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas
serangkaian huruf-huruf vyang mengandung arti dan yang

memuat sesuatu isi tertentu.*®

®pdam Chazawi (a), Kejahatan Mengenai Pemalsuan (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

“N.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP Buku II},
{Bandung: Alumni, 1986}, hlm. 189.
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Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai
berikut:>°

1. membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi
surat tidak sesual atau bertentangan dengan kebenaran.
Membuat surat palsu tersebut, disebut dengan pemalsuan
intelektual (intelectuele valschheid).

2. membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal
dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat
palsu tersebut, disebut dengan pemalsuvan materiil
(materiele valschheid). Palsunya surat atau tidak

benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat

surat.

a. Mambuat Surat Palsu

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan
pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara
palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa
surat seakan—akan berasal dari orang lain dari pada
penulisnya (pelakunya). Hal ini disebut pemalsuan materiil
(materiele valsheid). Asal surat itu adalah palsu. Surat

tersebut Jjuga mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari

®ndami Chazawi {a}, op. ecit., him. 100.
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pada apa vang sebenarnya harus dimuat, hingga surat itu

memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada.>!

Pemalsuan intelektual (intelectuele wvalsheid) adalah
surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan
pemalsuan materiil (materiele valsheid) adalah surat yang
menggambarkan secara palsu bahwa tanda tangan maupun isi
baik secara keseluruhan maupun hanya bagian tanda tangannya

saja, berasal dari seseorang yang namanya tercantum di

bawah tulisan tersebut.>?

Pemalsuan dalam penandatanganan Jjuga dapat terjadi:>

1. meniru tandatangan seseorang yang tidak ada, seperti
orang yang telah meninggal dunia, atau orang yang sama
sekali tidak pernah ada;

2. penandatanganan dengan nama sendiri, apabila isi
penggunaan surat itu menimbulkan gambaran seakan-akan

tandatangannya itu berasal dari seorang yang sama

namanya.

Ay .Aa.K. Moch. Anwar, loc. cit.
2Ibid, hlm. 189

B1bid, hlm. 190
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3. mengisi surat blanko kertas segel yang telah lebih
dahulu dibubuhi tandatangan oleh orang lain, pengisian
mana pada keseluruhannya bertentangan atau menyimpang
dengan kehendak penandatangan.

b. Mamalsukan Surat

Memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan
dengan cara pelakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa
seizin vyang berhak), dalam suatu surat atau tulisan,
perubahan mana yang dapat mengenai isinya. Tidak peduli,
bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar
ataupun sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar
menjadi benar merupakan pemalsuan surat.>"

Perbuatan perubahan itu dapat terjadi atas:®®

1. Penghapusan kalimat, kata, angka, tandatangan;

2. Penambzhan dengan satu kalimat, kata, atau angka:

3. Penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau
tandatangan.

Surat-surat yang dapat dijadikan objek pemalsuan ini

dibatasi dengan empat macam surat, yaitu:

Mrpid.

S1bid.
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(1) Surat yang Menimbulkan Suatu Hak

Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan adanya
suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan
hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, akan
tetapi terdapat surat-surat tertentu yang disebut surat
formil, yang langsung melahirkan suatu hak tertentu,
misalnya cek, bilyet giro, wesel, Surat Izin Mengemudi,
ijazah, dan lain-lain. Dengan kata 1lain surat yang
menimbulkan suatu hak adalah surat yang memuat suatu
kesepakatan, perjanjian dan sebagainya yang dimuat secara
tertulis yang dapat menimbulkan suatu hak.>®

Di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum acara
Pidana (KUHAP), surat merupakan salah satu alat bukti vyang
sah.®’ Adapun yang dimaksud surat sebagai alat bukti adalah
yang dibuat atas sumpah <jabatan atau dikuatkan dengan
sumpah. Misalnya berita acara dan surat lain yang dibuat
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di

hadapannya, yang memuat keterangan tentang keijadian atau

*¥sianturi {(b), Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya, (Jakarta:
Alumni Ahaem-Petehaem, 19890, hlm. 418.

S'Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan
Pelaksana , disusun oleh B&Abdul Hakim G. MNusantara, dkk, cet. 3,
(Jakarta: Djambatan, 1996), ps. 184.
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keadaan vyang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri,
disertai dengan alasan yang Jjelas dan tegas tentang
keterangan itu.

Surat yang dibuat menurut keterangan peraturan
perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat
mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi
tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu
hal atau sesuatu keadaan, ({(termasuk juga surat keterangan
dari seorang ahli vyang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara
resmi kepadanya). Misalnya hasil visum et repertum, uji
balistik, bedah mayat, uji keaslian surat dan sebagainya.
Surat lain yang hanya dapat berlaku ijika ada hubungannya
dengan isi dari alat pembuktian yang lain.?>’

(2) Surat yang dapat Menimbulkan suatu Perikatan

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa
surat vyang memuat berbagai perjanjian yang menyebabkan
timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-
masing pihak. Misalnya surat jual beli yang melahirkan hak

si penjual untuk menerima uang pembayaran harga suatu

®Bparwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana KXorupsi (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002}, hlm. 1l1lé6.
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benda, dan pembeli mempunyai hak untuk mempercleh atau
menerima benda yang dibelinya.
{(3) Surat yang dapat Menimbulkan Pembebasan Utang

Dalam suatu surat pembebasan utang, pembebasan utang
pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya
dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi
penyerahan sejumlah uwang tetentu dalam hal dan dalam
hubungannya dengan jual beli, utang piutang dan lain-lain.
(4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu

hal

Terdapat dua hal penting yang harus dimuat, yaitu:>*
1. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti {(mempunyai kekuatan

pembuktian);
2. Tentang sesuatu hal.

Sesuatu hal vyang dimaksud adalah kejadian atau
peristiwa tertentu, baik yang sengaja dilangsungkan,
contohnya perkawinan, maupun karena peristiwa alam
contochnya peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa-
peristiwa tersebut mempunyai akibat hukum, yaitu kejadian

yang memiliki pengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang

adami. Chazawi {a), op. cit., hlm.102

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006



49

yang bersangkutan, adapun yang dimaksud dengan bukti adalah
sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian
{(bewijskracht), kemudian diadakan pembatasan bahwa yang
akan ditindak dengan hukuman pidana hanya surat-surat

tertentu, yaitu vang ditunjuk untuk membuktikan suatu

kejadian atau peristiwa.
2. Pemalsuan Terhadap Akta Otentik

Akta Otentik palsu merupakan akta yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang membuat akta, untuk membuktikan
adanya suatu peristiwa yang diterangkan oleh penghadap,
dimana peristiwa tersebut tidak benar, bertentangan dengan
kebenaran.

Dalam undang-undang, Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan
bahwa akta Otentik bagi para pihaknya beserta ahli waris
atau orang-orang yang mendapatkan hak mereka merupakan
bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Surat-surat vyang masuk ke dalam akta Otentik dan
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal
adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat

yang berwenang dan dalam bentuk vyang ditentukan oleh

undang-undang.
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Selanjutnya di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP,
dinyatakan bahwa pemalsuan surat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 tahun, Jjika dilakukan salah satunya
terhadap akta otentik.

Dapat dibedakan dengan jelas bahwa kejahatan pemalsuan
terhadap akta otentik hukumannya lebih berat dibandingkan
dengan hukuman terhadap kejahatan pemalsuan surat-surat
biasa yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini disebabkan
karena akta Otentik mengandung kepercayaan yang lebih besar
akan kebenaran isinya. Akta otentik mempunyai tingkat
kebenaran lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau
surat—-surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk
meningkatkan maksimum ancaman pidananya.®®
3. Menyuruh Memasukkan ke dalam Akta Otentik

Suatu akta Otentik yang di dalamnya terdapat kehendak
seseorang untuk memasukkan keterangan palsu mengenail
sesuatu hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta
itu dengan tujuan untuk memakai ataw menyuruh orang lain

memakainya, seolah-olah akta itu benar, maka apabila dalam

“Sianturi (b}, op. cit., hlm. 420.
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penggunaannya dapat mendatangkan kerugian, si pelaku dapat
dikenakan hukuman.

Pada Pasal 263 KUHP mengenal pemalsuan surat
secara sederhana, yang menjadi subjek dari tindak pidana
adalah sipembuat surat atau akta palsu, sedangkan di dalam
Pasal 266 KUHP yang menjadi subjeknya adalah penghadap.

4. Penyertaan {(deelneming)

Penyertaan {deelneming) adalah pengertian vang
meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya seseorang
atau beberapa orang baik secara psikis maupun pisik dengan

melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu

perbuatan pidana.®

Menurut Sianturi, peyertaan adalah terdapat dua orang
atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan
kata lain dua orang atau Jlebih mengambil bagian untuk
mewujudkan suatu tindak pidana.®?

Penyertaan hanya sebatas dalam arti sempit, yaitu
hanya terbatas pada Pasal 5% KUHP. Adapun yang menjadi

pokok perscalan dalam penyertaan adalah harus dibedakan

' adami Chazawi (b), Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan
Penyertaan ({Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002}, hlm. 71.

$2gjanturi (a), op. cit., hlm. 329.
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antara orang yang menyuruh dengan orang yang disuruh.
Hubungan antara seseorang dengan yang lainnya bersama-sama
{(perbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan
seseorang yang dibantu orang lain melakukan tindak pidana.
Pembedaan hubungan antara pelaku yang satu dengan yang
lainnya adalah sangat penting karena akibat hukum atau

pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku-peserta

dibedakan secara tegas.63

Bentuk-bentuk penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55
dan Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:®
1. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau di dalam
doktrin sering juga disebut sebagai middelijk
daderschap;
2. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam
doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap;
3. Uitlokking atau menggerakan orang lain dan
4. Membantu melakukan tindak pidana atau medeplichtigheid.
ad. 1. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau di dalam
doktrin sering HJuga disebut sebagai middelijk

daderschap;

$1bid, hlm. 331.

“pP.A.F Lamintang, op. cit., hlm. 6001.
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Ada sesecrang vyang bermaksud melakukan tindak
pidana, akan tetapi orang tersebut tidak
melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang
lain untuk melakukannya. Orang yang disuruh adalah
orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.®
Adapun orang yang tidak dapat dimintakan
pertanggungjawabannya adalah mereka yang terdapat
dalam Pasal 44, 48, 51 ayat (2) KUHP.®®

Mereka vang terdapat di dalam Pasal 44 KUHP adalah
mereka yang Jjiwanya tidak tumbuh dengan sempurna,
jiwanya terganngu karena dipengaruvuhi penyakit.
Mereka yang terdapat dalam Pasal 48 adalah mereka
vang terpaksa melakukan perbuatan pidana karena
adanya pengaruh daya paksa, dan mereka yang
terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) adalah mereka yang
melakukan tindak pidana dikarenakan perintah
jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan orang

yang disuruh tidak dapat dipidana, karena:®’

“Loebby Logman, Percobaan, Penyertaan dan gabungan Tindak Pidana
{Jakarta: Universitas Tarumanagara , 1995), hlm. 63.

66Ibid, hlm. 67-68.

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006




54

1. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun
kemampuan bertanggungjawab;

2. Berdasarkan Pasal 44;

3. Dalam keadaan daya paksa Pasal 48;

4. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2};

5. Orang yang disuruh tersebut tidak mempunyai
sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik,

misalnya Pasal 413-437 KUHP.

ad. 2. Medeplegen atau turut melakunkan ataupun yang didalam

ad. 3.

doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap;
Mereka yang turut melakukan atau turut serta adalah
mereka yang ikut serta dalam terjadinya suatu
tindak pidana, di mana orang vyang ikut serta
melakukan tindak pidana itu mempunyai kesadaran
kerja sama, vyaltu mereka sadar bahwa mereka
bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Kerja
sama tersebut dilakukan secara bersama-sama secara
pisik.®®

Uitlokking atau menggerakan oranglain

8pdai Chazawi (¢}, op. cit., hlm. 93.

8lL0ebby Logman, op. cit., hlm. 67.
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Uitlokking ini ada yang menterjemahkan sebagai
“*membujuk” adapula yang menerjemahkan  sebagail
“menganjurkan”. Dalam hal ini uitlokking
diterjemahkan sebagai “*menggerakkan”, dalam
menggerakkan ini harus ada orang yang berkehendak
unutuk melakukan suatu tindak pidana, dan dia tidak
melakukannya sendirian, dengan segala daya upaya
yang telah ditentukan secara limitatif dalam
undang-undang menggerakan orang lain untuk
melaksanakan tindak pidana yang dikehendakinya.
Adapun orang yang digerakkan dalam melakukan tindak
pidana adalah orang yang dapat
dipertanggungjawabkan. ®®

Dalam menggerakkan ini terdapat dua klasifikasi,
yang pertama adalah mereka yang mempunyai kehendak
melakukan tindak pidana, dan yang kedua adalah
mereka yang melaksanakan tindak pidana seperti yang
dikehendaki oleh orang yang menggerakkan. BAdapun
orang yang melaksanakan adalah orang yang dapat

dipertanggungiawabkan, sehingga orang tersebut

dapat dipidana.

®1bid.
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Ad. 4. Membatu melakukan tindak pidana (medeplichtigheid)

Membantu melakukan ini merupakan bagian dari
penyertaan, karena jelas terdapat 1lebih dari satu
orang yang melakukan tindak pidana. Ada orang yang
melakukan dan ada orang yang membantu melakukan
tindak pidana, sebagaimana yang terdapat didalam
Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang dengan sengaja
memberi bantuan pada saat tindak pidana dilakukan,
dan mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan,

sarana maupun keterangan untuk melakukan tindak

pidana.’®

Membantu melakukan merupakan kesengajaan membantu
melakukan tindak pidana, sehingga setiap tindakan
yang telah dilakukannya dapat membuat orang tersebut
dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah
membantu orang lain, pada saat orang lain tersebut
melakukan tindak pidana. Adapun bentuk lainnya
adalah sengaja memberikan bantuan kepada orang lain

untuk memepermudah orang tersebut melakukan tindak

pidana.’?

Mrbid., hlm. 77-78.
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Menurut Wirjono Prodjodikoreo, membantu melakukan
adalah memberikan bantuan pada waktu tindak pidana
dilakukan dan membantu melakukan sebelum pelaku

utama bertindak dengan cara memberikan kesempatan,

sarana maupun keterangan.'?

Dalam hal seorang penghadap memberikan keterangan-
keterangan kepada notaris mengenai hal-hal yvang
bertentangan dengan kebenaran, dan notaris tersebut membuat
akta sesual dengan apa yang diberitahukan oleh penghadap,
dalam hal ini penghadap tidak melakukan perbuatan membujuk
(pasal 55 ayat (1) dan (2)), maupun notaris memberikan
bantuan (pasal 56), karena notaris tersebut hanya memuat
apa yang disampaikan oleh penghadap. Notaris tersebut tidak
mengetahui bahwa keterangan-keterangan yang ia masukkan ke
dalam akta tersebut tidak benar. Dengan demikian perbuatan
yang dilakukan oleh penghadap adalah menyuruh memasukkan
keterangan-keterangan palsu ke dalam akta Otentik.”

Dari kata menyuruh ini dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu
hanya ada pada sipenyuruh (pelaku/subjek),

sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak

"p.A.F. Lamintang, op. cit., 646.
?Wirjono Prodjodikoro {a), op. cit., hlm. 126.
Brbid.
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untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.’’
Hal ini dapat dilihat kembali dalam teori doen
plegen atau menyuruh melakukan atau di dalam
doktrin sering Jjuga disebut sebagali middelijk
daderschap, di mana seseorang yang bermaksud
melakukan tindak pidana, akan tetapi orang tersebut
tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh
orang lain untuk melakukannya. Orang yang disuruh
adalah orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 55 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa "“mereka yang
memberi atau manjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau
penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau
keterangan, sengaja menggerakkan orang lain suapaya
melakukan tindak pidana”.

Berkenaan dengan kasus ini, penggerak bisa melakukan
berbagail cara meminta kepada notaris tersebut untuk membuat

suatu akta yang dikendakinya, baik dengan cara membexrikan

gianturi (a), op. cit., hlm. 422.

“Loebby Logman, Percobaan, Penyertaan dan gabungan Tindak Pidana
(Jakarta: Universitas Tarumanagara , 1995), hlm. 63.
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sesuatu, memberikan janji, menyalahgunakan kekusaan,
menyalahgunakan martabat, maupun dengan cara kekerasan,
ancaman, penyesatan, memberikan kesempatan, memberi sarana,
mermberi keterangan, akan tetapi apapun upaya yang ditempuh
oleh penggerak tidak seharusnya notaris melakukan hal
tersebut, tidak seharusnya notaris bisa terkena tipu daya
{maupun terbujuk sebagaimana dalam kasus ini) dan lain-
lain. Seorang notaris dalam melaksanakan tugas ‘jabatannya
yang mana di dalamnya terdapat kepercayaan publik yang
begitu besar, harus senantiasa berhati-hati, jujur dan
amanah, sehingga sebelum ia memenuhi permintaan penghadap
untuk membuat suatu akta, seharusnya terlebih dahulu
dibuktikan kebenaran mengenai keterangan yang disampaikan
oleh penghadap.
C. Notaris
1. Pengertian

Lembaga kenotariatan dikepal di Indonesia sejak
Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada mulanya lembaga ini
diperuntukan bagi golongan Eropa dalam bidang hukum
perdata, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau
Burgerlijk Wetboek yang disingkat menjadi KUHPerdata. Pada

waktu itu meskipun diperuntukan bagi golongan Eropa,
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masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian
yang dilakukan dihadapan notaris. Hal tersebut menjadikan
lembaga kenotariatan semakin dibutuhkan keberadaannya di
tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Selanjutnya di dalam perkembangannya lembaga kenotaritan
tersebut, di adopsi menjadi Hukum Notariat Indonesia dan
berlaku untuk semua golongan,’'® berkaitan dengan perjanjian-
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, membuat keberadaan
profesi notaris menjadi profesi yang sangat penting, dan
dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi notaris sebagai pembuat
akta-akta Otentik sebagai alat bukti tertulis. Di dalam
Pasal 1868, KHUPerdata, dinyatakan:71

Suatu akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuknya

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

pegawai-pegawaili umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana
akta dibuatnva.

Adapun unsur—-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868

KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, {Yogyakarta:

Center for Documentation and Studies of Business Law {CDSBL), 20033,
hlm. 35.

""Kitab undang-undang  Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.30, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2001}, Pasal 1868.

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006




ol

Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk
menurut hukum;

Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang

berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu

dibuat.

2. Fewenangan

Secorang notaris dalam menjalankan tugas Jjabatannya,

harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

UUJN, sebagaimana ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 15,

yang berbunyi:’®

(1)

(2)

Notaris berwenang membuat akta Otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan
oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau vang
dikehendaki oleh yang berkepantingan untuk dinyatakan
dalam akta Otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semuwanya itu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak Jjuga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar
dalam buku khusus:

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan
mendaftar di dalam buku khusus;

T8 Thid., Pasal 15.
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c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah
tangan berupa salinan yang memuat uraian

sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat
yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan
surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaiatan dengan pertanahan:;
atau

g. Membuat akta risalah lelang.
(3). Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), notaris mempunyail kewenangan lain
yang diatur di dalam perundang-undangan.

Menurut hemat penulis, tidak setiap pejabat umum dapat

membuat akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat

membuat akta-akta tertentu, yang ditugaskan atan
dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk

kepentingan setiap orang bahwa notaris tidak diperbolehkan
membuat akta, bagi notaris itu sendiri, isterinya suaminya,
keluarga sedarah atau keluarga semenda notaris dalam garis
lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping
sampail dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun
melalui kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuvan ini ialah
untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan

penyalahgunaan jabatan. Bagi setiap notaris ditentukan
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daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam
daerah vyang ditentukan baginya itu 1ia berwenang untuk
membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya 4di luar daerah
jabatannya adalah tidak sah. Notaris tidak boleh membuat
akta selama ia masih cuti atau dipecat dari Jjabatannya,
demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia
memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya} .

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi,
maka akta yang dibuatnya itu adalah tidak Otentik dan hanya
mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah
tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para
pengahadap.

3. Fewajiban

Mengenai kewajiban dari seorang notaris dapat

ditemukan di dalam undang-undang Pasal 16 UUOJN, vyaitu

sebagai berikut:’

(1). Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak,
dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum;

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

C. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan 2&kta, atau
Kutipan akta berdasarkan Minuta Akta;

®Indonesia, op. cit., Pasal 16.
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Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang 1ini, kecuali ada alasan untuk
menolaknya;

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang
dibuatnya dan segala keterangan vyang diperoleh
guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/jani
jabatan, kecuali Undang-undang menentukan ini;
Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan
menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima
puluh) akta, dan jika 7jumlah akta tidak dapat
dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat
dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat
Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada
sampul buku;

Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak
dibayar atau tidak diterimanya surat berharga:;
Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat
menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam
huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan
wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang
tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenctariatan
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama
setiap bulan berikutnya;

Mencatat dalam Reportorium tanggal pengiriman
daftar wasiat pada setiap akhir bulan:

Mempunyail cap/stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang
melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat
kedudukan yang bersangkutan;

Membacakan akta dihadapan penghadap dengan
dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi
dan ditandatangani pada saat itu Jjuga oleh
penghadap, saksi, dan notaris;

Menerima magang calon notaris;

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

huruf b tidak berlakuy, dalam hal notaris

mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Akta Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
adalah akta

a.

Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
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b. Penawaran pembayaran tunai;

c. Protes terhadap tidak dibayarnya ataw tidak
diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;

e. Keterangan kepemilikan; atau
f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap,

ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi sama,
dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata
“berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

Akta originali yang berisi kuasa vang belum diisi
nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu)
rangkap.

Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap
menghendaki agar akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan
memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut
dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap

halaman Minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi,
dan notaris.

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (7} tidak dipenuhi, akta yang
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8} tidak
berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

4. Larangan
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Adapun ketentuan yang berkaitan dengan larangan dimuat
dalam Pasal 17 UUJN, vyang berbunyi sebagai berikut:

notaris dilarang:®°

a. menijalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b. meninggalkan wilayah jabatannya 1lebih dari 7 (tujuh
hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c. merangkap sebagai pegawai negeri;

d. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;

e. merangkap jabatan sebagai advokat;

f.

merangkap Jjabatan sebagai pemimpin atau pegawal badan
wsaha milik negara, badan usaha milik daerah atau
badan usaha swasta;

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
di luar wilayah jabatab notaris;
h. menjadi Notaris Pengganti; atau
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan
norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat
mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
Dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris diberi hak
untuk menolak memberikan bantuannya di dalam melakukan
sesuatu yang dimintakan kepadanya, tetapi harus mempunyail
alasan yang mendasar (gegronde redenen)untuk itu.
Alasan-alasan yang mendasar bagi notaris untuk

melakukan penolakan memberikan bantuan adalah:®

1. Dalam hal notaris berhalangan karena sakit atau karena
pekerjaan jabatan lain;

Yrndonesia, op. cit., Pasal 17.

Blperaturan Janabat Notaris, op. cit., hlm. 98.
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2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh notaris atau
identitasnya tidak dapat diterangkan kepada notaris;

3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan
mereka dengan jelas kepada notaris;

4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang
bertentangan dengan undang-undang;

D. Analisis

1. Ringkasan EKasus

Hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam

pembahasan kasus ini adalah:

Pada hari Sabtu, tanggal 29 Pebruari 1992, H. Mohammad
Afdal Gazali, SH., dengan Syamsuri Bin Soemodikromi dan Ir.
Soediono bertempat di Jalan Hang Lekir YI Blok H Nomor 19
RT 009, RW 06, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru Selatan,
untuk membuat surat akta otentik atau memalsukan surat
otentik, yang dapat menerbitkan suatu hak, dengan maksud
untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan
tidak dipalsukan.

Pada tahun 1971, Socetono (Orang tua Ir. Soedono} membeli
dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor:
435/Bangka seluas 1.660 M2 atas nama Saenah Bin Djali vyang
berasal dari C.244 persil 16 Blok DI terletak di Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sesuail
Akta Jual Beli Nomor: 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971
yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Camat Mamprang Prapatan
R.E Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomox:
434 /Bangka seluas 651 M2 atas nama Entong Bin Djaenal yang
berasal dari Girik Nomor C. 1463 persil 68 Blok D.I
terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, sesual akta Jual Beli Nomor 610/M.P/1971
tanggal 10 Desember 1971, yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna;
selanjutna dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono.

Pada tahun 1972, di atas masing-masing tanah tersebut
didirikan sebuah bangunan rumah tinggal sesuail surat IMB
(Izin Mendirikan Bangunan) Nomor: 778/IB/T/S/72 tanggal 8
September 1972, vyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
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Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan, Drs.
K. Osman Arun.

Pada tahun 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor:
435/Bangka seluas 1.660 M2, atas nana Soetono beserta
bangunan diatasnya dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesual
Akta Jual Beli Nomor: 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang
dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris PPAT/Camat
J.F.T Sinjal; selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli
tersebut dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo
Sunarto.

Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor:
434/Bangka luas 651 M2 atas anma Soetono dijual kepada
Nyonya Siswo Sunarto, sesuai Akta Jual Beli Nomor:
153/1977.

Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal
dunia, sesuail Surat Kematian nomor: 474.3/45/89 tanggal 20
Maret 1998 vyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Sunarto, Sekretaris Kelurahan Panularan, kecamatan Lawiyan
Kotamadya Surakarta, pada tanggal 8 Maret 1998 vyang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto, Sekretaris
Kelurahan Panularan. Selanjutnya Nyonya Siswo Sunarto
meninggal dunia, dan kedua bidang tanah beserta bangunan
tersebut dikuasai dan di duduki sebagai tanah miliknya oleh
Ir. Soediono dan Noes Soedicno {isteri TIr. Soediono),
dengan alasan kedua bidang tanah tersebut adalah milik
almarhum Socetono (orang tua Ir. Scediono) dimana jual beli
vang pernah dilakukan terhadap Ny. Siswo sunarto hanya
bersifat formalitas/pinjaman nama saja; selanjutnya kedua
bidang tanah beserta bangunnannya dialihkan haknya menjadi
atas nama Noes Soediono (isterti Ir. Soediono}, Soedionoc
menghubungi Samsuri (salah satu staffnya) dan H. Mohammad
Afdal Gazali (notaris-PPAT yang berkedudukan di Pekanbaru)}
yang telah dikenalnya dengan baik untuk membuat surat kuasa
khusus atas nama Samsuri. M., Afdal Gazali (Notaris di
Pekanbaru) menyiapkan dua buah konsep surat kuasa atas nama
Samsuri masing-masing surat kuasa nomor 61 dan 62 tanggal
29 pebruari 1992 yang masing-masing berisi untuk bertindak
mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal,
termasuk sebidang tanah sertifikat hak milik nomor
435/Bangka. Dan sebidang tanah hak milik nomor 434/Bangka.
Kedua buah konsep surat kuasa tersebut ditandatangani oleh
M. Afdal Gazali dan Samsuri dengan disaksikan oleh Ir.
Sudiyonc dengan memalsukan tandatangan Almarhumah Ny. Siswo
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Sunarto, yang seolah-olah bahwa kedua surat kuasa tersebut
benar dan tidak dipalsukan. Berdasarkan surat kuasa nomor
61l dan 62 tanggal 29 Pebruari 19292 atas nama Samsuril
digunakan untuk menjual sebidang tanah sertifikat hak milik
nomor 435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, seharga Rp.
174.000.000; dan Sertifikat Nomor: 434/Bangka atas nama
Nyonya Siswo Sunarto kepada Nyonya Noes Soediono seharga Rp
71.610.000 {tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu
rupiah) sesuai akta jual beli nomor 04/M/Prapatan/1v/1992
tanggal 24 April 1992, dibuat di hadapan Notaris/PPAT Syahr
im Abdulmanan.

Selanjutnya berdasarkan duna buah Akta Jual Beli Nomor:
03/M.Prapatan/Iv/1992 dan Nomor: 04/M.Prapatan/Iv/1992
tertanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT
Syahrim Abdulmanan, dialihkan haknya menjadi atas nama Noes
Soediono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Noasional
Kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa
sepengetahuan dan seizing para ahli waris almarhum ny.
Siswo Sunarto. Atas perbuatan tersebut mengakibatkan para
ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian
kehilangan hak atas kedua bidang tanah dimaksud.

Permasalah yang sangat penting dalam Akta Jual Beli
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setelah BSiswo Sunarto beserta distrinya Ny. Siswo
sunarto meninggal dunia, kedua bidang tanah milik
mereka dikuasai dan diduduki o©leh Ir. Soediono
beserta istrinya Noes Soediono, dengan alasan bahwa
kedua bidang tanah tersebut adalah milik almarhum
Soetono {ayah Ir. Soediono);

2., Ir. Soediono meminta H. Mohamad Afdal Gazali

(notaris—-PPAT vyang berkedudukan di Pekanbaru) yang
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telah dikenalnya dengan baik untuk membuat surat
kuasa khusus atas nama Syamsuri (salah satu
staffnya).

3. H. Mohamad Afdal Gazali membuat dua surat kuasa yang
kemudian ditandatangani olehnya beserta Syamsuri,
disaksikan oleh Ir. Socediono dengan memalsukan tanda
tangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, seolah-olah
kedua surat kuasa tersebut adalah benar dan tidak
dipalsukan;

4. Kedua surat kuasa tersebut digunakan untuk menjual
kedua bidang tanah kepada Noes Soediono, yang
kemudian di balik nama dan dialihkan haknya menjadi
atas nama Noes Soediono.

5. H. Mohamad Afdal Gazali adalah notaris-PPAT vyang
berkedudukan di Pekanbaru, hal ini melanggar
ketentuan Peraturan Jabatan Notaris bahwa kedua
surat kuasa tersebut dibuat diluar wilayah kerja
yang sudah ditentukan.

Notaris yang sekaligus PPAT yang membuat kedua buah
surat kuasa Otentik tersebut di lwar wilayah kerjanya,
selanjutnya notaris fersebut memalsukan tandatangan pemilik

asli kedua bidang tanah yang telah meninggal dunia,
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sehingga notaris yang bersangkutan, dalam hal ini telah
melakukan tindak pidana pemalsuan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan veng
mengadili perkara jual beli ini memutuskan bahwa notaris H.
Mohamad Afdal Gazali (notaris-PPAT vyang berkedudukan di
Pekanbaru) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan
telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu terhadap
akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Dakwaan pertama Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP:

“Bahwa H. Mochamad Afdal Gazali, SH., dalam kedudukannya
sebagali notaris dan PPAT, telah bersama-sama dengan
Syamsuri Bin Soemodikromi dan Ir. Soediono, telah membuat
surat atau memalsukan surat-surat Otentik, vyang dapat
menimbulkan suatu hak, dengan maksud untuk menggunakan
seolah-olah surat tersebut adalah asli dan tidak
dipalsukan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut:

1. TIr. Soediono meminta H. Mohamad Afdal Gazali, SH., untuk

membuat dua surat kuasa atas nama Syamsuri ({salah satu

staffnya);
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Di dalam surat kuasa tersebut H. Mohamad Afdal Gazali,

SH., memalsukan tanda tangan almarhumah Ny. Siswo

Sunarto, (pemilik sah dari kedua bidang tanah vyang

dijadikan objek jual beli) seolah-olah kedua surat kuasa

tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan. Kedua surat
kuasa atas nama Syamsuri tersebut masing-masing berisi
antara lain untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny.

Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yang tidak

dikecualikan atas kedua bidang tanah miliknya, hal

tersebut dilakukan untuk:

a. Melakukan jual beli kedua bidang tanah tersebut
seolah-olah Ny. Siswo Sunarto semasa hidupnya telah
membuat surat kuasa atas nama Syamsuri;

b. Agar setelah proses jual beli dilangsungkan, dapat
dilakukan pengalihan hak dan membalik nama atas

nama Noes Socediono.

b. Dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat

{1) KUBP:
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“Bahwa dengan dibuatkannya kedua buah surat kuasa Otentik
palsu guna melakukan jual beli tanah hak milik Ny. Siswo
Sunarto, dengan cara memalsukan tanda tangannya dan
memasukkan data-data palsu lainnya, yang dapat menimbulkan
suatu hak, dan akibat tindakan tersebut mengakibatkan para
ahli waris dari Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian

kehilangan hak atas kedua bidang tanah yang dimaksud”.

3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel
tanggal 13 September 2001, memutuskan:

Bahwa terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH., telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat
palsu terhadap akta Otentik yang dilakukan secara bersama-
sama. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8
(delapan) bulan.

4. Putusan Pengadilan Tinggi No. 38/PID/2002/PT.DKI,

Tanggal 12 Juni 2002, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH., telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana kejahatan “Membuat Akta Otentik Palsu”
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Akan tetapi memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak

BTEP{ L TANAEN PISAT
UREVERSIIAS INDONESEA
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perlu dijalani, kecuali apabila kemudian dengan putusan
hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana
sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah
bersalah melakukan tindak pidana. Menetapkan barang bukti
tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya

perkara kepada terdakwa.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 303 K/PID/2004, Tanggal
29 Nopamber 2006, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat
kasasi tersebut adalah menoclak permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi vyvaitu H. Mohamad Afdal Gazali, SH., serta
menghukum Pemohon Kasasi tersebut wuntuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500; (dua ribu
lima ratus ruiah).

Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa
keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak
dapat dibenarkan (keberatan-keberatan oleh pemohon kasasi
terlampir), dan menetapkan bahwa Judex Factie (pengadilan
Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, yang mana telah
menyatakan bahwa Bahwa terdakwa H. WMohamad Afdal Gazali,

SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
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melakukan tindak pidana kejahatan “Membuat Akta Otentik
Palsu” Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 ({satu)
tahun, akan tetapi memerintahkan bahwa hukuman tersebut
tidak perlu dijalani, kecuali apabila kemudian dengan
putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa
terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun
berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. Menetapkan
barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

6. FKRomentar terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 303

K/PID/2004.

Dalam memberikan komentar terhadap kasus vyang telah
diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, terlebih
dahulu penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat
dalam pasal-pasal vyang didakwaan terhadap terdakwa dan

kemudian dinyatakan terbukti.

Pertama, Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang rumusannya adalah

sebagai berikut:

{3) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau
pembebasan hutang, atau vyang diperuntukkan sebagai
bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
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karena pemalsuan surat, dengan penjara paling lama
enam tahun.

Dipidana dengan pidana vyang sama, barang sengaja
memakal surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah
asli, Jjika pemakaian surat itu dapat menimbulkan
kerugian.

Pasal 263 ayat (1) memuat:

1. Unsur-unsur Objektif:

a. Membuat surat palsu
b. Memalsukan surat
c. Yang dapat:
{1) Menerbitkan suatu hak;
(2} Menerbitkan suatu perjanjian/perikatan;
(3) Diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu

hal.
Unsur-unsur Subjektif:
Dengan maksud:
a. Untuk mempergunakan atau memakai surat itu,
seolah-olah asli dan tidak palsu;
b. Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat

menimbul kan kerugian.,

Di dalam pasal 263 ayat (1) mengandung dua Jjenis

perbuatan vyang dilarang yaitu membuat surat palsu dan

memalsukan surat. Kejahatan itu disebut “Pemalsuan Surat”.
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Membuat Surat Palsu adalah:®?

Menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya
surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini
mempunyai tujuan untuk mennjukkan bahwa surat seakan-
akan berasal dari orang 1lain dari pada penulisnya
(pelakunya} .

Surat itu juga memuat isi yang tidak benar yang semula
tidak ada. Pembuatan surat palsu tersebut dapat mengenai
tandatangan maupun mengenai isi dari tulisan atau surat,
dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa
surat itu, baik secara keseluruhannya maupun hanya dari
tandatangannya atau isinya berasal dari seseorang yang
namanya tercantum dibawah tulisan tersebut.

Pemalsuan tanda tangn ini salah satunya dapat terjadi
dengan cara meniru tanda tangan seseorang vyang tidak

ada, seperti orang yang telah meninggal dunia, atau yang

sama sekali tidak pernah ada.

2. Memalsukan surat

824.A.K. Moch. Bnwar, op. cit., hlm.189.
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Memalsukan surat ini di lakukan dengan cara melakukan
perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak),
perubahan itu dapat mengenai tanda tangan maupun isinya.
Pasal 263 ayat (2) memuat:®?

1l. Unsur Objektif:

a. Memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan;
b. Seclah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
c. Apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan
kerugian;
2. Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

Dalam pasal 263 ayat (2) ini pemalsuannya sendiri
tidak merupakan kejahatan. Selanjutnya tujuan atas
penggunaan dapat berlainan dengan tujuan pemalsu atau
pelaku pemalsuan, tetapi tidak meniadakan penghukuman
terhadap orang yang menggunakannya atau pemakaiannya.®*

Di dalam pasal 263 ayat (2) ditentukan bahwa
maksimum ancaman pidana bagi “pemalsu surat” adalah
sama dengan pelaku yang menggunakan surat tersebut
(yang dibuat secara palsu atau dipalsukan). Tidak

menjadi soal apakah yang menggunakan 1itu mengetahui

3rbid.

¥H.A.K. Moch. Anwar, op. cit., hlm. 195.
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siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan

surat tersebut.®

Kedua, pasal 264 KUHP, vyang rumusannya adalah sebagai

berikut:

(1)

(2)

bersalah karena pemalsuan surat dihukum dengan hukuman
penjara selama-lamanya delapan tahun, apabila
perbuatan itu dilakukan terhadap:

a. Akta Otentik;

b. Surat hutang atau sertifikat hutang;

c. Dan lain-lain.

dihukum dengan hukuman itu juga barangsiapa dengan
sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang
dipalsukan tersebut dalam ayat pertama seolah-olah
surat itu asli dan tidak dipalsukan jika hal memakai
surat itu dapat mendatangkan kerugian

Pasal 264 ayat (1), memuat:

a.

b.

Unsur—-unsur yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1)

Unsur—unsur pemberatan:

Pemalsuan tersebut dilakukan terhadap akta Otentik.

Pasal 264 ayat (2), memuat unsur-unsur:

a.

Mempergunakan salah satu Jjenis surat palsu atau

dipalsukan dalam ayat (1):
Seakan-akan asli dan tidak palsu:;

Apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Dengan sengaja.

%Siaturi (b), op. cit., hlm. 417.

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006



80

Pasal 264 ayat (1} memiliki unsur-unsur yang sama
denga pasal 263 ayat (1), adapun perbedaannya terletak pada
objek pemalsuannya. Objek dari pemalsuan 1ini adalah
beberapa jenis surat tertentu, seperti akta Otentik dan
sebagainya, yang memiliki sifat membahayakan umum. Dalam
ayat (2) nya melarang perbuatan penggunaan atas surat-surat
tersebut dalam ayat (1), untuk memperdaya orang lain.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka terhadap
putusan Mahkamah Agung ini, penulis menyatakan setuju,
karena  terbukti bahwa terdakwa  telah terbukti dan
menyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam
pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu:

1. Dakwaan primair Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal

55 ayat (1) KUHP;

2. Dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal

55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kedua Pasal yang didakwakan tersebut terbukti, karena
memenuhi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif
yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

l. Unsur barang siapa :
Unsur barang siapa adalah Subjek Hukum dalam Hukum

Pidana, dalam hal ini adalah terdakwa diminta
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pertanggungjawabannya sehubungan dengan dakwaan yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dirinya.

Unsur membuat Akta Otentik palsu atau memalsukan Akta
Otentik:;

Benar adanya bahwa terdakwa sebagai notaris berwilayah
hukum di Pekan Baru pada bulan Januari 19292 diminta
membuat akta kuasa no.é6l dan No.62 yang tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya {(palsu).

Unsur yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu
perjanjian/perikatan atau sesuatu pembebanan hutang atau
vyang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu
perbuatan;

Dengan dibuatkan akta kuasa No.6l dan No.62 oleh
terdakwa tentang kuasa wuntuk menjual dari Ny, Siswo
Sunarto kepada saksi Syamsuri dan dihubungkan dengan
keterangan Ir. Socediono dan Ny. Noes Soediono, bahwa
benar pada tanggal 24 April 1892 telah dilakukan jual
beli antara saksi Syamsuri dengan saksi Ny. Noes
Soediono dihadapan PPAT Syahrim Abdulmanan di Jalan
Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanah seluas 651
M? dan 1.590 M2, Sertfikat No-434/Bangka dan SertifiKat

No.435/Bangka atas nama Siswo Sunarto dan Ny. Siswo

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006




82

Sunarto, sehingga keluar akta jual beli No-03/ Mampang
Prapatan/IV/1992 dan No.04/Mampang Prapatan/IV/1992 dan
kemudian tercatat Sertifikat Hak Milik No.3151/Bangka
dan Sertifikat Hak Milik No.3150/Bangka atas nama Ny.
Noes Soediono.

Dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur dapat

menerbitkan suatu hak telah terpenuhi dari perbuatan

terdakwa.

Unsur dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh
orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu
asli dan tidak dipalsukan.

Terdakwa telah berperan aktif dalam proses pembuatan
akta jula beli tersebut untuk dipersiapkan Akta Jual
Beli o©leh Bapak Syahrim Abdulmanan dan diminta agar
Syamsuri selaku kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam kedudukan
sebagail penjual dan Ny. Noes Soediono selaku pembeli.
BAkta kuasa No.61 dan No.62, yang terdakwa sendiri
mengetahui bahwa akta kuasa No.61 dan No.62 isinya

tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (palsu):;

Unsur jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;
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Menimbang, bahwa pengertian dapat menimbulkan kerugian,
maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah
ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu
sudah cukup, sedang pengertian kerugian di sini tidak
saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga
kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan
kehormatan. Perbuatan terdakwa dengan membuat akte
kuasa No. 61 dan No.62, yang isinya tidak mencerminkan
keadaan yang sebenarnya. serta apa yang dilakukan oleh
terdakwa telah melanggar ketentuan dalam UUJN, yaitu
menjalankan Jjabatan di luar wilayah kerjanya/jelas
merugikan kepentingan masyarakat khususnya bagi para
notaris vyang masing-masing dalam menjalankan Jjabatan
telah ditentukan wilayah kerjanya masing-masing, maka
perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran Kode Etika
Profesi  Notaris. Unsur jika penggunaannya dapat
menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

6. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan
atau turut melakukan;
Perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

telah dilakukan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan
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dan diancam dengan pidana seperti tersebut dalam pasal
264 ayat (1) ke-1 KUHP.
Unsur—-unsur yang terdapat dalam pasal 264 ayat (1)
KUHP, adalah sebagai berikut:
1. Unsur Objektif:
a. Membuat surat Palsu;
Pemenuhan unsurnya adalah bahwa H. Mohamad Afdal
Gazali, 8H., sebagai notaris telah mebuat surat
palsu sesuai dengan permintaan Ir. Soediono, seolah-
olah surat itu berasal dari Ny. Siswo Sunarto, serta
menandatangani surat itu dengan cara meniru
tandatangan Ny.Siswo Sunarto.
b. Yang dapat menerbitkan suatu hak;
Pemenuhan unsurnya yaitu bahwa dengan dibuatnya
surat tersebut terbitlah suatu hak, yaitu adanya hak
dari Syamsuri untuk menjual tanah milik Ny. Siswo
Sunarto, atas nama Ny. Siswo Sunarto sendiri.
2. Unsur Subjektif: Dengan Maksud
a. Untuk memepergunakan atau memakai surat itu, seolah-
olah asli dan tidak palsu:
Pemenuhan unsurnya yaitu Ir. Sodiono ingin memiliki

tanah hak milik kepunyaan Ny. Siswo Sunarto yang
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dibeli dari almarhum ayahnya. Selanjutnya 1Ir.
Soediono meminta H. Mohamad Afdal Gazali, SH., untuk
menerbitkan sebuah surat kuasa palsu untuk digunakan
menjual tanah tesebut kepada istrinya melalui
stafnya, yaitu syamsuri. Selanjutnya surat tersebut
digunakan seolah surat tersebut asli dan tidak
palsu. Padahal isinya tidak benar, serta tandatangan
yang ada dalam surat itu adalah tiruan tandatangan
seseorang yang telah meninggal, vyaitu pemilik sah

bidang tanah tersebut.

b. Pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan
kerugian.
Pemenuhan unsurnya adalah akibat dilangsungkannya
jual beli tersebut ahli waris sah dari Ny. Siswo
Sunarto dirugikan dan kehilangan hak-hak atas bidang
tanah tersebut, selain itu juga karena H. Mohamad
Afdal Gazali, SH., adalah notaris Pekan Baru, maka
ia dapat dikatagorikan melanggar ketentuan yang
dimuat dalam UUJN, sehingga merugikan notaris yang
berwenang diwilayah jabatannya.
Dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur dari

pasal-pasal vyang di dakwakan terhadap terdakwa, maka
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penulis setuju dengan pendapat Mahkamah Agung yang telah

menolak permohonan kasasi dan membenarkan putusan

Pengadilan Tinggi, dengan alasan:

1. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie (Pengadilan
Tinggi} tidak salah dalam menerapkan hukum.

2. Tidak terbukti bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi)
salah dalam menerapkan hukum, atauw bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan
kasasi tersebut harus ditolak.

Dari kasus tersebut dinyatakan bahwa notaris tersebut
terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
diatur dalam pasal 264 ayat (1) KUHP, notaris tersebut
merupakan dader (pelaku).

Dalam hal ini seorang notaris dalam melaksanakan tugas
jabatannya harus berhati-hati untuk tidak mudah mempercayai
apa vyang disampaikan oleh penghadap. Adanya peluang untuk
melakukan kesalahan, baik yang disebabkan oleh kesengajaan
maupun karena kelalaian sangat terbuka. Oleh karena itu
untuk melindungi dirinya, seorang notaris harus lebih
berhati-hati, bertindak sesuai dengan sumpah jabatan yang

pernah diucapkannya pada saat diangkat sumpah.
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Bilamana kemudian terbukti akta yang dibuatnya palsu, maka
akan menimbulkan akibat hukum dimana akta tersebut menjadi
tidak sah. Karena isi dari akta tersebut tidak mengandung
kebenaran. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 303
K/PID/2004 yang menyatakan bahwa notaris terbukti bersalah
telah melakukan “pemalsuan terhadap akta Otentik”. Isi dari
akta yang tidak sesuwai dengan kebenaran tersebut, karena

hal~hal berikut ini:

a. Dibuat oleh notaris yang tidak bewenang membuat
akta tersebut;
b. Isi dari akta tersebut bukan asli dari orang vyang
namanya dimuat dalam akta tersebut:
c. Tanda tangan akta dipalsukan, yaitu tandatangan
orang yang sudah meninggal ditiru;
Dengan hal-hal tersebut, maka akta yang terbukti palsu
itu menjadi tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan sebagai
bukti yang sempurna, atau kehilangan otentisitasnya sebagai
akta Otentik.
Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan
terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam
kasus ini, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 30, Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak memuat mengenai sanksi
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pidana, akan tetapi tidak mengakibatkan seorang notaris
terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan
jabatannya. Dalam hal ini notaris yang terbukti telah
melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan akta Otentik,
maka terhadap notaris bersangkutan tetap dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana serta dijatuhi hukuman pidana
sesual dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan hukuman
pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana dalam
menjalankan jabatannya, dilakukan berdasarkan perbuatan
pidana vyang dilakukannya serta ditambah dengan hukuman
pemberat.

Selayaknya dalam melaksanakan tugas jabatannya vyang
terdapat kepercayaan publik vyang begitu besar, seorang
notaris harus dalam menghadapi suatu permasalahan yang
disampaikan oleh penghadap harus senatiasa bertindak dengan
saksama, hati-hati, jujur serta bertanggungjawab, sehingga
tidak seharusnya seorang notaris dapat terkena tipu daya,
bahkan terbujuk, atau karena adanya suatu hubungan vyang
terjalin begitu baik (sebagaimana dalam kasus ini} oleh
penghadapnya dalam Dbentuk apapun juga, bahkan sampai

melakukan pekerjaan (yaitu membuat akta Otentik) di luar

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006




89

wilayah jabatannya. Dalam hal ini terbukti bahwa notaris
tersebut telah melakukan kesalahan, sehingga tidak ada
alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk kesalahannya
tersebut. Tindakan yang dilakukan notaris tersebut tidak
dapat di masukkan kedalam ketentuan asas berikut,
Afwezigheid Van Alle Schuld (AVAS), yang artinya tidak ada
kesalahan sama sekali.®

Ketentuan yang menyebutkan bahwa seseorang dapat
dihukum karena melakukan perbuatan tanpa kesalahan
(materiel feit, fait materiele).?’ Pendapat ini sejak semula
sudah banyak ditentang. Tidak mungkin seseocrang dapat di
hukum tanpa kesalahan sedikitpun. Pada tahun 1916 terdapat
putusan Pengadilan Tertinggi di Belanda (Hoge Raad) yang
secara tegas membenarkan pendapat yang kedua ini yang
menganut semboyan “tiada hukuman pidana tanpa kesalahan”
(geen straf zonder schuld) .®®

Perkaranya adalah sebagai Dberikut, di Amsterdam

terdapat suatu peraturan daerah yang melarang dengan

¥Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda Indonesia (Jakarta:
Djambatan, 2002), hlm. 377.

¥'Wirjono Prodjodikoro (a), op cit., hlm. 76.

Br1bid.
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ancaman hukum pidana bagi pengusaha susu perah yang
menyerahkan susu sapli murni yang telah di campur dengan
bahan lain {(biasanya di campur dengan air) kepada para
pelanggannya. Pada suatu ketika terjadilah pelanggaran
terhadap peraturan tersebut. Adapun yang terlibat adalah
dua orang yaitu pengusaha susu A dan pembantu B, yang in
concreto menyerahkan susu kepada para pelanggan. Pengadilan
Arrondissements—-rechbank di Amsterdam, dalam pemeriksaan
banding atas putusan Kantonrechter, diputuskan bahwa
pembantu B di bebaskan karena ia di anggap tedak mengetahui
apa—-apa tentang pencampuran susu dengan air tersebut,
sedangkan pengusaha A di hukum sebagai docen plegen
(menyuruh berbuat) kepada B untuk menyerahkan susu pada
para pelanggan.®

Doen Plegen {(menyuruh berbuat} termuat di dalam Pasal
55 ayat (1) nomor 1 KUHP, sehingga dalam hal ini pembantu B
tidak dapat di hukum. Berbeda dengan uitloken (membujuk)
Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP, sehingga orang yang dibujuk
dapat di hukum juga. Pengadilan Arrondissements-rechbank di

Amsterdam, membebaskan B berdasarkan prinsip “tiada hukuman

8 1hid.
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pidana tanpa kesalahan”, sehingga B tidak mempunyai
kesalahan sama sekali.

Dalam kasus ini notaris tersebut terbukti bahwa
perbuatan yang dilakukannya (pemalsuan atas akta otentik)
mengakibatkan atau menimbulkan kerugian terhadap orang
lain, bukan merupakan suatu perbuatan tanpa kesalahan,
notaris tersebut sebelumnya telah mengetahui bahwa apa yang
diminta oleh kliennya adalah salah. Kepada notaris tersebut
tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena
syarat tiada hukuman pidana tanpa kesalahan (geen straf
zonder schuld) tidak terpenuhi. Notaris tersebut terbukti
bersalah, dan bukan tidak ada kesalahan sama sekali

Afwezigheid Van Alle Schuld (AVAS).
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BAB III

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat
ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Akta otentik  harus membuktikan kebenaran suatu
kejadian. Suatu akta otentik dapat menjadi bukti akan
kebenaran atas suatu peristiwa yang menjadi objek dari
keterangan-keterangan yang diberikan oleh penghadap.
Notaris menyusun akta dengan sebenar—-benarnya
berdasarkan hal-hal yang diberitahukan kepadanya oleh
penghadap. Dalam hal ini seorang notaris tidak
seharusnya percaya Dbegitu saja terhadap hal-hal vyang
disampaikan oleh penghadap. Seorang notaris harus
meminta bukti-bukti yang konkret berkaitan dengan hal-
hal yang disampaikan oleh penghadap. Dalam menjalankan

tugas Jjabatannya notaris harus bertindak dengan
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saksama dan hati-hati, karena akta yang dibuatnya
berkaiatn dengan  tanggungjawab  publik. Bilamana
kemudian terbukti akta yang dibuatnya palsu, maka
akan menimbulkan akibat hukum dimana akta tersebut
menjadi tidak sah.

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat
dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang
dibuatnya dalam kasus ini adalah meskipun di dalam
Undang-Undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, tidak memuat mengenai sanksi pidana, akan
tetapi tidak mengakibatkan seorang notaris terbebas
dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan
jabatannya. Dalam hal ini notaris yang terbukti telah
melakukan perbuatan pidana, dalam kasus ini berupa
pemalsuan akta otentik, maka terhadap notaris
bersangkutan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban
pidana serta dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan
ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

Penjatuhan hukuman pidana terhadap notaris vang
melakukan tindak pidana dalam menjalankan Jjabatannya,

dilakukan berdasarkan perbuatan pidana vang
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dilakukannya. Selain daripada itu, karena notaris
berada dalam kedudukan sebagai pejabat umum
(ambtenar), maka selayaknya diberikan pemberatan

hukuman berdasarkan pasal 52 KUHP.

B. Saran

1. Kepercayaan publik vyang besar di dalam Jjabatan

notaris, dapat dilihat dari akta vang dibuatnya
sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna. Dalam menjalankan tugas Jabatannya,
seorang notaris dapat melakukan penyimpangan-
penyimpangan yang mendandung unsur pidana. Mengingat
pentingnya peranan notaris sebagail pejabat umum yang
memegang kepercayaan publik tersebut, maka perlu
adanya sebuah perumusan sanksi pidana yang
komprehensif dan tepat terhadap perbuatan pidana yang
dilakukannya. Hal ini guna mencegah berkembangnya
penyimpangan-penyimpangan oleh notaris yang dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan
terhadap notaris harus benar-benar dilaksanakan,

meskipun di dalam undang-undang Tentang Jabatan
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Notaris tidak memuat mengenai ketentuan sanksi pidana,
bukan berarti seorang notaris dapat terbebas dari
pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu dalam
setiap penyimpangan yang dilakukan oleh notaris,
pertanggungjawaban pidana harus tetap dimintakan
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP.

. Pengaturan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap notaris sebaiknya diatur di dalam ketentuan
tentang jabatan notaris itu sendiri. Hal ini bertujuan
agar undang-undang Jjabatan notaris tersebut menjadi
komprehensif, dan dapat diterapkan secara mandiri

tanpa harus mengacu kepada undang—-undang lainnya.
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PUTUSAN .
No. 72 /Pid.B/ 2001 / PN. Jak Sel

DEMT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jak arta Selatan, yang mengadili perkara pidana demgan
acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatilikan putusan sebagai berikut

dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

H. MOH/ MMAD AFDAL GAZALLl SH., Lahir di Medan, umur 58 tahun, laki-laki,
kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jl. Pulo

Tanjung No. 45 A, Rt.009/Rw.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan. T

Terdakwa tidak ditahan.

Dipersidangan Terdakwa H. MOHAMMAD AFDAL GAZALL SH,
didamping . Tﬁn Penaschat Huknmnya yaitu : YUSUF CHAWARIYIN, ALl
ABDULL.,H M, SH, MM., kedua-duanya Pengacara pada Kantor Pengacara YUSUF
CHAWAR [YIN & REKAN, Jalan Salemba 1'engah XIII/6¥-C, Jakarta Pusat berdasarkan

Surat Kuas: a Khusus tanggal 23 Maret 2001 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membacz Penetapan Ketua Pengadﬂan Negeri Jakarta Selatan No.
72/Pid. B/2001/PN.Jak.Sel tanggal 30 Januari 2001 tcntané_ penunjukan Majclis Hakim

untuk ‘mengadili perkara Terdakwa : '
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Setelah membaca berkas perkara Terdakwa H. MOHAMMAD AFDAL
GAZALL SH tersebut |

Setelah merhbaca Penetaparn Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tanzgal 2 Februarti 2001 tentang Penectapan hari

persidangan untuk memeriksa perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum,
Eksepsi Terdakwa serta Tim Penasehat Hukumnya, pendapat Penuntut Umum dan
membaca Putusan Sela No, 72/Pid.B/2001/PN.Jak Sel tanggal 12 Maret 2001 terhadap

Eksepsi keberatan Terdakwa beserta Tim Penaschat Hukum tersebut ;

Setelah mendengar keterangan 12 { dua belas ) orang saksi dibawah

sumpahnya masing-masing dipersidangan tersebut ;

‘Setclah mendengar Kketerangan Terdakwa H. MOHAMMAD AFDAL
GAZATL ST, tersebut

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang disampaikan
Penuntut Umum pada persidangan tanggal 25 Juli 2001 Adimana akhirnya menuntut

supaya Ma clis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadiii perkara ini

memutuskan :

1. Menyat..kan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI SH Uersalah melakukan tindak

pidana - membuat surat palsu terhadap akta otentik yang dilakukan secara bersama-

sama ” : ebagaimana dalam dakwaan Primair,
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2, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .M. AFDAL GAZAILIL SH dengan pidana
penjara selama 3 ( tiga ) tahun penjara,

3. Barang bukti berupa :

1. Akt Kuasa No. 61 tanggal 29 Februari 1992 vany diboat oleh Notaris H.M.
AFiYAlL GAZALIL SH.

2. Akt Kuasa No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat olch Notaris H.M.
AFAL GAZALL SH.
3. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992,

4. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992,

W

Sertifikat Hak Milik No. 315G/Bangka atas nama Noes Soediono.

Sertifikat Hak Milik No. 3151/3angka atas nama Nocs Soediono.

SR

Surat keterangan dari BPM Jakarta Selatan No. 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3-
Marct 1998.

8. Surat Keterangan No. 141-66/]'1‘.-')(!1993.

9. Surat Kematian No. 474.3/45/89.

10. Surat Kematian Neo. 474,3/19/1990.

11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415.152/1013/1998 taaggal 24 Februari 1998.

Tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Membebankan agar Terpidana membayar ongkos perkara acbcsar Rp. 5.000,-

( lima ribu mupiah ).
Setelah mendengar pledoi- penibelaan Terdakwa HM. AFDAL GAZALIL

SH yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Agastus 2001 dimana menumut

rengamatan Majelis pada pokoknya menyatakan sebagai berihut :
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1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalaukan
‘ vindak pidana “ membuat surat akra oteatik atau memalsuXkan surat otentik yang dapat
menerbitkan uiang atan yang dapat menjadi bukti tentang, sesuatu hal, dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli
dan tidak dipalsukan, dan penggunaannya telah menimbulkan kerugian bagi orang

lain ?, yéitu meianggar ketentuan pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP ;

!-.J

Membebaskan atau setidak-tidal}nya melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan
tuptutar hukuman ;

3. Memul hkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabi tnya dalam keadaan semula ; |

4. Membeoankan biaya perkara kepada négara. -

Setelah mendengar Replik Penuntut Umnim yang disampaikan pada
pcrs'icia.ngar. tanggal 23 Agustus 2001 dan Duplik Terdakwa serta Tim Penaschat
Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada p;:rsidangan tanggal 30 Agustus
2001 dimar.a menurut pengamatan  Majelis masing-masing pihak Menyatakan

tetap pada penditian yang telah dikemukakan baik dalam requisitor maupun

pembelaam ya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H.M.AFDAL GAZALIL SH terscbut
c’.i.ﬁadapkan’ ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selutan atis dakwaan sebagai
berikut:

PRIMAIR :
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Bahwa ia Terdakwa H. Mohammad AfdallGazali., £H., bersama-sama
dengan Sa nsuri Rin Soemodikroini dan Ir. Scediono ( berkas perlaranya -diajukan
tersendiri) baik secara bersama-tama maupun bersekut. ataupun masing-masing
bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruati 1992 atau aetidak-tidaknya
pada suatu hari dalam bulan Pebruari 1992, bertempat di Jalan Hanyg Lekir {1 Blok H No.
19 Rt.009/06, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya
pada suaiu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan llegeri Jakarta Selatan yang
berwenang memeriksa dan menghadilinya, sebagai orang vang melakukan, menyuruh
melakukan atau turut melakukan pm;buatan, membuat surat akta otentik atau memalsukan
surat surat otentik, yang dapat mcncril_:utkan suate hak, zcsuatu perutanian atau yang
dapat membebaskan daeri pada utang atau yang dapat menjudi bukti tentang sesuatu hal,
dengan maksud untuka memakai atav menyuruh orang lain ruemakai surat itu seolah-olah
surat jtu asli dan tidak dipalsul;an, Jikalu pemakaian surat itu dapat mendatangkan

kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara

" lain sebagai berikut :

- Pada tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soe.chono) membeli dua bidang tanah
masing-masing Sertifkat Hak Milik No. 435/Bangka seluas 1.660 MQ atas nama
Saenah Bin Djali yang berasal dari C.244 persil 16 Blok DI terrletak di Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selata. sesuai akta jual beli Nomor
: 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat den ditanda tangani - dihadapan
Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soectisna dan 1cb1dang tanah Sertifikat

. Hak Mlik No. 434/Bangka seluas 65] N.l2 atas nama Enicng Bm Djaenal yang
berasal dari Girik Nomor C. 1463 persil 68 Blok D.I tesletak di kelurahan Bangka,
Kecam: tan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, s;esuai Akta Jual Beli_ Nomor :
610/M.7/1971 tanggal 10 Desember 1971 vang dibuat dun ditandatangani dihadapan

Nctaris/PPAT Carnat Mampang Prapatan R.E Soetiana ;
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Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 taaggal 23 Oktober 1971 dan
Akia Jual Beli Nomor :S10/M.F/197)1 tanggal 10 Degember 1971 terscbut,
selanjuinya pada tangga_} & Juni 1972 Sertifikat Hak Milik Nomeor : 135/Bangka atas
nama ¢ aenah Bin Djali. dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka atas nama

Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono ;

Pada tahun 1972 diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Nangka dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Bangka masing-masing atas nama Soetono f(erscbut
dibangun sebuah rumah tinggal sesuai surat IMB (Tin mendirikasn Bangunana)

Nomor : 778/1B/T/S/72 tanggal 8 September 1972 atas nama Soectano yang

_ dikefuarkan dan ditandan tangani oleh Kepala Suku Dir.as Tata Kota Wilayah Jukarta

Selatan Drs. K. Osman Aruan ;

Pada t: hun 1976 sebidang tanah Serufikat Fak Milik Womor : 435/Rangka seluas
1.660 ] 12 atas nama Soetono bcn.ktu sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri
d.{atasn_ ‘a tersebut, oleh Soctono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, dialihkan haknya
menjad atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai .Akta J’ﬁal Beli Nomor : 55/1976

tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris

PPAT/Camat J.F.B.T Sinjal;

Bahwa selanjutnya  berdasarkan Akta Jual Beli N_o.. 55/1976 tanggal 1% Agustus
1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka atas nama Soctono dialihkan
halmya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai imncatatan peralihan hak
{ perubahan } tanggal 25 April 1977 No. 1319/1577 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Amat Niutaadi, Bsc Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Wilzyah

Jakarta Selatan, yang diketuai oleh Kepala Sub. Dit. Agravia Drs. Soegiharto ;
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Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 434/Bangka luas 651 M2
atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli No.
1535/1977 tanggal 03 November 1977 yang dibuat daa ditandatangani dihadapan
WNotaris /PPAT J.F.B.T Sinjal ;

Pada tanggal 4 September 15989 Siswo Sunarto mcn..nggal dunia, sesuai Su::ai
Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1995 yang Jikeluarkan da.n'
ditandatangani oleh Soranto, Sekretaris Xelurahan Panularan, Xecamatan Lawiyan

KOMmadya Surakarta, kemudian Ny. Siswo Sunaric meninggal dunin pada tanggal 8
Maret 1990 , s;:suai Surat Kematian Nomor : 474.3/159/1999 tanggal 20 Maret 1598
yang dikeluwarkan dan ditandatanpani oleh Suranto, Sekteraris Kelurahan Panularan,

" Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta;

Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, kemudian duz
bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/ Bangka seluas 1.590 M2 dan
Sertifikat Hak Milik Nomor ; 434/ Bangka selras 65 1 M2 masing-masing atas nama
Ny. Siswo Sumuto berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang
terletak di JL Bangka IIT Rt 002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan milik alm. Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dan
didudu i sebégai sebagai tanah miliknya oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Noes
Soedior o (istri saksi Ir. Soediono), dengan alasan bahwa dua bidang tanah masing-
masing Sertifikat Hak Milik Nomer : 435/ Bangka dan Nomor : 434/ Bangka
‘dimaksud adalah milik alm. Soetono ( orang tua saksi Ir. Soediono ) diinana Jual Beli
Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Tual Bzli Nomor 153)’1-97‘7
ﬁnggal 03 November 1977 atas nama Ny.Siswo Sunarto yang raasing-masing dibuat -
dan ditznidatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T . S.njal tersebut hanya bersifat

formaslitas/ pinjam nama saja;
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Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Banglka
dan Numeor : 434/Bangk‘a masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarto tersebut

dialihkun haknya menjadi atas nama Noes Soediono (isiri saksi Ir. Soediono), maka

-selanjutnya saksi Ir, Soediono menghubungi sakei Samsuri (salah sata staffnya) dan

terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris /PP AT vang berkedudukan di Pekan
Baru) yang telah dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas
nama £amsuri atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor

434/Ba.agka atas nama Ny. Siswo Socnarto secara fiktif pada NutarisfPPAT H.
Moharn ad Afdal Gazali,SH ;

Bahwa selanjutnya saksi Ir. Soediono dan saksi Samsiri memberikan data-data atas

‘dua bid g tanah yang ada Sesuai denga Sertifikat Hak Milik Nomor - 435/Bangka

dan Nc mor 434/Bangka atas nzma Ny. -Siswo Sunartc, kemudian berdasarkan data-

data ya g diberikan oleh saksi Jr, Soediona dan saksi Samsuri tefsebut Terdakwa H.

Mohamr ad Afdal Gazali, SH (Notaris di Pekan Baru) menyiapkan 2 (dua) buah konsep
Surat Kuasz atas nama Samsuri masing-masing Surat Kuasa Nomor 62 tanggal 29
februari 1992 yang masing-masing berisi ;'mla.ra lain untuk bertindak meﬁakiﬁ
pemberi kuasa Ny, Siswo Sunarto ‘c\lal.am segala hal dan perbl_.lar;an yang tidak

dikecualikan atas sebidang tanah 3ertifikat Hak Milik Nomor : 435/ Bangka seluas

1.590 M2 dan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 434/Bangka scluas 651 M2 terletak

di J.. Bangka OI Rt 002702 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,

Jakarta selatan dan selanjutnya dua buah konsep Surat Kinasa Khusus masing-masing

nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atar nama Samsuri tersebut oleh-

H. Mohamad’ Afdal Gazali, SH dibawa kerumah saksi Ir. Soediono JI. Hanglekir IT

Blok 2 Nomor 19 Rt 009/06 Kelurahan Gunung, Kecamutan chayoi'an Baru Jakartz

Selatan dan kemudian dua buah konsep Surat Kuasa terscbut ditandatangani oleh H..

Mohamad Afdal Gazali, SH dan samsuri dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soediono
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dengan memalsukan tandatangan almarhumah Ny. Sisv/o Sunarto, yang scolah-olah
bahwa kedua Surat Kuasa terscbut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik
Terdakwa H. Mohamad - Afdal Gezali, SH maupun saxsi Ir. Soediono dan saksi

Samsuri telah mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia;

Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing-masing Nomwr : 61 tanggal 29 Februari
1952 dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Samsuri
tersebut selesai ditandatangani, kemudian oleh Terdakwa FL Mohamad " Afdal

Gazali,SH dimasekkan ke dalam map diserahkan kepada saksi Ir. Socdiono dengan

melalui saksi Syamsuri;

Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Auth=ntik masing-masing No. 61
dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri yang dibuat dan
ditandatangani oleh Terdakwa H. M.ohamad Afdal Gazali. SH sclaku notaris di Pekan
Baru dengan saksi Syamsurl yang seolah-olah surat kuasa itn asli dan tidak
dipalsu.:an tersebut digunakan oleh saksi Syamsuri, yaiu Surat Kuasa Nomor : 61
tanggal 29 Februar 1992 digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak
Mitik Nomor : 435/Bangka luas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak
di JI. Bangka TIX Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Yakarta Selatan
kepada saksi Noes Soediono dengan harga Ro. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh
empat juta rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 03/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24
April 1992 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notwris/PPAT Syahrim
Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 79 Februari 1992 atas nama
Syamsuri digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milil: Nomor :
434/Ba1- gka luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto ysng t&leta_k di JI. Bangka Tl
Keluratan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi

Noes Srediono dengan harga Rp. 71.610.000 (tujuh puluh satu jula enam ratus
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jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

sepuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 040V Prapatan/IV/1992 tanggal

24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syanrim Abdulmanan;

Selanju'nya berdasarka du,? buah Akte Jual Beli masing-masing Nomor : 03/M.
Prapata vIV/1992 dan Nomor. : 04/M.Prepatar/TV/1992 turtanggal 24 April 1992 atas
nama } oes Soediono yang dibuat dilwdapan Notaris/PI'AT, Syahrim Abdulmanan,
dua bicing tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/8angka seluas
1.590 } [2 dan Sertifikat Fiak Milik Nomor : 434/Banglka seluas 651 M2 al;as.nama
Siswo unarto ter.;;cbut dibalik mama/dialihkan haknyz menjadi atas nama Noes
Soedios o, sesuai Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 3150/ Bangka dan
Nomor : 3151/ Bangka atas nama Noes Soediono ying dikeluarkan oleh Badan
Pertanzhan Nasional Kantof: Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa
sepengetahuan dan seijin psra ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto. Atas
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan para ahli waris

. almarhum Ny. Siswo Sunarfo menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang
tanah dimaksud.

-
L

———--Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUH?

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1. Mohamad Afdal azali,SH bersama-sama dengan

Syamsuri Bin Somodikromo dan Ir, Soediono (berkas perkaranya diajukan tersendiri)
baik secara bersama-sama maupun berseckutu ataupun masing-masing bertindak secara-
sendiri-sendiri pada Hari Sabtu tanggal 29 Februad 1992 atau setidnk—tidalmja pada

suatu hart dalam Bulan Februari 1992, bertempat di Jl. Hanglekir II Blok H No. 19 Rt
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009/06 Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru Jakarta Selatarn: atau setidﬂk—-ﬁdakﬁya pada
suatu tempat-tempat lain dalam daerah hulum Pengadilan Wegeri Jakarta Selatan yang
berwenang memeriksa dan ﬁcngadilinya, scbagai orang yang melakukan perbuatan,
membuat surat atau memalsuk;an surat, yang dapat menerbitkan sesvatu hak, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolap-olah sura
itu asli dan tidak dipalsukan, jikalan pemakaian surat itu dapat mendatangkan. kerugmn

-Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain scbagai

berikut :

- Pada tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono? membeli dua bidang tanah
‘ masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka :cluas 1.660 M2 atas pama
Saenah Bin djali yang berasal dari C,224 persil 16 Blok Dl terletak di Kelurahen
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatan, sesuai Akte Jual beli Nomor
1 541/MP/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan
Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E. Soetisna <an sebidang tanah Sertifikat
‘Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651M2 atas nanra Entong Bin Djaenal yang
berasal dari Girik Nomor : C.1463 persil 68 Blok D.I teiletak di Kelurahan Bangka,
Kecam: tan Mampang Prapata;i'.‘, Jakarta Selatan, sesual Akte Jual Beli Nomor :
610/M.D/1971 tanggal 10 Desember 1971 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan

Notaris PPAT Camat Mampang Prapatin R.E Soetisna;

- Bf:rd.as: tkan Akte Jual Beli Nomor ; 541/M.P/1971 t.\flggal 23 Oktober 1971 dan
. Akte Jial Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 tersebut,
selanjul 1ya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas
nama £aedah Bin Djali dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka atas nama

Entong B8in Djaenal dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono;
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Pada'la wun 1972 diatas scbidang tanah Sertifikat Hak Mi..k Nomor : 435/Bangka dan
sertifik. t Hak Milik Nomor : 434/Baugka masing-masing atas nama Soetono terscbut
dibangy n sebuah ramah tinggal, sesuai surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor
: 778/M /T/S/72 tanggal 8 September 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan

ditanda angani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Sclatarn Drs. K.

Osman Aruan; 9

Pada tahun 1376 sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 435/BEangka seluas
1.660 M2 atas nama Soetbno berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri
diatasnyva tersebut, oleh Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual

Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan Notaris’PPAT J.F.B.T. Sinjal ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual Beli Nomm: : 55/1976 tanzgal 19 Agustus
1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Soctono dialihkar
haknya menjadi atas nama Nyv. Siswo Sunarto, scsuai pencatatan peralihan hak
(perubahan) tanggal 25 April1977 Nomor : 1319/1977 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Amat Mubadi,Bsc Kepala Scksi Pendaftaran Tanzh wilayah

Jakarta 3elatan, yang diketabui oleh Kepala Sub.Dit. Agraria Drs. Soegiharto;

Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomeor : 434/Bangka luas 651

M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli

Nomor : 153/1977 tanggal 03 November 1977 yang dibuat dan ditandatangani

dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal;

Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, sesnai Surat

Kemati: n Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1598 vyang dikeluarkan dan
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ditandatangani oleh Suranto Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan
Lawiyan,Kotamadya Surakarta, Kemudian Ny, Siswo Sunarto meninggal dunia pada
tanggal 8 Maret 1990, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 tanggal _20
Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto Sckretaris Kelurahan

Panularan, Kecamatan Lawivan, Kotamadya Surakarta;

Bahwa :etclail Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunario mevinggal dunia, kemudian dua
bidarg tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/bangka seluas 1,590 MZ dun
Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 masing-masing atas nama
Ny. Siswo Sunario berikut bangunan rumah tingpal yany terletak di Jl. Bangka II Rt
002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Pfaparan, Jakarta Sclatan milik alm.
Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dan diduduki ecbagai tanah miliknya olch saksi
Ir. Soediono dan saksi Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono), dengan alasan bahwa
dua bicang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan
Nomor : 434/Bangka dimaksad adalah milik alm. Soetono {orang tua saksi Ir.
Soedior ¢) dimana Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal ? Agustus 1976 dan Akte Jual
Beli ™ omor : 153/1977 tanggal 03 November 1977 atis narna Ny. Siswo Sunurto
Yang n asing-masing dibuat dan ditandatangani dihacdapan Notaris/PPAT J.F.B.T.

Sinjal t.rsebut hanya bersifat formaslitas/pinjam nama saja;

Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor ; 435/Bangka
masing masing atas nama Ny. Siswo Sunarto tersebut dialihkan haknya menjadi 2tas
nama Noes Scediono (istri sa%si Ir. Soediono), maka selanjutnya saksi Ir. Soediono
menghubungi saksi Syamsuri (salah satu staﬁil}a) dan terdakwa H. Mohamad Afdal
' Grazali,SH (Notaris’PPAT yang terkedudukan di Pekanbaru) yang dikenalnya dengan

baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama Svamsuri atas tanah Sertifikat
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Hak M {ik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bargka atas nama Ny. Siswo

Sunartc secara fiktif pada Notans/PPAT H, Mohamad Af1al Gazali,SH;

Bahwa selanjutnya saksi Ir.Scediono dan saksi Syameuri memberikan .data-data atlas
dua bidang tanah yang ada seauaj dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka
dan No.nor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, kemudian berdasarkan data-
data yang diberikan oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri tersebut Terdakwa
H.Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris di Pekan Bani, menyiapkan 2”(dua)' buah
kongep Surat Kuasa atas mm Syamsuri 1nasing-masing Surat Kuasa Nomor ; 672
tanggal 29 Februari 1992 yang masing-masing berisi antara lain wnfuk bertindak
mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yan;;

'tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak wmilik Nomor : 435/Bangka

schias 1.590 M2 dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milil: Nomor : 433/Bangka scluas

651 M2 terletak di JI. Bangka III Rt002/02 Kelurahan -B:;mgka.,'chatnatan Mampang
Prapatan,Jakarta Selatan dan selanjutaya dua buah Kal;lsep Surat Kuasa khusus
niasin_g—rn‘asing Nomor :61 dan Nomor : 62 tanggal 29 februari 1992 atas nama
Syamsuri tm—'scbut oleh H. Mohamad Afdal Gazali,SI¥ dibawa keru.n_lah saksi Ir
Soediono J1. Hanglekir I Blok H Nomor :19 Rt 009/06 Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta selatan, dan kemudian dua buah konscp Surat
Kuasa terscbut ditandatangani oleh E. Mohamad Afdal Gazali,SI{ dan Syamsuci
dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soedionce dengan memalmkm tandatahga.n
almarhumah Ny. Siswo Sunarto, yang seolah-olah bahwa kedua Surﬁt Kuasa teraébut
adalah benar dan tidak dipalsukar, padahal baik terdakwa FL Mohamad Afdal
Gazali, 5SH maupun saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri telah mengetahui bahwa

Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dinia;
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Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing-masing Nomor : 61 tanggal 29 Febryari
1992 dan Surat Kuasa Nomor :62 tanggal 29 Februani 1992 atas nama Syamsuri
tersebu  selesai ditandatangani, kemudian oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal

Gazali, ’H dimasukkan ke dalam map discrahkan kepada saksi Ir. Soediono d.engan

melalus saksi Syamsuri;

Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Authentik ma.si.ng—masﬁg No, 61
dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 atas rama Syams;lll‘i yang dibuat dan
ditandatangani oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH selaku Naqtaris di
Pekanbar: dengan saksi Syamsuri yang scolah-olah Surat Kuasa itu asli dan tidak
dipalsuan tersebut digunakan oleh saksi Syamsuri, yaiu Surat Kuasa NMomor : 61
tanggal 29 Februaru 1992’ digunakan untuk menjual sebidang fathah Surat Kuasa
Nomor : 61 tanggal 29 Februaru 1932 digunakan untuk menjual sebidang tanah
Sertifit at Hak Milik Nomor : 435/Bangka luas 1.550 M2 atas nama Ny. Siswo
Sunartc yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatza, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp.
174,00 1.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor
: 03/MV,.Prapatan/TV/1992 tang:r,gal 24 Aprl 1992 yang dibuat dan dltandatanga:m
dihadapan Notaris’PPAT Syahrim Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor

434/Bangka luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka ITE
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, ‘fakarta Selatan kepada saksi
Noes Soed.iono dengan harga Rp. 71.610.000,00 (tujuh puluh satu jula enan ratus
sepuluh ribu rupiah), sesuai Aktc Jual Beli Nomor : 04M.Prapatar/TV/1992 tanggas

24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan;

Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jusl Beli mesing-masing Nomor

03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor : 04/M.Prapatan/iV/1992 tertanggal 24 April
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1992 atas nama Noes Soedioro yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrtim

Abdulmanan, dua bidang tanah masing-masing Sertilikat Hak Milik Nomor :

435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Serifikat Hak Milil Nomor : 434/Bangka seluas.

651 M2 atas nama Siswo Sunarto tersebut dibalik nama/dialihkan haknya menjadi

atas nama Noes Socd}ono, sesuai Sertifikat Hak Milil" masing-masing Nomeor . :

3150/Bangka dan Nomor : 3151/Bangka atas nama }oes Soediono yang dikeluarkan:

oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa
sepengetahuan dan seijin para ahli waris Ny. Siswo Sinparto. Atas p:rbuataﬁ yang
dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan pava ahli waris almarhum Ny.
Siswo Sunarto menderita kerugian kehilar.gan hak atas kedua bidang tanah dimaksud.

---—---Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHF
jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penunrut Umum tersebut oleh
Terdakwa serta Tim Penaschat Hukumnya telah disampaikan Eksepsi dan atas Eksepsi

tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela No. 72/Pid.B/2001/P.Jak Sel tanggal 12 Marst

2-001 yang Amarnya ;

MENGADILI

- Menolak eksepsi Terdakwa ;
-« Memeriatahkan pada Penuntut Umum dan Terdakwa untak melanjutkan pemeriksaan
perkara ini;

- Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir,
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Menimbang, bahwa karena dengan Putusan Scla tersebut, Majelis menolak
scluruh Eksepsi Tim Penaschat Hukumnya dan memerintahkan pemeriksaan perkara
dilanjutkan maka pemeriksaan perkara Terdakwa H.M, AFFDAL GAZALIL SH tersebut

dilanjutkan dengan mendengar keterangan para saksi yang dihadapkan Penuntut Umum

dipersidangan yaitu :
1. Saksi SUMINAH, dibawah'sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ber ta Acara yang dibuat dihadapan Penyidik benar.

. Balwa benar Jbu Siswo Sunarto adalah kakak kandung saksi, tetapi alamat di
Jak. rta tidak jelas, setahu saksi- Tbu Siawo Sunacto ikut Tbu Noes Soediono.

- 'Bal"_wa benar saksi mengetahui kakak saksi ( Ibu Siswo Sunatto ) mempunyai
tan: h dan rumah di Jakarta, t::tapi saksi tidak permn.h masuk karena disewakan
kep.:d;a orang lain. ‘

- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan membeli tanah tzrsebut dan saksi juga tidak
tahu kapan rumah itu dibangun, karena saksi hanya diberitahu oleh kuakak saksi
dan ditunjukkan rumah yanz disewakan kepada orany lain.

- Bahwa benar Bapak Siswo Sunarto mcr}inggal dunia pada tahun 198% dan Ibu
Siswo Sunarto meninggal g:ada tazhun 1990.

- . Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat kuasa No. 61 dan No. 62 tangga: 29
Februari 1992 darn Ibu Siswo Sunarto kepada Sdr. Syasnsuri yang ditujukan
dipersidangan tersebut,

- Bahwa benar saksi tahu nd:u;ya Akta. Jual Beli No. 3 dan No.

 4/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992 karena diberi foto copynya oleh Sdr.

Syamsuri. “
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- DBahwa benar sesuai dengan data yang saksi miliki bahwa tanah dan rumah
dimaksud adalah milik kakak, t:tapi saksi tidak tahu asal usul tanah dan rumah
tersebut,

- Bahwa BAP yang diberikan pada tingkat Penyidikan adalah benar semuanya dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketcrangan yang diberikan di.
persidangan.

- DBahwa -saksi pemah mengirim surat ke kantor BPN Jakarta Selatan untuk
menanyakan masalah Sertifikat No. 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto
dan saksi pernah menerima surat dari BPN Jakrta Jelatan mengenai kropologi-
kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No. 435/Bangka atas nama
Ny. Siswo Sunarto.

- Bahwa benar yang dirugikan dengan adanya peralilian hak milik tanah tersebut
adalah ahli waris Ny. Siswo Sunarto.

- Barang bukti Akta Kuasa saksi tidak tahu, Surat Kernatian atas nama Ny. Siswo

Sur.arto saksi tahu dan Surat dari-BPN Jakrta Selatan adalah benar.

Saksi SUKARNO, dibawah sumpah inemberikan keterangan sebagai berikut :

.
-

- Bahwa benar saksi adélah suami dari Ny. Suminah.

- Bahwa benar istri saksi ( Ny. Suminah ) adalah sebagai ahli waris almarhum Ny.
Sis~vo Sunarto. |

- Bahwa benar sekitar tahun 1980 kal:ak istri saksi ( Ny. Siswo Sunarto ) permmah
bik: ng sama saksi dan istri saksi bahwa punya tanah dan rumah di Jakarta yang
disi-wakan kepada orang lain. -

- - Balwa benar Bapak Siswo Sunarto lj.nen.i.nggal durda tanggal 4 September 1939

dar Ibu Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990,
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Bahwa benar saksi tidak pernah nielihat Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29
Februari 1992 dari Ny. Siswo Sunarto kepada Sdr. Syamsuri

Baliwa benar sctelah Bapak dan [bu Siswo Surarto meninggal dunia kemudian
Gid: patkan adanya Akti,Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.Prapatan/IV/1992 tanggal
24 .\pril 1992,

Bal wa benar saksi mendega adanya pemalsuan surat-surat atas proses penerbitan
akl; jual beli tersebut, karena dibuat setelah Bapak dan Ibu Siswo Sunarto
mer inggal dunija.

Bakwa benar saksi mengetahui adanya indikasi pernalsuan surat-surat dimaksud
atas proscs penerbitan Akta Jual Beli tersebut diatas setelah adanya Surat
Keterangan dari BPN Jakarta Seclatan No. 1.711.2/397/3/1998 tanggal 3 Maret
1998. .o

Bahwa benar dalam surat keterangan terscbut terlihat adanya Akta Jual Beli
tersebut dibuat justru setelah Bapak dan Ibu Siswo Sunario meninggal dunia.
Dengan demikian saksi menduga adanya pemalsuan data-data untuk pembuatan
. Akta Jual Beli tersebut. _
Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan tanah itu dibangun oleh Siswo
Sunarto kepada siapa rumah tersebut disewakan. Saksi juga tidak mengetahui

-

karena saksi tidak mengetshui adanya bukti tentang sewa menyewa rumah

tersebut. ‘
Bahwa benar Bapak dan Ibu Suaarto tidak pernah tinggal diatas tanah dari rumah
itu, namun menurut keterangan munah itn disewakan.

Bahwa benar yang menguasai tanah dan rumah tersebut hingga sekarang adalab
Ny. Noes Soediono dan suaminyz ( Ir. Soediono ).

Bahwa benar semua keterangan yang saksi beijkan pada tingkat penyidikan
adalah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan,

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa sertifikat tanah.
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Sakai VERQNICA SUNARTI, dibawah sumpah pada pokoknya mecrerangkan
sebagai berikut :

Bahwa benar saksi kenal dengan ‘Ibu Noes Soedicno sgjak tahun 1970 karcna
dipcrkenalkan olch ka.kak saksi ( alm. Tbu Siswo Sunarto ) tetapi tidak a'claI
hubungan keluarga.

Bahwa benar surat-surat yang dibalik nama menjadi atas nama Ny. Noes
Soediono adalah Serifikat Hak Milik No. 434/Bangl:a luas kurang lebih 651 M
atas nama Siswo Sunarto dan Sertifikat Hak Milik Nou. 435/Bangka scluas kurang
lebih 1,590 M2 atas nama Siswo Sunarto.

Bahwa benur kapan, dimana dan bagaimana balik nama merdadi atas kedua

Sertifikat tersebut saksi tidak mengetahui hanya berdasarkan pengecekan ke BPN

Jakarta Selatan mendapat keterangan bahwa serifikat atag nama:kakak saksi telah -

dib:lik nama menjadi atas nama Noes Soediono dengan proscs jual beli tahun
1952 tanpa melalui ahli waris.

Bahwa benar saksi mengetahui kzkak saksi ( Bapak dan Thu Siswo Sunario )
memiliki tanah berdasarkan foto copy Sertifikat Fak Milik No. 434 dan No.
435/Bangka dari Sdr. Sukamo. .

Bahwa benar Sdr. Sukamo kedua sertifikat tersebut adalah dari Syamsuri karena

diberi foto copinya.

Bahiwa benar saksi tidak ‘mengetahui siapa yang menguasai sertifikat tmcbut, '

karvna kakak saksi { Bapak dan Ihu Siswo Sunarto ) semasa hidupnya tertutup

sekali

Bal wa benar saksi tidak ;'nengetahui lsejak kapan kakak saksi mempunyai tansh

dan rumah tersebut. Saksi juga tidak mengetahui dai mana asal usulnya kakak

sak :i mempunyai tanah dan ramah tersebut.
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- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah kakak saksi pemmah menempati atau
tidsk rumah tersebut, dimana setac saksi, kakak saksi tingpal di Solo JL
Par ularan No. 14 Solo, Jawa Tengzh, hanya saja kakak saksi sering ke Jakarta,

- Balwa benar sclama kakak sakei masih ada, saksi belum pemah diajak atau
dat:ng ke rumah di J1. Kemang V No. 3A dan No. 38 dimaksud..

- Balva benar berdasarkan Akta Jual Beli No. 3 daa No. 4/M.Prapatan/IV/1992
tan;:gal 24 April 1992, Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka aias nama Siswo
Sur arto dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama
Ny. Noes Soediono dan Seriifikat Hak Milik Ne. 435!ﬁmgka atas nama Ny.
Siswo Sunarto menjadi Sertifikat Hak Milik No, 3150/Bangka atac nama Ny.

Noes Soediono.

- Bahwa benar kakak saksi (-3iswo Sunarto ) meninggal duniz pada tanggat 4

September 1989 dan Ny. Siswo Sunarto menunggal dunia pada tanggal 8 Maret

1990.

- Bahwa benar scbelumn kakak seksi ( Bapak dan Tbu Siswo Sunarto ) meninggal
dunia, tidak pernah meninggalkan wasiat atau pesan atas peninggalan tanah dan
rumah dimaksud.

- Bahwa benar semua kctcran.g"'an yang diberikan pada tingkat penyidikan adalah
benar dan dapat dipertangg:mg jawabkan. -

- Barang bukti, saksi tidak mengetahui. -
Saksi SUYATM], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar kakak saksi yang bernama Siswo Sumarto meninggal dunia pada

tanggal 4 September 1989 dan kakak saksi yang beinama Ibu Sukimah yang biasa

dipanggil Tbu Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanuggal 8 Maret 1990,
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{
Batiwa benar dengan adanya Alkta Jual Beli atas nama kedua kakak saksi-( Siswo

Sunartc dan Ibu Siswo Sunarto ) pada tahun 1992 terdapat kejanggalan-
kejanggalan dalam proses Akta Jual Beli tersebut karcna kedua kakak saksi sudab
meninggal dunia tahun 1989 dan tahun 1990 tetapi terbit Akta Jual Beli tahw
1592,

Bahwa benar adanya kejadian tersebut menimbutkan kemugian terhadap ahli
warisnya, karena serifikat atas nama kakaknya telah dibalik nama raenjadi atas
nama Noes Socdionc-), sehingga merugikan ahli warisnya. Harga tanah yang
dibalik nama tersebut sckitar Rp. 2.000.000.000,- { dua milyar rupiah ). |

Bal wa benar saksi pernah diajak oleh kakak gaksi ( Ny. Siswo Sunarto ) ke lokasi
tan::h dan rumah tersebut tetapi hanya lewat dijalan saja.

Balywa benar kakak saksi ( Bpk Siswo Sunarto dzr Ibu Siswo Sunarto ) tidak
pernah tinggal di ramah tersebut dan katanya dikontrakkan, tetapi saksi juga tidak
tahn siapa yang mengontraknya.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan Bapak dan Tbu Siswo Sunario
mempunyai tanah dan rumah itu serta saksi juga tidak mengetahui dari mana asal
usu| tanah tersebut dibelinya.

Bal.wa benar saksi tidak pengetahui kapan rumah ity dikontrakkan dan siapa
pergontraknya, karena saksi tidak mengetahui adanya bukti-bukti kontrak atau
sev-a menyewa tanzh dan tumah dimaksud.

Baliwa benar semasa hidupnya kakak saksi ( Bapak dan Ibu Siswo Sunarto ) tidak
periazh meninggalkan pesan _atau wagiat atas peninggalan tanah dan rumah
din .aksud.

Balwa semua Ice.terangan yang diberikan pada tingkat penyidikan tersebut adalah

benar dan dapat dipertangsung jawabkan.
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Saksi r. SOEDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan -sebagai
berikut :

- Bal wa benar semua ketcrangan yang diberikan pada tingkat penyidikan adalah
benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa benar Ny. Noes Soediono adalah istri saksi yang dinikahi scjak tahun 1954
hingga sekarang. .

- Bahwa benar saksi mengetahui Akta Kuasa No. $1 dan No. 62 tanggal 29
Februari 1992 yang diterbitkan oleh Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALL
SH setelah dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangannya.

- Bahwa benar Akta Kuasa rersebut dibuat adalah untuk balik nama atas tanah saksj
yang diatasnamakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto. ) |

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permbuatan Surat Kuasa No. 61 dan No. 62" |
tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Terdikwa tersebut, tctapi saksi
‘mengetahui isinya antara lain .Ny. Siswo Sunartd memberi kuasa kepada
Terdakwa Syamsuri untuk mengurus nama atas tanzh milik saksi yang diatas"
nuymakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto.

= Bahwa benar secbelum Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, pernah cerita kepada
saudaranya bahwa tanah yang diatas namakan Ny. Siswo Sunarto adalah bukan
miliknya, tetapi milik saksi ( Ir. Soediono ). |

- Bahwa benar Ny. Siswo Sunarto tv.-;lah meninggal dunia pada tahun 1996 dan
Bapak Siswo Sunarto meninggal tahun 1989.

- Bahwa benar saksi hanya pinjam nama Siswo Sunaio, karena saksi tidak boleh
mempunyat lebih dari 5 ( litna ) sertifikat.

- Bahwa benar menurui Ny. Siswo Sunarto biar tanah. tersebut diurus/diselesaikan

oleh Syamsuri.
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Bahwa benar untuk mengurus balik nama atas tanah ssksi yang djatas namakan
Bapak dan Jbu Siswo Sunarto saksi menyerahbtan/mempercayakan kepada
Syamsuri.

Bahwa benar ketika saya berada diluar negri pernah menanyaskan kepada
Sya nsuri tentang penyelesaian/pengurusan tanah yang diatasnamakan Bapak dan
Ibu Siswo Sunarto dijawab lupa dan akan diselesaikan.

Bahwa benar untuk prosesnya, saksi ditelfon oleh Terdakwa Syamsuri dan
disﬁruh menghubungi Terdakwa H.M. AFDAL GAZALL SH untuk membantu
Syamsuri.

Bahwa benar pada saat saksi minta tolong kepada Syamsuri dan Terdakwa HLIML
AFDAL GAZALJ, SH untuk dibuatkan Akta Kuasa, Ny. Siswo Sunarti sudsh
meninggal dunia.

Bahwa benar ada kepentingan saksi terthadap adanya Akta Kuasa No. 61 dan No.
62 1anggal 28 Februari 1992 yaitu untuk membalik nama tanah milik saksi yang
diat 1s namakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto.

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia
pad. tahun 1990 sebelum proses Akia Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29
Feb uari 1992 yang dibuat gleh Terdakwa Notaris HM. AFDAT. GAZALIL SHL
Bahwa benar saksi menelpon Terdakwa Notaris H M. AFDAL GAZATJI, AH
adalah untuk diterbitkar Aktza Kuasa agar tanah milik saksi yang diatas namakan
Bapak dan Ibu Siswo Sunarto dapat balik nama menjadi Ny. Noes Soediono.
Bahwa benar dari Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang
dibuat oleh Terdakwa Notaris HM. AFDAL GAZAT Y, SH kemudian dibuat Akta

Jual Beli No. 3 dan No. 4/M_Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992 olch PPAT

Syahrim Abdulmanan antara Syamsuri sebagai pemegang kuasa Jdengan Ny. Noes-

Soediono.
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Bahwa benar sefelah terbit Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.Prapatan/IV/1992
tanggal 24 April 1992 kemudian didaftarkan untuk dibalik pama oleh saksi Ny.
Noes Socdio;to ke BP'N Jakaria Selatan atas nama Ny. Noes Soediono.

Bahwa benar dari hasii'pcltc;aﬂaran Sortifikat Hak Milik No. 434/Bangka sclu.as
651 M2 atas nama Sisw;) Sunarto menjadi Sertifikat 11ak Milik No. 3151/Bangka
atas nama Ny. Noes Soediono dan Seritifikat Hak Milik No. 435/Bangka seluas
1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto menjadi .Sertiﬁkat Hak Milik No
3150/Bangka atas nama Ny. Noes Socdiono. -
Bahwa benar dari hasil pendaftaran Sertifikat Hak Milik No. 434/ Bungka aclua:fl.
651 M2 atas nama Siswo Sunarto menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka

atas nama Ny. Noes Socdiono dan Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka scluas

1.590 M2 atas mama Ny. Siswo Sunarto menjadi Sertifikat” Hak Milik No.

_3150)'Bangka atas nama Ny, Noes Soediono.

Bahwa benar semua biaya administrasi pengurusan pembuatan Akta Kuasz No.
61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Terdakwa dan Akta Jual
Bel ditanggung oleh saksi melalui Terdakwa Syvamsuri sebagai pemcgang
administrasi keuangan.

Bahwa benar Terdakwa N’ota.ris HM. AFDAL GAZALI SH hcrk.edudukan di
Pekan Baru dan obyek dibuat di Jakarta,

Bahwa benar menurut Terdakwa H.M. AFDAL CAZALIL SH., notarisnya ber-
laku. untuk seluruh Indeonesia.

Bahwa benar barang bukti berupa Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29
Februari 1992 yang dibuat oleh Terdakwa HM. AFDAL GAZALIL SH dan Ak:m
Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik. '

Bahwa benar Syamsuri adal:'it_l karyawan saksi yang berperan sebagai Manager

Keuangan yang menangani masalah keuangan melipuii operasional
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Saksi L.j. NOES SOEDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

BAP yang dibuat dihadapan penyidik adalah benar.

Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALL SH.

Bahwa benar saksi tidak tahu ada Akta Kuasa No, 61 dan No. 62 tanggal 29
Februari 1992 yang dibuat olch Terdakwa H.M. AY¥YDAIL GAZALIL SH Notaris
Pekan Baru, '

Bahwa benar saksi pada tanggal 24 April 1992 telah mclakuk‘axll jual beli dengan
sakei Syamsuri dengan dibuatkan Akt Jual Beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 dan
No. 04/M.Prapatan/TV/1992 tanggal i4 April 1992 dihadapan PPAT Syahrim
Ab¢ulmanan atas dua bidang tanah masing-masing dengan Sertifikat No.
434 Bangka dan No. 435/Bangi<a atas nama Ny. Siswo Sunarto dengan luas 1,590
M2 dan 651 M2,

Bahwa benar yang bertindak sebagai pembeli adalan Syamsuri_ dan pada saat
penandatanganan tersebut dilakukan di Kantor Notasis Syahrim -Abduhnana‘.n JL
Suryo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Syamsuri menggunakan Akta Jual Beli No.
61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang menyatakan bahwa Ny. Siswo
Sunarto memberikan kuasa kepada Syamsuri untuk baitindak écbagai penjual atas

2-( dua ) bidang tanah yang terletak di JL Kemang I Jakaria Selatan, pada saat

" dibacakan oleh Syahrim Abdulmanan sebelumn akta jual beli ditaridata_ngi_m.i oleli -

 saksi
Bahwa benar saksi tahe Ny, Siswo Sunarto meninggal dunia pada tahun 1990;

sedangl;an Akta Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 29 Febiuari 1992 olch

Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALL SH.
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Bahwa benar tanah terletalk di Jalan Kemang Barat No. 10 Rt002/05 Kel. Bangka,
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan adalah milik suami saksi yang saat itu
diatas namakan menjadi Nt. Siswo Sunarto oleh karena pada saat itu ada
peraturan bahwa scseorang dilarang untuk memiliki Icbih dari 5 bidang tanah.
Bahwa benar Ny. Siswo Sunarto tidak pernah membayar pajok / PBB dan yang
membayar adalah saksi sendiri.

Semua keterangan saksi dibernarkan oleh Terdakwa.

Barang bukti berupa Akta Jual Beli adalah benar.

Saksi SYAMSURI, dibawah sun;lpah pada pokoknya mencrangkan scbagai berikut 1 ¢

Bahvwva benar saksi kenal dengan Terdakwa H.M. AFDAL GAZ.-ALI, SH., Bapak
Ir. Soediono dan Ibu Noes Soediono tetapi tidalk ada hubungan keluarga.

Babwa benar peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari sampai dengan
butan April 1992,

Bahwa benar saksi menandatangani Akta Kuasa dari Tbu Siswo Sunarto kepada

Terdakwa H.M. AFDAL GAZALIL SH untuk penjuiian tanah di Kemang, Jukarta

Selatan,

Bakwa benar yang membuat Akta Kuasa No. 61 dan No, 62 tanggal 29 Februari
1992 adalah Terdakwa Notaris HLM. AFDAL GAZALL SH yang berkantor di
Pekan Baru.

Batiwa benar Akta Kuasa tersebut dibuat dan ditanda tangani di rumah Pak
Soediono Jalan Hang Lekir I Kel Gunung, Ke¢c. Kebayoran Baru, JYakarta
Selatan.

Babwa benar saksi mengetahui bahwa Ibu Siswo Sunarto telah meninggal dunia

di Jakarta pada tahun 1990 dan Pak Siswo Sunarfo meninggal pada tabun 1989,
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Bal wa benar Akta Kuasa terseout kemudian oleh saksi bersama Ny. Noes
Soefdiono ke pejabat PPAT Syahrin: Abdulmanan unnik dibuatkan Akta Jual Beli
Bahwa benar Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.PrapatanTV/1992 tanggal 24
April 1992 ditanda tangani olch saksi dihadapan Ir. Soediono, Ny. Noes Socdiono
dan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI SH di Jalan Hang Iekir IT No. 19 Kel.
Gurung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Bahwa benar saksi m‘clakukan perbuatan tersebut semata-mata karena saksj
sebi.gai karyawan harus tunduk kepada atasan dalam hal ini atasannya adalah Ir. -
Soediono.

Bahwa benar saksi mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut, karena uang
milik saksi yang dipakai dan dibayar oleh Bapak Ir. Suediono.

Bahwa benar saksi mengaku b&ulah atas perbuatannya dan bersedia dihukum.
Bahwa benar semua keterangan yang, diberikan pada tingkat penyidikan tersebut
ada!ah benar dan dipertanggung jawabkan.

Bahwa barang bukti berupa Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari
1992 dan Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April

1992 yang ditunjukan di pcrsidangan adalah benar.

-

Saksi FERRY RAMADHAN AFDAL, dibawak sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi tahun 1992 saksi bekerja
sudah pada PPAT Syahrim Abdulmanan.
Bahwa benar saksi pernah melihat ada orang datang, ke Kantor PPAT Syahrim

Abdulmanan 2, ( dua ) orang laki-laki, 1 { satu’) orang perempuan.

"Bahwa benar oleh Pak Syahrim Abdulmanan saksi disnruh mengetik draft Akta

Jual Beli.
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Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut antara Ny. Noea Soediono dengan Syamsuri.
Bahwa benar syarat-syarat untuk membuat Akta Jual Beli tersebut ada pada Pak
Syahrim Abdulmanan, sakst hanya diperintah mengetik draft Akta Jual Bf:li
terscbut, . |

Bahwa benar Akta Surat Kyasa No. 61 dan No, 62 wanggal 29 ¥Februari 1992 yang/
ditunjukan di persidangan adalah benar, karena sebagian diketik olch saksi dalam
pencrbitan Akta Jual Beli terscbut.

Bahwa keterangan yang diberikan pada tingkat peryidikan adalah benar semua -
dan dapat dipertanggung jawabkan,

Bahwa benar yang mengh#dap PPAT Syahrim Abdulmanan antara lain adalah

Syamsuri dan Tbu Noes Soediono.

Bahwa benar yang menjadi saksi dalam Akta Juai Beli tersebut adalah saksi
sendiri dan teman saksi ( Herman ).
Bahwa benar barang bukti berupa Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29

Febmuari 1992 dan Akta Jual Beli No. 03/M Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April
1992,

Saksi HALIM NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya mencrangkan scbagai
berikut :

Bahwa benar saksi saat ini bekerja di BPN JYakarta Selatan sebapai Kasiz
Pen iaftaran Tanah.

Bahwa benar sertifikat No. 3150/Bangka dan Neo. 5151/Bangka atas nama Noes
Soe liono adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Sclatan,
Bahwa benar sertifikat-sertifikat tersebut telah dibalik nama dari nama
sebc lumnya yaiu Ny. Siswo Sunarto menjadi nama Ny. Noes Soediono dengan

mer ggunakan akia jual beli No. 03/M.Prapataw/IV/1992 tanggal 24 April 1992
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dan No. 04/M.Prapatan/IV/1992 Mgéal 24 April 1992 davdi PPAT Syahrim
Abdulmanan.

Bahwa benar berdasarkan data yang ada di EPN kedua gkte jual beli antara
Syamsuri selaku penjual dan Nv. Noes Soediono selaku pembeli berkasnya ju.ga
disiinpan di BPN Jakarta Selatan.,

Bahwa benar berdasarkan data yang ada di BPN Jakarta Selatan juga akia kuasa

No. 61 dan no. 62 tanggal 29 Febrvari 1992 yang: dibuat oleh Notaris ELML

AFIDAL GAZALI SH Notaris Fekan Baru yang disebutkan bahwa Syamsuri .

bertindak selaku penerima kuasa dari Ny. Siswo Sunarto sebagai pemilik tanah
unh Kk bertindak tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.
435 Bangka luas 1.590 M2 dan No. 434/Bangka scluas 651 M2 yang terletak di
Jalaa Bangka III Rt.002/02, Kclurahan Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta
Sel: tan,

Bahwa benar kemudian Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No.
435/Bangka dimatikan oleh BPN Jakarl;a Selatan dan selanjutnya diterbitkan

Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka dan No. 315]1/Bangka atas nama Ny. Noes

¢,

Soediono.

Bahwa benar Sertifikat Ha;k Milik No. 434/Bangka dan No. 3151/Bangka akan
cacat hukum apabila akta jual beli No. 03/M.PrapatawIV/1992 dan No.
- 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 dan akta kuasa Neo. 61 dan No. 62
tanggal 29 Februari 1992 adajah cacat hukum.

Bahwa benar didalam data yang ada -di BPN Jakarta Selatan terdapat juga adanya
permintaan pemblokiran dari Notaris H.M.I AFDAL GAZALY, SH. -

Semua keterangan gaksi benar.

Barang bukti yang diperlihatkan berupa sertifikat hak milik, akia jual b_eii dan
akta kuasa No. 61 dan No. 62 adalah benas.
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Saksi SALIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa benar B AP yang dibuat dihédapan penyidik.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Bu Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunarto.

- Bahwa benar Bu Siswo6 Sunarto pada tahun 1990 teluh meninggal dunia, dan Pak

Siswo Sunarto pada tahun 1989 telah meninggal dunia.

Bahwa benar Pzk Siswo Sunarto dulunya adalah tukang becak sedangkan Bu

Siswo Sunarto adalah orang yang disuruh oleh Pak Soediono dan Bu Soediono

untuk membeli kain. -

- Bahwa bencr sepengetahuan saksi Ny. Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunario
tidak punya kekayaan di Jakarta,

- Bahwa benar Ny. Siswo Sunarto semasa hidupnya permah bmcnta kepada saksi

bhah wa namanya dipakai oleh Bapak Soediono ditanah inilik Bapak Scediono.

- Serwa keterangan saksi benar,

- Ba::ang bukti, saksi tidak tahu.

Saksi SUMINI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keferangan sebagai
berikut :

- Bahwa benar BAP yang dibuat dihadapan p_cnyidik.
- Bahwa benar saksi Kenal dengan Bu Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunarto.
- Baliwa benar saksi kenal dengan Bu Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunario.

- Balwa benar Bu Siswo Sunarto pada tahun 1990 teluh meninggal dunia, dan Pak

Sis vo Sunarto pada tabun 1989 telah meninggal dunin.
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- DBahwa benar Pak Siswo Sunarto dulunya adalah tukang becak sedangkan Bu
Siswvo Sunarto adalah oreng yvang disuruh olch Pak Soediono dan Bu Soediono
unt )k membeli kain.

- Ba] wa benar sepengetahuan sakei Ny. Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunarto
tida k punya kekayaan di Jakarta.

- Bal wa benar Ny. Siswo Sunarto semasa hidupnya pernah bercerita kepada saksi
bah¥a namanya dipakai oleh Bapak Soediono ditanah milik Bapak Eocdiono.

- Ser wa keterangan saksi benar.

- Baiang bukti, saksi tidak tahu.

Saksi SUDIYO, dibawah sympah pada pokoknya memberikan keterangan scbagai
berikut :

- Bahwa benar B AP yang dibuat dihadapan penyidik.

-~ Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Siswo Sunarto Juwena saksi pemsh bekerja
bersama-sama sebagai pembantu rumah tangga di rurnah Bapak Soediono di Jalan
Hang Lekir H No. 19, Jakarta Selatan.

- ~Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pc1;nbuat3n akta kuasa No. 61 dan No. 62
tanggal 29 Februari 1992.

- Bahwa benar saksipada tahun 1992 melihat Syamsuri, Terdakwa H.M. AFDAL
GAZALL SH dan 4 orang ibu-ibu datang ke rumah Ir. Soediono di Jalan Hang
Lekir II No. 19 Kebayoran Baru, Jakarta Seiatan dan duduk diruang tamu yang
saat itu tidak ada Ir. Soediono maupun Bu Noes Suediono yang gaat ity ada di Ipar
negeri.

- Bahwa benar saat itu saksi menghidangkan teh untuk Syamsuri, Terdakwa H.M.
AFDAL GAZALIL SH dan scorang ibu.
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- Keterangan saksi benar.

- DBarang bukti saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa H.M. AFDAL GAZALL SE

tersebut dipersidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP yang dibuat dihadapan penyidik.

- Bahwa benar pada akhir Januari 1992 Terdakwa mendapat telepon untuk menemui

‘ Syamsuri.

- Bahwa benar k.crnudian Terdakwa ke Jakarta karena saat itu Terdakwa ada di Pekan
Baru s:bagai Notaris, dan saat berternu dengan Syamsuri kemudian Syarnsuri
mengatfakan bahwa Pak Socdiono minta bantuan untuk membalik nama tanah dengan
Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No. 435/Bangka atas nama Ny. Siswo

Sunartc dengan htas tanah masing-masing 1.590 M2 dar 651 M2 yang terletak di Jl.
Bangka I'T Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Sclatan.

~ Bahwa benar Terdakwa adalah Notaris Pekan Baru yang mempunyai wilayah kerja di
Pekan Baru.

- Bahwa benar kemudijan Terd‘f'tkwa foembuat zkta No. 61 dan No. 62 tanggal 29
Februa i 1992 dengan isi bahwa Ny, Siswo Sunarto memberi kuasa kepada Syamsuri
antara wain tidak dikecualikan atas scbiciz-mg tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.
434/Bangka dan No. 435/Bangka dengan Juas masing-masing 1.590 M2 din 651 M2
atas na na Ny. Siswo Sunarto yang terletak di JL Bangka III Rt. 002/02 Kel. Bangka
Kec. M ampang Prapatan, Jakarta Selatan, -

- Bahwa benar kemudian Terdakwa sebagai Notaris didatangi o¢leh Syamsuri dan
seorang perempian yvang membawa resi penduduk yang beralamat sama dengan
Syamsuri yaitu di Pondok Labu Rt.001/03 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cilandak, Jakarta

Selatan dan selanjutnya para pikak tersebut menandatingani akta kuasa No. 61 dan
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No. 62 tanggal 29 Februari 1992 di rumah Bapak Soediono Jl. Hang Lekir I No. 19,
Kebayc ran Baru, Jakarta Selatan.

Bahwa benar yang semua tanah milik Ir. Soediono adalah Terdakwa termasuk yang
ada di ‘l. Bangka III Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Saang mengurus dari
awal ac.alah Terdakwa yaitu dari tahun 1971 yang kemudian dibalik nama menjadi
nama Ny. Siswo Sunartc{ pada tahun 1977 dengan menggunakan akta jual beli No.
153/1977 tanggal 3 Nm;embcr 1977 yang dibuat pada PPAT JFBT Sinjal antara
Soctono dengan Ny. Siswo Sunarto selaku pembeli, dan yang menjadi saksi didalam
akia jual beli antara Soe;ono dan Ny. Siswo Sunarto salah sahmya adalah Terdakwa
H.M. AFDAL GAZALIL SH. |

Bahwa benar saksi tidak kenal dengan orang yang bemama Ny. Siswo Sunarto dan
setahu Terdakwa yang datang ketika tanda tangan akta kuasa No. 61 dan No. 62
tanggal 29 Februari 1992 adalah Siswo Sunarto karena telah membawa rsi atas nama
Ny. Siswo Sunarto yang beralamat sama dengan Syamsuri di Pondok Labu Rt.001/01
Kel. Pangkalan Jati, kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Syamsuri setefah pembuatan akta kuasa No. 61°
dan No. 62 tanggal 29 februari 1992 Ny. Siswo Sunarto sudabh meninggal dunia.
Bahwa benar akta kuasa No. ’61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 dibuat di
Jakarta tetapi tertulis didalam alkta kvasa No. 61 dan Mo. 62 t;m';ebut seolah —olah
para pibak yaitu Ny. Siswo Sunarto dan Syamsuri telak m p ke Terdakwa di
Pekan Baru. _

Bahwa benar scbenarnya tidak ibenarkan oleh Peratiran Jabatan Notaris bahwa
suatu akta kuasa dibuat diluar wilayah kerja yang sudah ditentukan, schingga menurut
pasal 9. Peraturan Jabatan Notaris apabila scorang Notaris mencrangkan didalam
aktanya bertentangan dengan kebensran, bahwa akta terscbut dibuat disuatu tempat

yang iei1letak didalam daerah jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan dalam hal

ini melakukan tindak pidana pemalsuan.
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Bahwa benar Resi penduduk yang diperlihatkan oleh Ny. Siswo Sunarto sama dengan
alamat pada KTP Syamsuri yaitu di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan,

Bahwa benar yang melakukan pembayaran adalah Syamsuri secialu orang
kepercayaan Bapak Soediono.

Bahwa benar kemudian Terdakwa mengurus akta jual beli dengan membuatkan
konscp akta jual beli antara Syamsuri sclaku penjual dengan Ny. Noes Soediono
selaku pembeli di PPAT Syahrim Abdulmanan.

- Bahwa benar Terdakwa saat itu tidak hadir di PPAT Syahrim Abdulmanan Jakarta
Selatan pada saat dilakukannya penanda tanganan akia jual beli tersebut.

Babwa benar yang kemudian mengurus untuk balik nmna ke BPN Jakarta Selatan
ada-lah Terdakwa dengan menyuruh anak buah Terdakwa yaitu Muhtafar.,

- Barang bukti yang diperlihatkan.adalah benar.

Menimbang, bahwa dengau fakta-fakta pckok kesimpulan pemeriksaan
persidangai: yang dinilai Majelis relevan: u.nmk-pcmbuktim perkaranya sebagaimana
pertimbang in diatas, yang harus Majelis pertimbangkan Ilcbih lanjut adahh kaitan antara
fakta-fakta pokok tersebut dengan unsur-unsur essensial dari pasal-pasal pidana yang
didakwakay« Penuntut Umum terhadap Terdakwa untuk membuktikan bersalah atau

tidaknya T :rdakwa atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa H.M. AFDAL GAZALL SH
terscbut dihadapkan ke persidangan atag dakwaaﬁ Fenuntut Umum tanggal 25 Juli 2001
yanyg disusun secara alternatif yaita ;-
Dakwaan Primair pasal 264 ayat (1) ke-1 KKUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dakwaan Subsidair pasal 263 ayat (1) ke-1 KIJHP jo pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut hemat Majelis, unsur-unsur essensial yang harus dipertimbangkan adalah :
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1. Barang siapa.

2. Membuat surat akta otentik atau memalsukan surat otentik.

3. Yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perutangan atau yang membebaskan dari
pada utang atau suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan tentang suatu hal.

4, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-

olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
5. Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

6. Melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuaian,

1. Unsur Barang Siapa
. i
Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang scbagai
pelaku tindak pidana yang dapat dipertangeung jawabkan kepadanya, berdasarkan bukti-
bukti yang didapat dipersidangan, bahwa pertanggung jawaban tersebut terlepas dar

adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Mzjelis Hakim menilai terhadap
Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf tersebut, sehingea

kepada Terdakwa dapat dimintai pertangung jawabannya atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdnkwa membenarkan identitas yang termuat dalam

dakwaan Fenuntut Umum kepadanya sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi bagi
Terdakwa;;

2. Membnat Surat Akta Ofentlk atau memalsiikan Surat Otentik,
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Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Soediono dan Syamsuri, bahwa

Saksi Soe liono pernah menclfon Terdakwa untuk monghubungi Syamsuri, untuk

menyelesaikan tanahnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Soediono dan Syamsuri tersebut
dihubungkan dengan pengzkuan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada Janvari 1992
mendapat telefon dari Saksi Soediono untuk menemui Syainsuri, dan bahwa benar waktu
itu Terdakwa gebagai Notaris berwilayah Hukum di Pekan Baru dan porgi ke Jakarta
untuk men.mui Syamsuri, dan sewaktu Trdakwa bertemnu dengan Syamsuri, Syamsuri
engatakan pada Terdakwa bz;hwa Soediono minta bantuan untuk menibalik nama tanah
Sertifikat J1{ak Milik No. 434/A3angka dan 435/Bangka atas nama Ny, Siswo Sunarto
dengan lua; tanah masing-masing 1.590 M2 dan 651 M2 yang terletak di J. Bangka IO,

Kec. Mam)ang Prapatan, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bshwa atas pengakuan Terdakwa dan keterangan ‘Saksi
Syamsuri di sckitar Bulan Februari s/d April 1992, Terdakwa telah membuatkan Akta
No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 di Jakarta yang isinya tontang Siswo Sunarto
memberi kuasa kepada Syamswuri aatara lain tidak dikecualikan atas sebidang tanah
terhadap Sertifikat Hak Milik No. :134’Bangl<a dan No. 435/Bangka atas nama Ny. Siswo

Sunarto dengan menghadapkan seorang prrempuan yang niembawa Resi KTP a/n Ny.

Siswo Sunarto ;

Menimbang, bahwa dari keterangan semua saksi-saksi yang dihadirkan di
persidangan bahwa Ny. Siswo Sunarto meninggal pada tahun 1990 sesuai &cnga.n bukii

10 Sprat Xematian No. 4743/19/1990 ;
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Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa, dimana dengan.adan}}'a-
Terdakwa membuat Akta No. 61 dan No. 62 terscbut, Terdakwa telah melanggar Pzsal 9
Peraturan Tabatan Notaris dimane scorang Notaris menerangkan dalam Aktanya,
bertentangan dengan kebenaran bahwa akta tersebut dibuat disuatu tempat yang terlctz;k

didalam da:rah jabatannya maka Notaris yang bersangkutan melakukan tindak pidana
pemelsuan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terscbut diatas, unsur ini
telah terper uhi bagi Terdakwa ;

3. Unsur yang dapat menerbitkap suatn hale suatu_perutangan atauy 1ang"
membebaskan ' darl _pada utang atau_suatu surat vang dimaksud unty '-]-5"-__

-A N

membuktikan tentang suatu hal.

Mernimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur ahliernatif, salah satu unsur

terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menjmbang, bahwa dari keterangan saksi dan barang bukti serta
pengakuan Terdakwa, ditemukan fakta-fakta bahwa dengan dibuatkannva Akta No, 61
dan No. 62 oleh Terdakwa tentang kuasa untuk rr;enjual diui Ny. Siswo Sunarto kepada
Saksi Syamsuri dan dihubungkan dengan Kketerangan Soediono dan Ny. Nocs Soed.ionp,i .
bahwa benar pada tanggal 24 April 1992 telah dilalukan jual beli dengan Saksi Syamm;.ri : ;
'dihadaéan PPAT Syahrim Abdul Manan d1 J1. Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
tanah seluas 1.590 M2 dan 651 M2 Sertifikat No. 434!'Bangka‘dan No. 435/Bangka a!q
Ny. Siswo Sunarto, sehingga keluar Akta Jual Beli No. 02/Mampang. Prapatan/TV/1992

dan No. 04/Mampang.Prapatan/IV/1992 dan kemudian tercatat Sertifikat Hak Milik No.
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.oleh Saksi Soediono dan saksi Halim Nasution dan Saksi Ferry Ramadban "Afdal, maka

3151/Bangka dan Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono,
( bukti No. 5.6);

Menimbang, bahwa dari’ uraian pertimbangan tersebut, unsur dapat

menerbitkan suatu hak telah terpenuhi dari perbuatan Terdskwa ; i

4. Depngan maksud untuk memakai atau menvuruh orang lain me kat surat jtu

seolah-olah surat itu asli dan Uldak dipalsukan,

Menimbang, bahwa dengan dipergunakan .Akta No. 61 dan No. 62 oleh

Saksi Syamsuri untuk melakukan jual beli dengan Saksi Ny. Noes Soediono, schingga

keluar Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka dan Sertifikat Hak Milik _No. 3150/Bangka -

a'm Ny. Noes Soediono yang diakui kebenaran peristiwa kelrarnya Saﬁﬁht terscbut

Majelis be pendapat unsur ini juga telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa ;

s, Jilr___mﬁggunannnza dapat menimbulksn keruginu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat meni.mbuikan kerugian dalam
pasa ini menurut Hukum 29 Maret 1943 suatu pemalsuan vang dilakukan oleh seorang
Notaris, maka kemungkinan kerugian adalah berlurangnya képcrcayaan masyarakat
terhadap Pira Notaris dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 10K/K1/1965 tanggal 29
mei 1965, kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat tidak harus berupa

kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, diwaktu pembuatan Akta No.

60 dan- Nc¢. 61, Terdakwa Notaris berwilayah hukum di Pekan Baru sedangkan AKkta
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tersebut dibuat di Jakart. dau dihubungkan dengun keterangan Saksi Soediono, Noes
Soediono. Syamsuri, bahw: Terdakwa scorang Noloris vang pada vaktu itu berwilayah
hukum di Pckan.- Baru dan ten:ang .-\._%:iac No. 60 (dzn No. 61 tersebut tclah Maijclis
pertimbangkan dalam unsur X=-3 . schingga Majzlis berpendapatl unsur ini juga telah
terpenuhi bagi perbuatan Terdalkova ; '

6. Melakukan, menvurch melalnkan alau yang tsrut melekukan perbuatan.

Menimbang, buliva unsur juga merup:lon ansur aliernatif jika salah satu

unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ; l

Menimbang, bahwa berdasarkan ket:rzngzn saksi-saksi Soediono, dan

Syamsuri, bahwa Akia Nu. 60 dun No. 61, dibuat cleh Terdakwa aehmgga oleh Saksi
Samsuri kemudian dilakukan jual beh dengan Scks: Moes Soediono, sehingga keluar |

Sertifikat Hak Milik Wo. 3150/Bangka dan No. 3151 Bangka ;

Menimbang, bahwa dengan uraian taosebul diatss, Majelis berpendapat
unsur ini juga terpenuhi bagj Terdakwa ;

Menimbang, behva pombelaan dayi Turdakwa vang disampaikan oleh
Penasehat Hukurnnya bahwa semua unsur-unsur yaag didakwakan dalam Dakwaan

Primair tidak terbukti adanwva bagi perbuatan Terdakwa :

Manimbang, balwa Mgzjelis Hakim ti-lzk sependapa: dengan Penasehat
Hukum Terdakwa, karena Terdakwa tolah terbukii kusemua unsur-unsur davi Dakwaan

Prmiair sebagai mana Pertintbangan tersebut ciatas ;
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Menimbanig, bohwa dari  urajan perlimbangan-periimbangan  tersebut
diatas Terdakwa telah tecbuliti secara sah dan inevakinkan melakuokan tiridak- pidana

scperti dalam Dakwaan I'irnair nleh-karens imu Terdakwa harus dijatuki huhuman ;

Menimbang, bihwa alch karena dakwaan Pepuntt Umvm  bersifat
alternatif dan Dakwaan Primair telah erbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan
Subsidair tidak perlu dipcriimbangkaan lagi ;

Menimber.g, bahwa sebelvm meajuuhkan hukveman terhadep Terdakwa

perlu diperimbangkan ha)-hal yvang wemberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal vang memberutkarn
= Perbuatan Terdakv.a ‘nengakibatl.an kurangnva hepercayaan rakyat terhadap Notaris,

1-hal yang meringanx

=~ Terdakwa mengakai terus terang tzrhadap perbualznnya.

~ Terdakwa sudah lanjut usia.

~ Terdakwa belum pemah dihukurr.

[l

Menimbang, hahwa cleh karena Tesdakwa dijatuhi hukuman Terdakwa

dihukum pula untuk membayur biava perkara ;

Menimbang, baliwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan

Penuntut Umum ;

Mengingat pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 TUHP ;
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MENGADILI

-~ Menyatakan Terdakwa H.AL AFDAL.GOZALIL SH., dengan segala identitas seperti
yang terscbut diatas. telalr terbukei sesara san can ineyakinkan melakukan tindak
pidana membuat surat palsn terhadap Akta Otenlik yang dilalkkukan secara

bersama-sama.

-  Menghukum Terdakwa oleh karena itn d2ngun hukuman pidana penjara selama 1

tahun 8 bulan.

- Mecenyatakan barang bukti berupa

1. Akta Kuasa No. 61 tanggal 29 Februari 1992 vang, dibnat oleh Notaris HLM.
AFDAL GAZALL SH

2. aAlka Kuasa No. 52 tanggal 29 Februari 1792 vang dibuat oleh Notaris H.M.
AFDAI GAZAILl SB.

3. Akta Jual Beli No. 03/ N PrapatarvTV 1992 tanggal 24 April 1992.

4. Akta Jual Beli No. 04/ f. Praparan/TV. 1992 tmggal 24 April 19972, -

5. Serifikat Hak Milik No. 3150 'Bangkz atas namwa Noes Socdiono.

6, Sertifikat Hak Milik 2. 3151 ‘Bangka atas nima Noss Scediono.

7. Surat keterangan dary BPIW Jakarma Selatan No. 1.711.2/5397/3/1998 tanggal 3
Maret 1598,

8. Surat Keterangan No. 141,66:TT/X 1993.

9. Surat Kematian No. 174.3/45/89.

10. Surat Kematian Nex. 174.3/19/1290.,

11. Surat Keterangar No. 474.3/44/415.152/1012 1398 tanggal 24 Februari 1998.

Tetap terlampir dalam berkas nntuk digunaxan caiam perkara lam.
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-~  Menghukum Terdakw: untuk membayur biaya peilara sebesar Rp. 5.000,-

Demikianlah diputuskan dzlam rapal permusyawarztan Majcijs, pada 6
September 2001 oleh kemi EFFENDY, SH sebagai Hukim Ketwa, HESMU
PURWANTO, SH dan TJAROKO INMAM W, 3H masing-masing secbagai Hakim
Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS tangpal 13 Septeraber 2001
oleh Hakim Majelis dan didarupingi oleh Hakiva Anggora dalan persidangan yang
terbuka untuk umum dau dibantu oleh SOBARI ACHMAD, SH scbagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadapaa Penuntut -Jmum dan

Terdakwa yang didampingi vlch Penaszhat Hukummny a.
Hakim - Hakim Anggota , Hakim Kcfua,
1. HESMU PURWANTO, SH
EFFENDILSH
2. TJAROKO IMANI Y, SH

Paritera Penggarti,

SOBARI ACHMAL. SH
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- Menghukum Terdakw a untuk meinbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,~

Demikianlah diputuskan dalam rapul'pcrmus_\_rawaratan Majelis palda 6

Scprmbcr 2001 olch kami EFFENDI, SH scbagai Hakim Ketua, HESMU

PURWANTO, SH dan TJAROKO IMAM W, SH rmuasing-masing sebagai Hakim

, Anggota. Putusan mana digeapkan paca hari ini KAMIS tanggal 13 Seplomber 2001
oleh Hakim Majelis dan didampingi oleh Hakim Angpeta dalam persidangan yany

tetbuka untuk umum dan dibantu oleh SOBARI ACHNMAP, SH scbagai Panitera

Pengganti pada Pengadiian Negeri Jakmia Selatzn dihadapan Penuntut Umum dan

Terdakwa yang didampirgi.oleh Penasehat Hukumanyva,

'Hakim-Hajgj:(A\gggo:a, - Hakir| Ketua, o

T HESN U PURWANTO. 3H

. . .  EFFENDLSH
W

2. TJARA{(O IMAM &, $H

ParﬁtgvﬁIPengg:g;ﬁ,

SGBARI ACHMAD, SH
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PUTUSAN

NOMOR : 38/FID/2002/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadllan Tinggt Jakarta yang memerksa dan mengadili
perkara — perkara pldana dalam peradilan tingkat banding telah
menfatuhkan pubisan sebagaimana tersebut dl bawsh Ini, dalam
perkara Terdakwa — Ter:iakwa :
H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, 5H, Lahir di Medan, Urmur 58
Tahun, Jenls Kelamin Laki — Laki, Kebangsaan Indonesla,
Agama Islam, Pekerjasan Notaris, Tempat Tinggal di Jalan Pulo
Tanjung NoA45A, Rt.009/Rw.04, Kelwahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. ,
Terdakwa dalam hal ini didamping! Penasthat Hukumnya :
YUSUF CHAWARIYIN, ALI ABDULLAH M, SH, MM Pengacara

at Kuasa Khusus tanggal 19 September 2001 ;
/a dakwa tidak ditahan.

' Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut
Telah membaca berkas perkara dan surat — surat yang
berhubungan dengan perkara ini ".; _
Telah mernperhatikan dan mengutip hal — hal sebagai berikut :
1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2000
No. REG. PERK : PDM - B533/3KTSL/E.3.2/09/2000 terhadap
Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyl sebagal berlkut :
DAKWAAN : B
PRIMAIR : .
~ Bahwa ia terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall, SH bersama -
sama denganh Syamsur] Bin Somodikromo dan Ir. Scedioho (berkas
perkaranya diajukan tersendri) balk secara bersama — sama
maupun bersekutu  ataspun masing ~ mesing bertindak
sendiri — sendiri pade hari Szbt tanggal 29 Pebruari 1992 atau
setidak — tidaknya pada suabs hari dalem bulan Pebruarl 1992,
bertermpat di Jalan Hang Lekir II Blok H No.19, Rt.009/06,

Keklirahan
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Kelarahan Gurmng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau
setldak ~ tidaknya pada suaby tempat — tempat lan dalam daerah
hukum Pengadllan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang
memerk:._;a dan mengadilinya, sebagal orang yang melakukan,
menyLruh melakukan atau tarut melakukan perbuatan, membuat
surat akta othentk atau memalsukan surat othentk, yang dapat
menerbitkan suatt hak, sesuabu perutengan atau yang dapat
membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukb
tentang sesuatu hal, dengan maksud unh#c memakal atau
enyuruh orang lain memakai surat itu seolah — olah surat it asl
an tidak dipalsukan, jkalau pemakaian surat #u  dapat
mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh
P @n‘i ;,_'_/ mereka terdakwa dengan cara — cara antara lain sebagai beriiaut :
B - Pada Tahun 1971 Scetono (orang tia saksl Ir. Soediono)
membell dua bidang tanah masing — masing Sertificat Hak Mtk
No.435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Saenah Bin Djall
yang berasal darl C.244 persli 16 Blok D.1 terletak di Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesual
Akta Jula Beli Nomor @ 541/M.P/1971 tanggal 23 Cktober 1971
yang dibuat dan tanda tangan’ dihadapan Notaris/PPAT Camat
Mampang Prapatan R.E Soetisha dan sebidang tansh Sertifikat

Hak Milik No. 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Entong Bin’

Djaenal yang berasal dari Grik Nomor C.1463 Persil 68 Blok D.1
terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan sesual Akte Jual Bell Nomor : 610/M.P/1971
tanggal 10 Desember 1971 yang dibuat dan ditanda tanganl
dihadapan Notarls / PPAT Camat Mampang Prapatan
R.E Soetisna;

- Berdasarkan Akte Jual Bell Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23
Oktober 1971 dan Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal
10 Desember 1971 tersebut, selanjubya pada tanggal 8 Juni
1972 Sertifikat Hak Millkk Nomor : 435/Bangka atas nama
Saenah Bin Djali dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka
atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadl atas

nama Soetono ;

- Pada -
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Pada Tahun 1972 di atas sebldang tanab Sertifikat Hak Milk
Nomor : 435/Bangka dan Sertifikat Hak Milk Nomor
434/Bangka masing — masing atas nama Soetono tersebut
dibangun sebuah rumah tinggal, sesual Surat IMB  (Jlin
WMendirikan Bangunan) WNomor @ ?778/IB/T/s/72 taﬁggal
B September’ 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan
ditanda tangant oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah
Jakarta Selatan Drs. K. Osman Aruan ;

Pada Tahwm 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :
435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Soetono berikut sebuah
bangunan rumah tinggal yang berdirl di atasnya tersebuut, oleh

Soetono di jual kepada Ny. Slswo Sunartn, sesuai Akta Jual beli

omor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dbuat dan
a tangani dihadapan Notarls/PPAT J.F.8.T Sinjal ;

ahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual bell Nomor : 55/1976
tanggal 19 Agustus 1976 tersebut, Sertiflkat Hak Milk Nomor :
435/3angka atas nhama Soetono dlalhkan haknya menjadl atas
nama Ny. Siswo Sunarto, sesual pencatatan peralihan hak
(perubahan) tanggal 25 April 1977 Nomor : 1319/1977 yang
dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Amat Mubadi, Bsc Kepala
Seksi Pendaftaran Tanah Wilayah Jekarta Selatan, yang
diketahui oleh Kepala Sub.Dit. Agraria Drs. Socegiharto

Pada Tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Millkk Nomor :
434/Bangka luas 651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny.
Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Bell Nomor : 153/1877 tanggal
03 Nopember 1877 yang dibuat dan ditanda tahganl dihadapan
Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal ;

Pada tanggal 4 September 1989 Skwo Sunarto meninggal
dunla, sesuat Surat Kematlan Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20
Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditanda tanganl oleh Suranto
Sekretaris Kelurahan  Panuleran, Kecamatan Lawiyan,
Kotamadya Surakarta ;

Bahwa setelah Siswo Stmarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal
dunia, kemudian dua bldang tanah Sertifikat Hak Millkk Nomeor :
435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milikk Nomor :
- 434 /Bangka -—
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41?4/Bm1gka seluas 651 M2 masing - masing atas nama Ny.
Sjswo Sunarto berkut bangunan rumah tinggal yang berdirl di
aiasnya yang terletak di Jalan Bangka ITI, Rt.002/02, Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milk
Alm: Ny. Slswo Sunarto tersebut dikauasal dan didudukl] sebagal
tanah miliknya oleh saksl Ir. Soediono dan sakst Noes Soediono
(isoi saksl Ir. Soediono), dengan alasan bahwa dua bidang
tanah masing — masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka
dan Nomar : 434/Bangka dimaksud adalah milik Alm. Soetono
(orang tsa sakst Ir. Soediono) di mena jual beli Nomor :
55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor :
15371977 tanggal 03 Nopember 1977 atas nama Ny. Siswo
Sunarto yang masing — masing dibuat dan ditanda tangani di
apan Notarls /PPAT 1.F.B.T Sinjal tersebut hanya bersifat
litas/pinjarm nama saja ;

a unbuk dapamya dua bldang tanah Sertifikat Hak Milik
omor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka masing — masig
atas nama Ny. Siswo'Sunarto tersebut dlalinkan haknya menjadi
atas nama Ny. Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono), maka
selanjutnya saisi Ir. Soediono menghubungi saksi Syanﬁjri
(salah satu stafnya) dan terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali,
SH (Notaris/PPAT yang berkedudukan di Pekan Baru) yang telah
dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus
atas nama Syamswri atas tanah Sertfikat Hak Milik Nomor :
435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Skwo

Sunarto secara fiktif pada Notaris/PPAT H. Mohammad Afdal
Gazali, SH ;

e
BEMLASLNL

- Bahwa selanjutnya saks! Ir. Soedlono dan saksl Syamsuri
memberikan data — data atas dua bidang tanah yang ada sesuatl
dengan Sertifikat Hak Millik Nomor : 435/Bangka dan Nomwor
434/Bangka atas nema Ny. Siswo Sunartyo, kemudien
berdasarkan data — deta yang diberikan oleh saksi Ir. Soediono
dan saksi Samsuri tersebut terdakwa H. Mohammad Afdal
Gazali, SH (Notaris Pekan Baru) menylapkan 2 (dua) bush
konsep Surat Kuasa ates narna Syamsuri mesing — rmasing Surat

11858
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Kuasa Nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992
yang mashg — masing berisi antara lain untuk bartindak
mewaklll pemberl kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal
dan perbuatan yang tidak dikecualkan atas sebidanhg tanah
Sertifikat Hak Millkk Nommor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan
sebidang tanah Hak Milk Nomor @ 434/Bangka [uas 651 M2
terletak di Jalan Bangka IIT, Rt.002/02, Kelurahan Bangka,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan den selanjsinya
dua buah konsep Surat Kuasa Khusus masing — masing Nomor :
61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama
Syamsur] tersebut oleh H. Mohammad Afdal Gazali, SH dibawa
e rumah seksi Ir, Soediono Jalan Hang Lekir II Blok H N.19,
009/06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,
ma Selatan dan kemudlan dua buah konsep Surat Kuasa
ersebut ditanda tangani oleh H. Mohammad Afdal Gazall, SH
dan terdakwa Syamsuri dengan disakslkann oleh saksl
Ir. Soedlono dengan memalsukan tanda tangan almarhumah
Ny. Siswo Sunarto, yang seolah — olah bahwa kedua Surat
Kuasa othentik tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan,
padahal bak terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH maupun
saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri telah mengetshui bahwa
Ny. Siswo Sunarto sddah meninggal dunla ;

Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masmg — masing Nomor
: 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama
Syarnsurl tersebut selesal ditanda tangan), Kemudlan oleh
terdakwa H. Moharmmad Afdal Gazall, SH dimasukkan ke dalam
map diserahkan Kepada sakst Ir. Soedlono dengan melalul saksi
Syamsiurl ;

Pada tanggal 24 Aprill 1992 dua buah Surat Kuasa Othentlk
masing — masing No.61 dsan No.62 tanggal 29 Pebruarl 1992
atas nama Syamsuri yang dibuat dan ditanda tangani oleh
terdakwa H. Mohammead Afdal Gazali, SH selalas Notaris di
Pekan Baru dengan saksi Syamnsuri yang seolah — olah Surat
Kuasa Othentik ixs as!i dan tidak dipalsukan tersebut digunakan
oleh saksi Syamsuri, yaitu Surat Kuasa Nomor : 61 tenggal 29

Pebruari

b ]
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Pebruarl 1992 digunakan untuk menjual seblkdang tanah
Sertifikat Hak Milikk Nomor : 435/Bangka luas 1.590 M2 atas
nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jalan Bangka III,
Kelrt_xrahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Je=Kar=
Selatan kepada saksl Ny. Noes Soediono dengan harga
Rp.174.000.000,- (seratus tujuh putlub ermpat juta ruplahy) sesual
Akte Jual Bell Nomor : 03/M. Prapatan/IV/1952 tanggal 24 April
1992 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT
Syahrim Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomotr : 62 tanggal 29
Pebruarl 1992 atas nama Syamsurt digunskan untuk menjuel

onsebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka [uas

1 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarip yang terletak di Jalan
a III, Kehurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,
rta Selatan kepada saksl Ny. Noes Soediono dengan harga
Rp.71.610.000,~ (tujuh puluh satu juta enam ratuis sepulih ribu
ruplah), sesual Akte Jual Bell Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992
tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notarls/PPAT
syahrim Abdulmanan

Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual! bell masing -
masing Nomor :  03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor
C4/M.Prapatan/IV/1992 tertenggal 24 April 1992 atas nama
MNy. Noes Scediono yang dibuat dihadapan WNotarls/PPAT
Syahrim Abdulmanan atas dua bidang tanah masing — masing
Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.580 M2 dan
_Sertlﬂkat Hzk Millk Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas
nama Siswo Sunarto tersebut diballe nama/sdlalihkan halknya
menjadi atas nama Ny. Noes Soedlono -yang dikeluarkan oleh
Badan Pertanahan MNaslonal Kantor Pertanahan Kotamadya
Jakarta Selatan tanpa sepengetzhuan dan seijln para ahll warls
Ny. Slswo Sunarto, Atas perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa tersebut mengakibatkan para ahli waris almarhum
Ny. Sitswo Sunarto menderita keruglan kehllangan hak atas
kedua bidang tanah dimaksud ;

Perbuatan mana dlabu dan dlancam pldana dalam pasal 264 ayat
{1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat. (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR
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SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall, SH bersama -
sama dengan Syamsurl Bin Somodkromo dan Ir. Soediono (berkas
perkaranya dlajukan tersebdirl) bak secara bersama - sama
maupun  bersekuby ataupun masing - masing berdndak
sendiri — sendirt pada Sabbu mnggal 29 Pebruari 1992 atau setidak
- Hidaknya pada suatu harl dalam bulan Pebruari 1592, berternpat
di Jalan Hang Lekir IT Blok H No.19, Rt.009/06, Kelurahan Gunung,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak — tidaknyq pada
termpat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumn Pengadilan

D
N\ Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan

toengadilinya, sebagali orang vyang melakukan, menyurch
elakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat atau
emalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu
perutangan atau yang dapat membebaskan darl pada utang atau
yang dapat menjadi bukt tentang sesuatu hak, dengan maksud
unilik memakal ateu menyurvh corang lam memakal surat
seofah — olah surat itu asll dan tdak dipalsukan, jikalau pemakalan
surat it dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut
dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara — cara antara lain
sebagal berikut :

- Pada Tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono)
membeli dua bidang tanah masing — masing Sertifikat Hak Milik
No.435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Saenzh Bin Djali
yang berasal darl C.244 persll 16 Blok D.I terletak d! Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang FPrapatan, Jakarta Selata; sesual
Akta Jula Bell Nomer : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971
yang dibuat dan tanda tangani dihadapan Notarls/PPAT Camat
Mampang Prapatan R.E Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat
Hak Milik No', 434/Bangka seluas 651 M2 atas hama Entong Bin
Djaenal yang berasal dari Girik Nomor C.1463 Persil 68 Blok
D.1 terietak di Kelurshan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan’ sesual Akte Jual Beli Nomor :
610/M.P/1971 tanggal 16 desember 1971 yang dibuat dan
ditanda tangani dihadapan Notaris / PPAT Camat Mampang
Prapatan '

R.E. Soetisng -
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R.E Soetisna;
Berdasarkars Akte Jua! Bell Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23
Oktober 1971 dan Akte Jual Bell Nomor : 610/M.P/1971 tanggal
10 Desember 1971 tersebut, selanjumya pada tanggal 8 Juni
1975 Sertifikat Hak Millk Nomor : 435/Bangka atas nama
Saenah Bin Diall dan Sertiflkat Hak Millk Nomor : 434/BangKka

atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadl atas
nama Soetono

Pada Tahun 1972 di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milk

NNomor : 435/Bangka dan Sertifikat Hak Milik Nomor
»

2484/Bangka tmasing — masing atas nama Soetono tersebut
tihangun sebuah mumeah tinggal, sesual Surat IMB (Ijin
endir[kan Bangunan) Nomor : 778/IB/T/s/72 tanggal 8
September 1972 atas nama Soetone yang dikeluarkan dan
ditanda tangan! oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah
Jakarta Sefatan Drs. K. Osman Aman

Pada Tahun 1976 sebldang tanah Sertiflkat Hak Millk Nomor :
435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Soetono berkut sebuah
bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya tersebut, oleh
Soetono di jual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akta Jual beli
Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dbuat dan
ditanda tanganl dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinja} ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual beli Nomor : 55/1976
tanggal 19 Agustus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Millk Nomor :
435/Bangka atas nama Soetono dialihkan haknya menjadi atas
nama Ny. Skwo Sunafto, sesual pencatatan peralhan hak
{perubahan) tanggal 25 April 1977 Nomor : 1319/1977 yary
dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Amat Mubadl, Bsc Kepala
Seksl Pendaftaran Tanah Willayah Jakarta Selatan, yang
diketahul oleh Kepala Sub.Dit. Agrarla Drs. Soegiharto
Pada Tehun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hek Milikk Nomor :
434/Bangka luas 651 M2 ates nama Soetono dijual kepada Ny.
Siswo Sunarto, sesuaj Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal
03 Nepember 1977 yang dibuat dan ditanda tangant dihadapan
Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal ;

- Pada
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Pada tanggal 4 September 1989 Slswo Sunarto meninggal
dunia, sesual Surat Kematlan Nomor : 474.3/45/89 ﬁ:nggal 20
Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditarcla tangani oleh Suranto
Sekretaris  Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan,
Kotanr';adya _Surakarta ;

Bahwa setelah Slswo Sunarto dan Ny. Slswo Sunarto meninggal
dunia, kemwadian dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomeor :
435/Bangka sehuas 1.590 M2 dan Sertifikat Nemor : 434/Bangka
seluas 651 M2 masing — masing atas nama Ny. Siswo Sunarto
berikut bangunan rumah ﬁnggal vang berdiri di stasnya yang
terletak di Jalan Bangka III, RL.002/02, Kelurehan Bangka,
Kecamatzn Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milic Alm. Ny.

illaya oleh saksl Ir. Soediono dan saksi Ny. Noes Soedlono
Istri saksl Ir. Scediono), dengan alasan bahwa dua bidang
tanah masing - masihg Sertifikat Hak Millk Nomor . 435/Bangka
dan Nomor : 434/Bangka dimaksud adalah milik Alm. Soetono
(orang tua saksl Ir. Soediono) di mana Akte Jual Bell Nomor :
55/1976 tangga! 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor :
153/1977 tanggal 03 Nopember 1977 atas nama Ny. Siswo
Sunarto yang masing — masing dibuat dan ditanda tangani di
hadapan Notaris/PPAT J1.F.B.T Sinja! tersebut hanya bersifat
formalitas/pinjarn nama saja ;

Bahwa umtuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak bilik
Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka masing — masing
étas nama Ny. Slswo Sunarto tersebut dialihkan haknya menjad!
atas nama Ny. Noes Soedlono (Istrl saksl Ir. Soediono), maka
selanjutnya saksl Ir.- Soediono menghubungl saksl Syamsurl
{salah satu stafnya) dan terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall,
5H (Notaris/PPAT yang berkedudukan dl Pekan Baru) yang tefah
dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuassa Khusus
atas nama Syamsuri atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :
435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo

Sunarto secara fikbif pada Notaris/PPAT H. Mchammad Afdal
Gazali, SH ;’

- Bahwa
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Bahwa selaniutmnya saksi Ir. Soedlono dan saksl Syamsurl
memberikan data — data atas dua bldang tanah yang ada sesuai
dengan Sertiflkat Hak Millk Nomor : 435/Bangka dan Nomor
434/Bangka atas nama Ny. Slswo Sunartyo, - kemudlan
berdasarkan data — data yang diberikan oleh saksl Ir. Soedlono
dan saksl Syamsurl tersebut terdakwa H. Mohammad Afdal
Gazali, SH (Notaris Pekan Baru) menyiapkan 2 (dua) bush
konsep Surat Kuasa atas nama Syamsur! masing — masing Surat
Kuasa No.61 dan No.62 tenggal 29 Pebruari 1992 yang masing
— masing berisl antara {gin untuk bertindek mewaklli pemherl

kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segela hal dan perbuatan yang
N Xdak dikecualkan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik

or : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan sebidang tanah Hak
llik Nomor : 434/Bangka fuas 651 M2 terletak di Jalan Bangka
IO, Rt.002/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Sefatan dan selanjubiya dua buah konsep
Surat Kuasa Khusus masing — masihg Nomor : €1 dan Nomor :
62 anggal 29 Pebruarl 1992 atas nama Syamsuri tersebut oleh
H. Mohammad. Afdal Gazali, SH dibawa ke rumeah saksi
Ir. Soediono Jalan Hang Lekir IT Blok H Nomor 19, Rt.009/06,
Kelurehan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
dan kemudlan dua bush konsep Surat Kuasa tersebut ditanda
angani oleh terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH dan saksi
Syamsuri dengan disakskan oleh saksi Ir. Soediono dengan
~memalsukan tanda tangan almarbumah Ny. Slswo Sunarto,
yang seclah — olah bahwa kedua Surat Kuasa othentik tersebut
adalah benar dan tldak dipalsukan, padahal balk terdakwa
H. Mohammad Afdal Gazali, SH maupun saksl Ir. Soedicho dan
saksl Syamsuri“telah mengetahuj bahwa Ny. Slswo Sunarto
sudah meninggal dunia ;
Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing — masing No.61
dan No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas name Sja;'nswi
tersebut selesai ditanda tengani, kemudian oleh terdakwa
H. Mohammed Afda! Gazali, SH dimasukkan ke dalam map
diserahkan kepada sakst! Ir. Soediono dengan melalul seksi

Syemsury ---=---==m-—--—
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syamsur{ ;

Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Othentk
maslhg — masing No.61 dsan No.62 tanggal 25 Pebruarl 1992
atas nama Syamsuri yang dbuat dan ditanda tengani oleh
terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall, SH selaku Notarls dl
Pekan Baru dengan saksl Syamsuri yang seclah — olah Surat
Kuasa Otentik itu asli dan tidek dipalsulkan tersebut digunekan
oleh saksi Samsuri, yaltu Surat Kuasa Nomor : 61 tanggal 29
Pebruarlt 1992 digmakm untuk menjual sehidang tanah
Sertifikat Hak Milic Nomor : $35/Bangka luas 1.590 M2 atas
nama Ny. Siswo Sunarto yang terietak di Jalan Bangka ITI,
elurahan Bangka, Kecamatan mampeng Prapatan, Jakarta
edatann kepada saksl Ny. Noes Soediono dengan harga
/- .174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta ruplah) sesual
Akte Jual Bell Nomor : 03/M. Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April
1992 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan NotarisfPPAT
Syahrim Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29
Pebruarl 1992 atas nama Syamsusi digunakan untuk menjual
sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas
651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunario yang terletak di 3alan
Bangka III, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan kepada saksi Ny. Noes Soedieno dengan harga
Rp.71.610.000,- {tujuh puluh satu juta enarn ratus sepulub ribu
rupiah), sesual Akte Jual Beli Nomor 1 04/M.Prapatan/Iv/1992
tanggal 24 Aprll 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT
Syahrim AbdUimanan

Selanfutnya berdasarkan dua buah Akte Jual bell masing —
masing Nomor - 03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor
04/M.Prapatan/Tv/1992 tertanggal 24 Aprll 1992 atas nama
Ny. Noes Soediono yang dibuat dhadapan Notarls/PPAT
Syahrim Abdulmanan ayas dua bidang tanah measing — masing
Sertifikat Hak Miiik Nomor : 435/8angka seluas 1.590 M2 dan
Sertificat Hak Milk Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas
nama Siswo Sunarto tersebut dibalik nama/dialihken haknya
menjadi atas nama Ny. Noes Soediono yang dikeluarkan oleh

Badan
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Badan Pertanahan Naslonal Kantor Pertanahan Kotamadya
Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan sellin para ahli warls
Ny. Siswo Sunarto. Atas perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa tersebut mengakibatkan para ahll warls almarhum
Ny. Siswo Sunarto menderita keruglan kehllangan hak atas
kedua bldang tanah dimaksud ;
Perbuatan mana diatur dan diancarmn pidana dalam pasal 263 ayat
(1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Tanggal

erhadap terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi

ebagal berikut

Menyatakan ‘terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall, SH

bersalah rr,etalu.ﬁcan tihdak pldana “Membuat Surat Palsu

tarhadap akta othentlk yang dllakukan secara bersama — sama”

sebagalmana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pldana terhadap terdakwa H. Mohammad Afdal
Gazall, SH dengén pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;

3 Barang Bukti berupa :

1. Akta Kuasa -No.6l tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat
oleh Notaris H. Moh. Afdal Gazali, SH ;

2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat
oieh Notaris H, Moh. Afdal Gazali, SH ; .

3. Akta Jual Beli No.03/M.Prapatan/IV/19%2 tanggal
24 April 1992 ;

4. Akta Jual Bell No.04/M.PrapataryIV/1992 tanggal
24 April 1992 ; ' ,

5. Sertiflkat Hak Millk No.3150/Bangka atas nama Ny. Noes
Scedlono ;

6. Sertifikat Hak Millkk No.3151/Bangka atas nama Ny. Noes
Soediono

7. Surat Keterangan dari BPN Jakaria Selatan Nomor
1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;
Surat Keterangan Nomor 141.66/3T/X/1983 ;

9. Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 ;
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10, Surat Kematlann Nemor : 474.3/19/1990 ;
11.Surat Keterangan Nomor : 474.3/44/415,152/1013/1998

tarnggal 24 Pebruart 1998 ;

Tetap terlamprr untuk digunakan dalam perkara lain ;
4. Membebankan agar terpidana membayar ongkos perkara
sebesar Rp.5.000,- ({ima ribu rupliah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal
13 September 2001 Nomeor : 72/Pid/B/2001/ PN.Jak.Sel, yeng
amar putusan selengkapnya sebagal berilast
1. Menyatakan terdakwa H. M. AFDAL GAZALI, $H dengan

segala identitas'sepe.rti tersebut di atas, telah terbuktd secara

8.
9.

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat Surat
Palsu terhadap Akta Othentlk yang dilakukan secara bersama —
sama ;

Menfatuhkan terdakwa oleh karena Inr dengan hiudauman
pldana penjara selama 1 {satu) Tahun 8 Bulan ;

Menyatakan barang Bukti berupa

1,

Akta Kuasa No.6l1 tanggel 29 Pebruart 1992 yang dibuat
oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;

Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat
oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;

Akta Jual Beli No.03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal
24 April 1992 ;

Akte  Jual Beli No.04/M.Prapatan/iVv/1992 tanggal
24 April 1992 ;

Sertificat Hak Milk No.3150/Bangka atas nama Ny. Noes
Soediono ;

Sertifikat Hak MIlik No.3151/Bangka atas nama Ny. Noes
Soediono

Surat Keterangan darl BPN Jakarta Selatan Nomor
1.711.2/597/3/1998 tenggal 3 Maret 1998 ;

Surat Keterangan Nomor 141.66/3T/X/1993 ;

Surat Kematfan Nomor ; 474.3/45/89 ;

10, Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 ;
11, Surat Keterangan Nomor : 474.3/44/415.152/1013/1998

tanggal
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tanggal 24 Pebruarl 1998 ;

Tetap terlampic dalam berkas untuk digunakan dalam

perkara lain ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,~ ;

3. Akm FPermintaan Banding tertanggal 19 September 2001 Normor
1 53/IX/Akta.Pid/2001/PNJAK.SEL, yang dibuat oleh ™M, YUSUF, SH
Panitera Muda Fidana Pengadilan Negeri Jakarta Selaten, yang
menerangkan bahwa melalui Penasihat Hukumnya terdakwa
H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH telah menystekan banding
terhadap putusan Pengadilan Negerl Jakarta Selatan tanggal 13
September 2001 Nomor : 72/Pid .8/2001/PN Jak . Sel tersebut
Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah
eritahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penunbat Umum pada
nggal 28 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan olkeh
Terdalwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah
memenuhl syarat — syarat lain menurut undang undang, oleh karena
ity permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan
selcsama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita
Acara Sidang Peraditan Tingkat RPertama, Surat — Surat bukti dan Surat
— Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi
putusan Pengadilan-Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September
2001 Nomor :@ 72/Pid.B/2001/PNJak.Sel, serta Memorl Banding
berpendapat sebagal berkut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Thwgkat Banding
berpe.n'dapat bahwa putusan Majells Haklm Tingkat Pertama
sebagaimana putusannya tersebut di  atas tidak sempurna
pertimbangan hukumnya/tidak cukup dibertimbangkan (onvoldoende
gemotiveerd) khususnya L:érhadap unsur memalsukan Akte Authentik
dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke — 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim
Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali pembuktian
terhadap unsur — unswur tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa sebagaimana diurakan di bawah i ;

enimbang,
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Menimbang, bahwa terdakwa dialukan kemuka persidangan
dengan dakwaan yang disusun secara subsidalritas yaltu dakwaan
Primair melanggar pasal 264 ayat {1) ke — 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke — 1 KUHP dan dakwaan Subsldalr melanggar pasal 263 ayat (1)
ke ~ 1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke — 1 KUHP ;

' Menimbang, bahwa dl depan persidangan Pengadilan telah

didengar keterangan para seksi dan keterangan terdakwa, dan untuk

mempersingkat L.:ralan isi pubusan ini ditunjuk Berite Acara

Persidangan dan kami anggap sudah termasuk dalam

pubasan ni ’

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebh dahulu
mempertimbangkan dakwaan primair yang dldal;:wakan kepada
dakwa tersebut di atas

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair melanggar pasal
ayat (1) ke — 1 KUHP lo. pasal 55 ayat (1) ke — 1 KUHP unsur —
urnya adalah sebagal bertkkut :

1. Barang Slapa ;

2. Membuat Surat Akte Authentikk palsu ateu memalsukan Akte
Authentik ;

3. Yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatr perjanjian (kewajiban)
atau sesuatu pembebasan utang atau yang boeleh dipergunakan
sebagai keterangan bagl sesuatu perbuatan ;

4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain
menggunakan surat — surat itu asif dan tidak dipalsukan ;

5. dika penggunaannya dépat menimbulkan keruglan ;

6. Melamkan, menyuruﬁ melakukan atau turut melakukan perbuatany;

Ad.l. Unsyr barang slapa

Menlmbang, bahwa yahg dimaksud dengan wunsur
barang siapa lyalah Subyek Hukum dalam Hukum Fldana,
dalem bal ini adalah terdakwa dengan segala Identitas
sebagairnana telah dluf'aikan tersebut di atas yang diminta
pertanggung jawabannya sehubungan dengan dakwaan yang
didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum etes diri terdakwa
tersebut di atas, sehingga dalam hal ni pertu dibuktikan
apakab terdakwa telah melskuken perbuatan pidana
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sebagalmana yang didakwakan dan atas perbuatan tersebut

apakah dapat dipertanggung jawabkan atas dirl terdakwa
sebaga] pelaku tindak pldana ;

Menimbang, bahwa darl hasll per:nerlksaan dalam
sidang diperoleh fakta — fakta hukum sebagai berikut ‘
- Bahwa sekst Syamsuri, saksi Ir. Soediono dan terdakwa

didepan persidangan menyatakan bahwa keterangan yang
diberikan di depan penyidik adalah benar ;
- Bahwa dari keterangan saksi Ir. Soediono dan saksi
Syamsur! antara lain menyatakan bahwa saksi Ir. Soedicno

surlt untuk menyelesaikan urusan tanahnya di Jakarta ;

Baihwa darl keterangan saks] Ir. Soedlono dan saskl Syamsurl

bungkan dengan pengakuan terdakwa, memang benar

terdakwa pada bulan Januarl 1992 mendapat telepon darl
saksl Ir. Scedlono untuk menemui Syamsuri, dan benar
pada wakbu itu terdakwa sebagal Notaris berwilayah hukum
di Pekan Baru dan sehubungan dengan adanya telepon
tersebut terdakwa pergi ke Jakarta menemui Syamsurl dan
sewaktu terdakwa bertemu dengan Syamsuri, Syamsuri
mengatakan pada terdakwa bahwa Ir. Soediono minta
bantuan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.
434/Bangka dan No.435/Bangka atas hama Ny. Skswo
Sunarto dengan [Uas tanah masing — masing 1.590 M2 dan
651 M2 yang terletak dl Jzlam Bangka III, Kecamatan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ; ‘

- Bahwa sesual keterangan saks] Syamsurl dan keterangan
terdakwa yang menyatakan bahwa sekitar bulan Pebruarl
sampal dengan April 1992, terdakwa telah membuatkan
Akta Kuasa No.61 dan No.62 tanggal 29 Pebruarl 1992 dan
Akta Kuasa tersebut dibuat dan ditanda tangani di rumah
Ir. Soediono Jalan Hang Lekr II, Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana is}

Alkta
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Akta tersebut antara laln menyatakan bahwa Ny. Siswo
Sunarto memberl kuasa kepada Syamsuri antara faln tidak
dikecuallkan atas bldang tanah dengan Sertifikat Hak Millk
Ir\{o.434/Bangka dan No435/Bangka dengan uas masing -
masing 1.590 M2 dan 651 M2 atas nama Bapak dan Ny.
Slswo Sunarto yang terletzk di Jalan Bangka III, Rt.002/02,
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Sefaten dan akta kuasa tersebut ditanda tengant oleh My.
Siswo Sunario sebagai pemberi kuasa dan Syamsuri sebagai
penerima kuasa dengan memberikan/menunjukan resl K.T.P
masing — masing ;

Bahwa sesual bukt surat yaitl skta kuasa No.61 tertulis
ahwa Ny. Siswo Sunarto telah memberl kuasa kepada
Hyamsur] adalah sehubungan dengan obyek tanah atas
nama sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik
No434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, sedang akta
kuasa Neo.62 menymgkut cbyek tanah sebagalimana

tersebut dalam Sertiflkat hak Milk No.435/Bangka atas
nama Siswo Sunarto }

- Bahwa dari bukti surat yaitu askia kuasa No.61 dan No0.62,
bahwa kedua akta kuasa tersebut tertulis seolah — olah
dibuat di Pekan Baru di mana para pihak yaitu Ny. Siswo
Sunarto dan Syamsuri menghadap kepada terdakwa sebagai
Notaris di Pekan Baru ;

Menimbang, bahwa darl keterangan semua saksl — saksl
yang dihadirkan dipersidangan bahwa Ny. Siswo Sunarto
menlnggal dunla pada tahun 1990 sesual Surat Kematlan
No.474.3/19/1990 '

Menimbang, bahwa darl data — data / fakta — fakta
tersebut dl atas Isl akta kuasa no.61 dan No.62 yang dlbuat
oleh terdakwa tidak mencerminkan keadaan yang sebenamya
{(palsu) sebab dalam kenyataannya akta kuasa No.61 dan
No.62 dibuat dan ditanda tangani di Jakaria di Jalan Hang Lekir
di rumah Ir. Soediono lebih — [ebih atas akta kuasa No.62 di

mana Ny. Siswo Sunarto telab memberi kuasa kepada

I

amsuri
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Syamsurt vyang tmenyangkut obyek tanah atas nama Siswo
Sunarto tanpa ada kuasa darl Siswo Sunarto kepada Ny. Slswo
Sunarto sekallpun antara keduanya adalah sebagat suaml istrl ;

Menimbang, bahwa unsur ini mergpakan unsur
altemmatif, salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah
unsur i

Menirnbang, bahwa dari keterangan sakst — saksi,
pengakuan terdakwa dan bukti surat — surat, diperaleh fakta

Syamsurl dengan saksl Ny. Noes Soediono dhadapan PPAT
Syahrim Abdulmanan dl Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakaria
Selatan tanah seiuas 651 M2 dan 1.590 M2, Sertfkat
No.434/Bangka dan SertifiKat No.435/Bangka atas nama Siswo
Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto, sehingga keluar akta jual beli
No.03/Mampang Prapatan/IV/1992 dan No.04/Mampang
Prapatan/IV/1992 dan kemudian tercatat Sertifikat Hak Milic
No.3151/Bangka dan Sertifikat Hak Milik No.3150/Bangka atas
nama Ny. Noes Soedlono ;

Menimbang, bahwa darl uralan pertimbangan tersebut
di atas unsur dapat menerbltkan suatu hak telah terpenuhl dari
perbuatan terdakwa ;

ns a una

orang lain_menggunakan surat iy seolah — olah surat ity asl
dan tidak dipalsukan ;

- Bahwa darl Kketerangan terdakwa di persidangan yang

menyatakan, bahwa keterangan yang te_rdakwa sampaikan
dihadapan Penyidk adalzh benar ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dbuat

Penyidik -==--rr—=—e--- —
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Penyidik. terdakwa antara lain menyatakan bahwa dalam
proses pembuatan Akta Jual Bell dimaksud, terdakwa yang
membawa semua asll surat — surat yang bersangkutan
dengan tanah tersebut kepada PPAT Syahrim Abdulmanan
untuk dipersiapkan Akta Jual Bell oleh Bapak Syahrim
Abdulmanan dan oleh belilau diminta agar Syamswrl selaku
kuasa Ny. Slswo Sunarto dalam kedudukan sebagal penjual
dan Ny. Noes Soediono selaku pembell harus hadir secara
bersama — sama, dan setelah Syamsuri datang bersama —
sama Ny. Noes Sudiono terdakwa menuntun Bapak Syahrim
Abdulmanan membacakan dan menerangkan isi akta
tersebut kepada para penghadap, setelah ity para
penghadap menanda tangani akta jual bell dimaksud ;
Bahwa dari keterangan saksl Syamsurl yang menyatakan
Bahwa saksl Syamsurl menanda tanganl surat jual bell
ersebut dl depan terdakwa H. Moharmmmad Afdal Gazall, SH
dl Kantor Notarls yang saksi Syamsurl lupa namanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta — fakta tersebut
terbukti terdakwa telah berperan aktif dalam proses
pembuatan akta jula beli dimaksud dengan membawa
surat — surat yang berkaitan dengan tanah yang dimaksud
termasuk akia kuasa No.61 dan No.62, yang terdakwa sendir]
mengetahui bahwa akta kuasa No.61 dan No.62 isinya tidak
mencerminkan keadaan yang sebenamya (palsu)
Unsur jika unaa a da menlimb erugian ;

Menimbang, bahwa pengertian dapat menimbulkan
keruglan, maksudnya tldak periu keruglan ity betul — betu!
sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya keruglan Itu

~sudah cukup, sedang pengertian keruglan di sinl tidak saja

hanya mellputl kerugian materlll, akan tetapl juga keruglan di

lapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan ;

- Bahwa dengan adanya akta kuasa No.61 dan No.62 tanggal
29 Pebruari 1992 yang digunakan sebagai dasar untuk
melakikan jual beli antara Syamsuri dengan Ny. Noes
Sudiono sébagairnana tersebut dalam Akta Jual Beli

No .03 .Mampang ~---=--——==---
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No.03/Mampang Prapatan/IV/1992 dan No.04/Mampang
Prapatan/IV/i992 tanggal 24 Aprll 1992, maka hak yang
seinula melekat pada diri Siswo Sunarto dan Ny. Slswo
Sunarto terhadap bldang tanah dan bangunan berdasarkan
Sertifikat Hak MIlk No.434/Bangka dan No.435/Bangka
secara formal hak tersebut dl atas telah beralih kepada Ny.
Noes Soediono ;

- Behwa berdasarkan Surat Kematian No.474.3//45/89
tanggal 20 Maret 1998 dan Surat Kematian
No.474.3/19/1990 tangga! 20 Maret 1990 sebagaimana
terlamplr dalam berkas ternyata Sunardi Siswo Sunarto telah
meninggal dunia tanggal 4 September 1989 dan Ny.
Soellmah Siswo Sunarto telah meninggal dunla tanggal 8

wa berdaesarkan keterangan saskl Ir. Soediono, saksi

. Noes Soedlono, saksi Syamsuri dafam hubungan dengan

eterangan terdakwa satt dan lalh dalam kaitan dengan

surat permyataan tertanggal 26 Aprii 1978 darl Ny. Skwo

Sunarto temyata tanah sebagaimana tersebut dalam

Sertifikat Hak Milik No.434/Bangka dan No435/Bangka

tercanturn atas nama Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto

hanya dipinjam nama oleh Ir. Scediono / Ny. Noes Scediono
dan sebenamya tanah - tansh tersebut adalabh milk -Ir.

Soedione / Ny. Noes Soediono sebab menurut peraturan DKI

Jakarta sesecrang tidak boleh memilllkl 5 (lima} bldang

Sertifikat Tanah Hak Milik ;

- Bahwa sesual ketarangan saksl Syamsuri yang antara l2in
menyatakan bahwa sewakts Bapak dan Ibu Siswo Sunarto
masih hldup (sebelum beliau meninggal dunia) pemah
pesan sama saksl Syamsilrl dengan menyatakan minta
tolong tanah yang atas namanya dikembalikan kepada
pemlliknya Pak Ir. Soediono ; _

Menimbang, bahwa dari data — data sebagaimana yang
telsh diuraikan tersebut di atas dengen adanya akta kuasa
No.bl dan No.62 berikut Akta Jual Beli No.03/Mampang
Prapatan/IV/1992 dan Akta Jual Beli No.04/Marnpang
Pr 892 -mmmmmm—emeeam -
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Prapatan/IV/1992 tanggal 24 Aprll 1992 secara materlil
Bapak/Nyonya Siswo Sunarto tdak dirugikan, sebab darl
semula tanah — tanah tersebut adalah millk Bapak Ir. Soedlono
/ Nyonya Noes Soediorno namun sekallpun demiklan perbuatan
terdakwa dengan membuat akte kuasa No.61 dan No.62
sebagal dasar pernbuatan Akta Jual Bell sebagalimana tarsebut
di atas di mana akta kuasa No.61 dan No.62 yang isinya tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya lebih ~ lebih secara

nyata apa yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar pasal
9 Peraturan Jabatan Notaris yaitu menjalankan jabatan di luar
wilayah kerjanya, jelas merugikan kepentingan masyarakat

khususnya bagi para Notaris yang masing - masing dalam
menjalankan jabatan telah ditentukan wilayah kerjanya masing
- masing, maka perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran
Kode Etika Profesi Notarls ;

Menlmbang, bahwa hal ~ hal yang telah diuratkan

tersebut, maka unsur jka penggunaannya dapal‘ menimbulkan
keruglian tela’h terbukt! adanya ;

B. Unsur_melakukan, menyurubh lakukan atau  turut melskukan

atau trut melakukan ;

Bahwa dari keterangan terdakwa dalam hubungan
keterangan saksi Syamsuri, saksl Ir. Soedlono terbukt
bahwa terdakwa adalah seorang Notaris yang berkedudukan
di Pekan Baru ;

Bahwa terdakwa mengakul telah membuat akta kuasa
No.6l dan No.62 yalts surat - surat yang berupa Akta
Authentlkk yang Isinya antsra laln menyatakan bahwa
Ny. Slswo Soedlono telah member] kuasa kepada Syamsur}
untik melakukan segala perbuatan dengan tidak
dkecualikan atas bidang tanah dengan Sertiflkat Hak Millk
No.434/Bangka dan Sertifikat Hak Milik No.435/Bangka
tanah — tanah mana terletak di Jalan Bangka I, Rt.002/02,
Kelurahan Gunung, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan ;

Bahwa Akta Authentik yattu berupa akta kuasa No.61 dan
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No.62 dibuat oieh terdakwa atas permintaan dari Ny. Slswo
Sunarto dan Syamsurl
Bahwa Akta Authentlk adalah suatt surat yang dbuat
mjenurut bentuk dan syarat — syarat yang ditetapkan oleh
Undang Undang, oleh pegawal umum atau pejabat yang
ditunjuk untik, tu (antara lain dalam hal i adalah Notarks) ;
Bahwa akta lkuasa No0.61 dan No.62 oleh terdakwa tidak
dibuat menunut bentuk dan syarat — syarat yang ditetapkan
oleh Undang Undang yaitu sebagaimana terbukd telah
dipertimbangkan dalam unsur ad. 2 tersebut di ates yang
mana untuk akta — akta tersebut di atas adalah semata ~
mata dalam batas bigas dan wewenang seorang diri dari
terdakwa sebagal Notaris ;
Bahwa peran saksi Syamsurl, dan Ny. Slswo Sunarto dalam
'ta kuasa No.6l dan No.62 yang dibuat oleh terdakwa
gpbagal Notarls adalah sebagai pihak — phak yang mchon
bantutan Notaris (terdakwa) dalam pembuatan akta kuasa
yanhg dimaksud bulcan dalam kapasitas sebagal erang yang
turut serta merealisir wewenang etas tugas dan jabatan
Notaris (terdakwa) ;
B8ahwa kalau toh saks! Syamsuri dan Ny. Siswo Sunarto

menyampaikan data — data serta keterangan yang tidak -
benar untuk dimasukkan/ditempatkan ke dalam suatu Akta

Authentik yang dibuat Notaris (terdakwa) seperti tersebut
dalam akta kuasa No.61 dan No.62, maka kepada Syamsurl
dan atau yang mengaku dirl sebagal Ny. Slswo Sunarto
dapat dikenakan pasal 266 ayat (1) KUHP bukan sebagal
orang yang turut serta secara bersama - sama membuat
akta Authentlk palsu sebagalimana dakwaan yang
didakwakan kepada terdakwa :

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukdti

secara sah dan meyskinkan telah dilakukan terdakwa adalah

sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana seperti
tersebut dalam pasal 264 ayat (1) ke — 1 XUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah
| terbuktj —-—-====mm=me—— v -
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terbukti, maka dakwaan subsidalr tidak perlu dipertimbangkan
lagl ;

Menimbang, bahwa darl hasil pemeriksaan dalam
sidang tldak terdapat hal — hal yang menghapus kesalahan
terdakwa balk alasan pemaaf maupun pembenar sehingga
terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa ada alasan atas dasar hal — hal yang meringankan

terdakwa tersebut :

1. Terdakwa beluym pernah dihukum ;

2. Terdakwa sopan dalam persidangan dan memperlancar jalannya
sidang ;

3. Terdakwa berasal darl keluarga baik — balk ;

4. Sebab utama darl perbuatan yang salah jalah hubungan balk

bersifat kekeluargaan dan dliakukan dengan tanpa merugikan hak

orang fain, sebab darl semula tanah tersebut milik Ir. Soedicno /
y. Noes Soedlono ;

Kekhawatiran apablla terhukum kiranyz menjalan! pldana penjara
akan merusak nama balk dan masa depan serta pekerjaan
terdakwa ;
maka memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani,
kebuali kalau kemudian dengan putusan Hakim diberikan perintah lain
atas alasan, bahwa terhukurn sebelum wakty percobaan yang
diteteapkan di bawah inl berekhir telabh bersalah melakukan suatu
pelanggaran pidana ;
Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka
dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
1, Akta Kuasa No.61 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dbuat oleh
Notarlis H. M. Afdal Gazali, SH ;
2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh
Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;
3. Akia Jual Beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
4. Akta Jual Beli No.04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
5. Sertifikat Hak Milik No.3150/Bangka atas nama Naes Soediono |
6. Sertifikat ---———~—=====—-=-
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6. Sertifikat Halk Milik No.3151/Bangka atas nama Ny . Noes Scediono;
7. Suwrat Keterangan darl BPN Jakarta Selatan Nomor
1.711.2/597/3/1998 tangga! 3 Maret 1998 ;
8. Surat Keterangarr Nomor 141.66/3T/4/1993 ;
9, Surat Kematian Nomor : 474.3/45/8% ;
10. Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 ;
11. Surat Keterangan Nomor @ 474.3/44/415.152/1013/1998 tanggal
24 Pebruari 1998 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; _
Mengingat akan pasal — pasal Undang Undang Nomor @ 8
Tahun 1981, serta pasal 14 a dan seterusnya KUHP ;

Menerima petralntaan banding darl Terdakwa tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadllan Negerl Jakarta Selatan
fggal 13 September 2001 Nomor | 72/Pld.B/2001/PN.Jak.Sel yang
dimintakan banding tersebut, dan ;

MENGADILT SENDIRT :

-~ Menyatakan terdekwa H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH
tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melgkukan tindak pidana kejahatan ™ Membuat Akte
Autientik Palsu ™;

-- Memidana terdakwa oleh karena it dengan pidana penjara
selama 1 {satu) Tahun ;

-~ Memerintahkan bahwa bhukuman tersebut tidak periy
dijalan!, kecuali kalau kemudian dengan putusan Haklm
diberikan perihtah {ain atas alasan bahwa terpidana sebelum
waktu percobaan selama 2 {(dua) Tahun berakhi telah

bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

-- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Aktm Kuasa No.61 tanggal 29 Pebruari 1952 yang
dibuat oleh Notaris H, M. Afdal Gazali, 5H ;
2, Akt
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2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 vang dibuat
oleh Notaris H. M. Afdal Gazall, SH ;

3. Akta 3Jual Beli No.03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 2%

April 1992 ;

4, Akta Jual Bell Mo.04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24
April 1992 ; ; .

5. Sertifikat Hak Milix No.3150/Bangka atas nama Ny. Noes
Soediono;

6. Sertifikat Hak Milik No.3151/Bangka atas nama Ny. Noes
Soediono;

Surat Keterangan dari BPN Jakarta Selatan Nomor
1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;

Surat Keterangan Nomor 141.66/JT/X/1993 ;

Surat Kematlan Nomor : 474.3/45/89 ;

. Surat Kematfan Nomor : 474.3/19/1990¢ ;

. Surat Keterangan Momor : 474.3/44/415.152/1013/1998
tanggal 24 Pebruarl 1998 ;

Tetap terlamplr datam berkas perkara ;

-~ Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.5.000,- {{imaribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari : RABU, tanggal : 12 JUNI 2002
{tahun DUARIBUDUA) dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh
kami : NY. JUSNIA SUPRANOTO P, SH Haklm Tinggl pada Pengadllan
Tingg! Jakarta sebagal Ketua, NY. HJ). NURHAYATI, SH dan I GUSTI
NGURAH SUPARKA, SH masihg — masing sebagal Haklm Anggota,
yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadllan Tinggl Jakarta
tertanggal 22 April 2002 Nomor : 48/Pen/2002/38/Pld/2002/ PT.DKI,
dinmjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta
memutus perkara ind dafam peradiian tingkat banding, putusan mana
diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari ity juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut

dan dibanhu —-
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dan dibantuoleh : S U M I R, SH Panitera Penggantl, akan tetapl
tidak dihadirl olelh Terdakwa / Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut
Umum -

r

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
-—H.fNY, Hl, NUB,]j_&YﬁT_I, SH NY. JUSNIA_ SUPRANOTO. P, SH

5
4, LGuSTL NGURAH SUPARKA, SH

PANITERA PENGGANTI,

i

SUMIR, SH
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PUTUSAN
Nomor 303 Kz"l’igl!ZOUtl

DEMIX KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFHA KSA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil yutusan

sebagali berikut:

Mahkamah Agdng terscbut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lang;al 13
September 2001 Nomor 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel.  dalam putusan mana
Terdakwa :

H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH. tempa lahir

V10.45 A Rt.009/Rw.04 Kelurahan Grogol Utaca, Kecamatan
: ebayoran Lama, Jakarta 3elatan, agama Islam, pel.erjaan
¥ Notaris ;

Pemohon Kasasi berada diluar tahanan : |

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan .Negeri tersebul <arena
didakwa:

PRIMIAIR :

Bahwa ia Terdakwa F.-Mohammad Afdal Gazali, SH., bersami-sama
dengan Samsuri Bin Soemodikromo. dan Ir. Soediono (berkas perkaranya
diajukan tersendiri) baik secara bersama-8ama maupun bersekutu a aupun
" masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada‘hari Sabtu tanggal 25 Pebruari
1992 atau set_idak—tid_aknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 1992,
bertempat di Jalan Hang Lekir I Blok H No.19 Rt.009/06, K elurahan G-nu ng,
Kebayoran -Baru Jakarla Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempai lain
dalarﬁ daerah hukum l’.cnga-ldilan ‘Negeri Jakarta Selatan yang berwenang
memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyurub
me_lakukan atau turut melakukan perbuatan,-membuat surat akla otentik aiiu
memalsukan surat otentik, yang dapat meneribitkan suwalu hak, szsuatw
pcfutangan alau yang dapw membcehaskan dari poda ulimge atan yange diplt

me’ﬂiﬂ(“ bl taniamea evsto bl I TR TR T LR | et TRy TR

Canlipurth oo
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menyurull orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan (.dak
dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendalangkan  kerugian.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara ailara
lain sebagai berikul :
Pada ahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) membeli Jua
bidang tanah masing-masing Sertifkat Hak Nlilik Pjo.435/Bangka sviuas
1.660 M2 atas nama Saenah Bin Djali yang berasal dari C.244 pers.] 16
Blok D.I terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, 'susual akia jual beli Nomor @ 541/M.P/1971 tange:| 23
Oktober 197! yang dibual dan dilanda tangani dihadapan Notaris/PPAT
Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak
Milik No. 434/Bangka seluas 651 M2 alas nama Entong Bin Djaenal yang

berasal dari Girik Nomor C. 1463 persil 68 Blok D.1 terlewak di kelur ahan

angka, Kecamalan Mampang Prapatan, Jakaria Seclatan, sesuai AktaE Jual

li Nomor : 610/M.P/1971 tanggal- 10 Desember 1971 yang dibua' dan

datangani dihadapan Notaris’ PPAT Camat Mampang Prapatan: R.E
oetisna ;

= Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Ok:r.ober

1971 dan Akta Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Deseinber

1971 tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak I}Ailik

Nomor : 435/Bangka alas nama Saenah Bin Djali dan Sertiftkat l1ak !}Ailik

Nomor : 434!Bangka atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan hefknya
menjadi atas nama Soelono ;

- Pada tahun 1972 diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nowior

" 435/Bangka dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka masing-m‘-.lﬁing

atas nama _Sdctono tersebut dibangun sebuah -rumah- tinggal sesuai surat

IMB (Jjin" Mendirikan Bangunan) Nomor : 778/1B/T/S/72 tanggal 8

' September 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan ditandantangani

oleh ‘chala Suku Dinas 'l'éla [Kota Wilayah .lakarl.a Selatan Drs. K. Cisrnan

- Pada tahun 1976 sebidang tanah’ Sertifilat I-Iak Milik Nomor : 435/ B.;mgka

seluas 1.660 M2 atas nama Soetono berikut sebuah bangunan rumah ti%nggal

yang berdiri diatasnya terscbut. oleh Soetono dijual kepada Ny, Si::rwo v

Sunarto, ..... e
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Siswo Sunarto, dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sw arto,
sesuai Akta Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agusius 1976 yang
dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris PPAT/Camat J.IF.B.T Sir jal ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No 55/1976 tanggil 19
Agustus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik No.435/Bangka atas yama
Soetono dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarlo, s2sual
peucatatan peralihan hal ( perubahan ) tanggal 25 April 1977
No.1319/1977 vyang dikeluarkan dan ditandatangani olely Amat Mubadi,
Bsc Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Seclatan, yang
diketahui oleh Kepala Sub. Dit. Agraria Drs. Soegiharto ;
- Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka luas
651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Suna-rto, sesuai Akte
eual Beli No.153/1977 tanggal 03 Nopember 1977 yang dibuat dan
?Eltandata.ngani dihadapan Notaris /PPAT J.F.B.T Sinjal ;

ada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, fesuai
urat Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Mare: 1998 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Soranto. Sekretaris Kelurahan
Panularan, Kecamalan Lawiyan, Kotamadya Surakaria, kemudiar Ny.
Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990, sesuai Surat
Kematian Nomor : 474.3/19/1990 tanggal 20 Maret 19¢8 yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Suranto, Seckretaris Kelurahan Panularan,
Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta ;

Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarlo meninggal dunia.
‘kemudia.n dua bidang ,tanah Sertifikat l-iak. Milik Nomor : 435/ Buangka
seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 434/ Bangka seluas 651
M2 masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarlo berikut bangunan tumah
tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di JI. Bangka III Rt.092/02
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ‘milik
‘alm, Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dun diduduki sebagai lanah
milik.t_lya oleh saksi Ir. Soed’ioﬁp dan saksi Noes Soediono (istri sai:;si Ir.
Soediono), dengan alasan bahwa dua bidang tanah masing nrasing
Sertifikat Hak Milik Nomr : 435/Bangka dan Nomor : 434/ B'_mgka

dimaksud adalah milik alm. Soctono {(orang ua saksi br. Socdiono) dinena v
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Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agusius 1976 dan Aktc Jual Beli
Nomor 153/1977 tanggal 03 November 1977 atas nama Ny.Siswo Su arto
yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/T PAT
JF.B.T. Sinjal tersebut hanya bersifat, formalitas/pinjam nama saja ;

Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Normor :
435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka masing-masing atas nama Ny. { iswo

Sunarto tersebut dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono (istr:

saksi Ir. Soediono). maka sclanjutnya saksi Ir.Soediono menpghubungi saksi

Samsuri (salah salu staflnya) dan Terdakwa 4. Mohamad Afdal (tazali,SH
(Notaris / PPAT yang berkedudukan di Pekan Baru)} yang telah dikenil_llnya
dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama Samsur: atas
tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Biingka
atas nama Ny. Siswo Socenarto secara fikiif pada Notarislle’PA’l'
H.Mohamad Afdal Gazali,SH; ‘

Bahwa selanjutnya saksi Ir. Soediono dan saksi Samsuri memberikan:data-
data atas dua bidang tanah yaig ada sesuai dengan Sertifikat Hak'Milik
Nomor : 435/Ban-gka dan Nomor : 43 {/Bangka atas nama Ny. Siswo
Sunarto, kemudian berdasarkan data-data yang diberikan oleh saksi Ir.
Soediono dan saksi Samsuri tersebut Terdakwa FH.Mohamad ;Afdal
Gazali,SH (Notaris di Pekan Baru) menyiapkan 2 (dua}) buah konsePiSurat
Kuasa atas nama Samsuri masing-masing Surat Kuasa Nomor : 62 tinggal
29 Februari 1992 yang maéing-rﬁasing berisi antara lain untuk bertindak
mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo 'Sun‘ar-to dalam segala hal dan pertuatan
‘yang tidak dikecualikan' atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :
435/Bangka seluas- 1.590 M2 dan sebidang tanah Hak Milik Nomor :
434/Bangka seluas 651 M2 terletak di J1. Bangka II-I Rt 002/02 Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mamﬁang Prapatan, Jakarta Selatan dan selan-utnya

dua ‘buah konsep Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomwor : €1 dan

Nomor :-62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Samsuri tersebut oieh H.

Mohamad Afdal Gazali, SH dibawa kerumah saksi Ir.. Soediono Ji.
‘Hanglekir II Blok I1 Nomor 19 Rt 009/06 Kelurahan Gunung, Keczmatan
Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kemudian dua buah konsep Surai
Kuasa tersebut ditandatangani oleh H. Mohamad Afdal Gazali, SH ijlan v

Samsuri
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Samsuri dengan disaksikan olch saksi Ir. Soediono dengan memalsukan
tandatangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, yang seolah-olah bihwa
kedua surat Kuasa tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik
Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH rnaupun saksi Ir. Soedionn» dan
saksi Samsuri teluh mengetahui bahwa Ny, Siswo Sunarto sudah mreni iggal
dunia ;

Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing-masing Mornor : &1 tanggal 29
Februari 1992 dan Suratl IKuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1991 atas
nama Samsuri terscbul selesai ditandatangani, kernudian oleh Terdakeva H
Mohamad Afdal Gazali,SH dimasukkan ke dalam map diserahkar k:zpada
saksi Ir. Soediono dengan melalui saksi Syamsuri ; _
Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Authentik mé-lsing—
masing No. 61 dan No.62 tanggal 29 lebruari 1992 atas nama Syz{msuri
yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Mohamad Atdal Ciazali,
* SH selaku notaris di Pekan Baru dengan saksi Syaimsuri yang seolaii-olah
surat kuasa itu asli dan tidak dipalsukan lersebut digunakan oleh salksi
Syamsuri, yaitu Surat Kuasa ‘Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992
digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik N(_:-rnor :
435/Bangka luas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terlctak di
JL Bangka 111 Kelurahan Bangké, Kecarnatan Mampang Prapatan, akarta
Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp.174.000.00C.00
(seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor :
03/MPrapatan/IV/1992 tanggal. 24 April 1992 yang dibual - dan
ditandatangani dihadap_an Notaris/PPAT Syahrim Abdulimanazn dar Surat
Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syaln::;uri dig inakan
untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 434/i3angka

luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarlo yang terletak di Ji. Bangka 111

Kelurahan Bangka, Kecamatan Malﬁpang Prapatan, Jakarta Sclatan kepada.

saksi N'oes Soediono dengan harga Rp.71.610.000 (lujuh puluh silu jula

enam ratus 10 scpuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jua) Beli Nomer @ 04/

M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Totaris/
PPAT Syahrim Abdulmanan ; v

- Sclanjuwnya
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Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual Beli raasing-masiny Nomor :
03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tertanggal 24
April 1992 atas nama Noes Soediono yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT.
Syahrim Abdulmanan, dua bidang. 'anah masing-masing Sertiltkat Hak
Milik Nomor : 435/Bangka seiuvas 1.590 M2 dan Serliftkat Hak Milik
Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo sunartn tersebut
dibalik nama/dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soedioao, sesuai
Sertiflkat Hak Milik masing-masing Nomor : 2150/ Bangka dar Nomor -
3151/Bangka atas nama Noes Soediono yang dikelwarkan olch Badan
Pertanahan Nasional Kantor Perianahan Kotamadva Jakarta Sel«tan tanpa
sepengetahuan dan seijin para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto.
Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan para
ahli waris almarhumn Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak

atas kedua bidang tanah dimaksud ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-
1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) k e-1 KUHP ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,%l|{ bers: ma-sama
dengan Syamsuri Bin Somodikromo dan Ir. Soedionn (berkas purkaranya
diajukan' tersendiri) baik secara bersama-sama maupun bersekutt ataupun
masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29
Februari 1992 atau seilidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan TFebruari
1992, beriempat di Jl. Hanglekir Il Blok H No.19 R1.009/06 btelurahan
‘Gunung, Kebayoran Bi:ru Jakarta Selatan atau setidak-lidaknya pada sualu
tempat-ternpat lain -dalam daerah hukum PPerngadilan Negeri Jakart1 Selatan
vang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan
~ perbuatan, mermbuat surat atau mermalsukan surat, yang dapal me-eibitkan
sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai- surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukar., jikalau
pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian ;

Perbuatan tersebutl dilakukan oleh ‘Icrdakwa dengan cara-ca-a antara

lain sebagai berikut : v

- Pada ..... e e
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Pada tahun 1971 Soclono (orang tua saksi Ir. Soediono) membel: dua
bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka reluas
1.660 M2 atas nama Saenah Bin Djali yang berasal dari C.224 perti 16
Blok DI terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Pravatan.
Jakarta Selatan, sesuai Akte fual beli Nomor : 541/M.P/1971 1anggal 23
Oktober 1971 yang dibual dan ditandalangani dihadapan Nolarisii-.’PAT
Camat Mampang Prapatan R.E. Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak
Milik Nomor : 434/Bangka seluas 6§51 M2 atas nama Entgng Bin D aenal
yvang berasal dari Girik Nomor : C.1463 persil 68 Blok D. terlerak di
Kelurahan Bangka, [Kecamatan Mampang Prapatan, Jakaria Selatan, :esuai
Alkte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 yang
dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Camat Manipang
Prapatan R.E Soetisna ;

Berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 1anggal 23 Qlitober
1971 dan Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971
tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak Milik I;fomor
: 435/Bangka atas nama Saedah Bin Djali dan Sertifikat Hak Milik Nomor :
434/Bangka atas nama kEntong Bin Djaecnal dialihkan haknya rnenjacz‘li atas
nama Soetono ; . :

Pada tahun 1972 diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :
435/Bangka dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Pangka masing-masing
atas nama Soetono tarsebut dibangun sebuah rumah linggal, sesua; surat
IMB (ljin Mendirikan Bangunan) Nomor : 778/1B/I/S$/72 tanggal 8
September 1972 atas nama Soetono yax{g dikeluarkan dan ditandat;.ngani
oleh Kepala Sulcu Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan Drs. K. Usntan
Aman; : ‘

Pacia tahun 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/angks
seluas 1.660 M2 atas nama Soetono berikut sebuah bangunan rumah ringgal
yang berdiri diatasnya tersebut, oleh Soetono dijual kepuda Ny. :Siswo
Sunarto, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal :9 Azustui 1976
'yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT 1.F.B.T. Sinjal ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 19

Agutus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka alas nama

Soewmo
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Soetono dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Sirwc Sunarto, sesnai

pencatatan peralihan hak (perubahan) tanggal 25 April 1977 Nomo- :

1319/1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Awmat Muhaoi.bise

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Selatan, yang diketal.ui

oleh Kepala Sub.Dit.Agraria Drs. Soegiharto ;

Pada tahun 1977 scbidang tanah Sertifikat Fak Niilik Nomor : 434/Bany.kn
luas 651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunario, sesaai
Akte Jual Beli Nornor : 153/1977 tanggal 03 November 1977 yang dibuat
dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT 1.F.B.T Sinjal ;

Pada tanggal 4 Seplember 1989 Siswo Sunarlo meninggal dunia, sesual
Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1998 y:ung
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto Sekretarjs Keluraian
Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta, Kemudian ~Ny.
Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990, sesuai Swurat
Kematian Nomor : 474.3/19/1990 tanggal 20 Maret 1698 yang dikeluar<an
dan ditandatangani oleh Suranto Sekretaris Kelurahan Panularan.
Kezamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta ; |

Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia,
kemudian dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Banzka
seluas 1. 590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 351
M2 masing-mnasing atas nama Ny. Siswo Sunarto berikut bangunan ruinah
tinggal yang teletak di JI. Bangka III Rt 002/02 Kelurahan Bangka,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik alm.Ny. Si.wo
Sunarto tersebut dikuasai dan diduduki sebagai tanah miliknya oleh s.ksi
Ir. Soediono dan saksi Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono). dergan
alasan bahwa dua bidang tanah masing-masing Sertifikat I-lak Mifik No.nor

: 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka dimaksud adalah milik «ulin.

_Soet_or_m (orang tua saksi Ir.Seediono) .diniana Jual Beli Nomor : 55/1976

tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor ; 153/1977 tangga! 03

November 1977 alus nama Ny. Siswo Sunarto yang masing-masing dimuat

dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPA’T J.F.3.T. Sinjal tersebul hinya

bersifat formalitas/pinjam nama saja ;

Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : ¢ 35/ +/

Bangka .............

Pemalsuan akta otentik..., Rositawati, FH-UI, 2006




Bangka masing-masing atas nama Ny.Siswo Sunario tersebut di Jihkan
haknya menjadi atas nama Noes Soediono (istri saksi Ir. Socdiono;. maka
selanjutnya saksi lr. Soediono menghubungi saksi Syamsuri (salih satu
staffnya) dan Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris/PPAT yang
berkedudukan di Pekanbaru) yang dikenalnya dengan baik untuk m:inbual
Surat Kuasa Khusus atas nama Syamsuri atas tanah Sertifikat Hai: Milik
Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka alas pama Ny. Siswo
Surarto secara fiktif pada Notaris/PPAT H. Mohamad Afdal Gizali,SH ;

Bahwa selanjutnya saksi Ir.Soediono dan saksi Syamsuri jnemberik:in data-
data atas dua bidang tanah yang ada sesuai dengan Sertilikat Hak Milik
Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas pama Ny. Siswo
Sunarto, kemudian berdasarkan data data yang diberikan oleh sz.iksi Ir,
Soediono dan saksi Syamsuri tersebut Terdakwa. F.Mohamad A fdal
Gazali,SH (Notaris di Pekan Baru) menyiapkan 2 (dua) buah korsep Surat
Kuasa atas nama Syamsuri m::sing-imasing Surat Kuasa N-omor : 62 langgal
29 Februari 1992 yang masing-masing berisi antara lain untuk bcrtindak
mewakili pembelli kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segaia hal dan perbuatan
yang tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertilikat Hak Milik Momor :
435/Bangka seluas 1.590 M2 dan sebidang tanah Sertifikat I-Iai:'. Miilik
Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 terletak di JI. Bangka 111 R1.002/02
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan. Jakarta Selaian dan
selanjutnya dua buah Konsep Sural Kuasa khusus muasing-masing Homor @
61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas namu Syamsuri 1ersebut
oleh H. Mohamad Afdal Gazali,SH dibéwa kerumah szksi Ir.Soediono JI.
Hanglekir II Blok H Nomor : 19 Rt 009/06 Kelurahan Gunu‘ng, Kecamatan
Kebayoran Baru Jakarla Selatan, dan kemudian dua buah konstp Sural
Kuasa tersebut ditandatangani oleh . Mohamad Afdal (Gazali.SH dan
Svamsuri dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soediono dzngan mem alsukan -
tandatangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, - yang sf:ulah—olal".: bahwa
kedua Surat Kuasa (ersebut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik
Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,S_H maupun saksi lr. Soediono dan
saksi Syamsuri telah mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarlc  sudah

meninggal dunia; v

- Bahwa
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Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing-masing Nomor : 6. tanggal 29
Februari 1992 dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 February 1990 alas
nama Syamsuri tersebut selesai ditandatangani, kemudian oleh Terdakwa
H. Mohainad Afdal Gazali,SH dimasukkan ke dalam map diseri hkan
kepada sakei Ir. Soediono dengan melalui saksi Syamsuri;

Pada tangpal 24 April 1992 dua buah Surat Kuesa Authentilk mising-
masing No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1922 atas nama Syansurj
vang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa W. Mohamad Afua'
Gazali,SH selaku Notaris di Pckanbaru dengan salsi Syamsuri yang scolah-
olah Surat Kuasa itu asli dan tidak dipalsukan tersebut digunukan oleh saksi
Syamsuri, yaitu Surat Kuasa Nomeor : 61 tanggal 29 Februart 1992
digunakan untuk menjual sebidang tanah Scrlifikat Ilak Milik Nomor :
435/Bangka luas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terle.ak di
J1. Bangka IIT Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Iakarta
Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp.174.000.G00,00
(seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor :
03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dbual dan
ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan dan Surat
Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri digunakan
» untuk sebidang tanah Serlifikat Hak Milik No. 434/Bangka luas 651 M2
) atas nama Ny, Siswo Sunarto yang terletak di J1. Bangka [[1 Kechurahan
Bangka, Kecamataa Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada :;aks: Noes
Soediono dengan harga Rp.71.610.000,00 (tujuh puluh satu juta cnani ratus
~ sepuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jual Beii Nomor : 04!M.Prapalanﬂ\-'!i992
tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PI’AT Syahrim
Abdulmanan ;

Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual Beli masing-masing N wor :
03!M.Prapétan/1Vz’l992 dard Nomor : 04/M.Prapatan/1V/1992 1ertang gal 24
April 1992 atas nama Noes Sozdiono yang dibual dihadapan Notaris PPAT
Syahrim Abdulmanan. dua bidang tanah masing-masing Sertiftkat Flale
-Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Scriifikat Hak. Milik
Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo Sunarto 1:rsebut

dibalik nama/dialihkan haknya menjadi atas nama toes Soediono, resuai v

Sertifikat,......o........
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Sertifikat Hak Milik masing-m.asing Nomor @ 3150/ angka dun No nor
3151/Bangka atas nama Noes Soedior» yang dikeluarkan olch biadan
Pertanahan Nasional Kantor Perlanahan KKotamadya Jakarta Selatan tanpa
sepengetahuan dan seijin para ahli waris Ny. Siswo Sunarlc. Alas
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan paia ahl
waris almarhum Ny.Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan ha < atas

kedua bidang tanah dimaksud ;
Perbuatan mana diatur dan diencam pidana dalam pasal 263 ayat (!) ke-

1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tangzgal 25 Jult 2001

yang isinya adalah sebagai berikut:
1.

Menyatakan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SF bersalal. mela‘ukan
tindak pidana *Membuat Sural Palsu lerhadap Akta Otentik yang dilaliukan
. secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. AFDAL GAZAL: ShH
dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Akta Kuasa No.61. tanggal 29 Fcbruari 1992 yang dibuat oleh Nalaris
H.M. AFDAL GAZALI, S ;
2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris
HM.AFDAL GAZALL SI1 ;.
. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/l V/1992 tanggal 24 April 1992 ;
. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/l\/!l9n92 tanggal 24 April 1992 ;
. Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Noes Soediono ;
. Sertifikat Hak Milik No. 3 151/Bangka atas nama Noes Socdieno :

- SRV R S

Surat keterangan dari BPN Jakarta Selatan No. 1.71 1.2/597/3/1998
tanggal 3 Maret | 998 ;

8. Surat Keterangan No. 141366/JT/X/1993 ;

9. Surat Kematian No. 474.3/45/89 ;

10. Surat Kematian No. 474.3/19/1990 ;

11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415.152/1013/1998 tanggal 24 Februari
1998,

Tetap terlampir untuk digunakan dalam perkava fain ;

4. Moembebankan ..., ... ...
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4. Membebankan agar Terpidana menibayar ongkos perkara sebesar Rp.5..:09.-
(lima ribu rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayal 1 ke-1

KUHP Terdakwa tclah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan s¢peri

tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri lersebut yang amar lengkepnya

berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa .M. AFDAL GAZALL, SH  dengan s:pala
identitas seperti yang tersebut diatas, telah terbukti bersalah n:elakukan
tindak pidana membuat surat palsu terhadap Akta Otentik yang di‘alukan
secara bersama-sama ;

-  Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama |

tahun 8 bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. Akta Kuasa No.6]. tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris

H.M. AFDAL GAZALI, SH ; .
2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Februaii 1992 yaug dibuat oleh Notaris
H.M.AFDAL GAZALIL SH ;

. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;

. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/1V/1992 tanggal 24 April 1992 ;

. Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Noes Soediono ;

. Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Noes Soediono ;

. Surat keterangan dari BPN Jakarta Selatan No. 1.711.2/597/2/1998
tanggal 3 Maret 1998 ;

~ O W bW

8. Surat Keterangan No. 141.66/JT/X/1993 ;

9. Surat Kematian No. 474.3/45/89 ;

10. Surat Kematian No. 474.3/19/1990 ;

11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415.152/1013/1998 langgal 24 Februari

1998; g |

Tetap terlampir untuk .digunakan dalam perkara lain-;
- Menghukum Terdakwa 1.Ilnluk membayar biaya perkara sebesir Rp.5.000,- ;
putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan olch
Pengadilan Tinggi Jukarta dengan putusanny-a tanggal 12 Juni 2002 N mor :
38/PID/2002/PT.DKI! yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Meaerima
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Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebul ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selata. langgel 13
September 2001 Nomor : 72/Pid.B/2001/PN.Jal.Sel yang dimin-akan
banding tersebul, dan
MENGADILI SENDIRI :
Menyatakan Terdakwa H.MOHAMMAD AFDAL GAZALL SH teriebut
diatas, terbukii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan li-ndak
pidana kajahatan “Membual Akie Authentik Palsu™ ;
Memidana Terdakwa pleh karcna itu dengan pidana penjara sclama | {<alu)
Tahun;
Memerintahkan buhwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali Falau
kemudian dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan buhwa
Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2{dua) Tahun berakhir "clah
bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
enctapkan barang buliti berupa - '
. Akta Kuasa No.6l. tanggal 29 Februan 1992 yang dibuat oleh N(.‘-laris
H.M. AFDAL GAZALL ST
2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 lebruari 1992 yang dibuat oleh No:aris
HM.AFDAL GAZALL, SH ;
. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/lV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Noes Soediono :
. Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka aias nama Noes Socdiono ;

NI NV N

Surat keterangan dari BPN Jakarla Selatan No.}.711.2/597/3/1998
‘tanggal 3 Maret 1998 ;

8. Surat Keterangan No. 14 1.66/]17/X/1993 ;
9. Surat Kematian No. 474.3/45/89 .
10. Surat Kematian No. 474.3/19/1990 :

11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415,152/1013/1998 tanggal 24 Febraari
1998;

Tetap terlampir dulum perkara

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara  pada kedua

tingkat ........... ...
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tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Iin' a ribu
rupiah) ;

Mengingal akan akta tentang permohonan kasasi Namor 38/X1'Ak1a.
Pid/2002/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Penpadilan
Negeri Jakarta Selatan yang meneranghan, bahwa pada tangga’ |3 Nop:mber
2002 Pemohon Kasasi/Terdaokwa telah mengajukan pormohonan  kasaxi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut; ,

Memperhatikan risatah kasasi bertanggal 14 Nopember 2002 dari kuasa
Terdakwa vang diajukan Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi lersebut.
risalah kasasi mana ielah diterima di Kcpaniteraan Pcengaditap Negeii lakarta

Selatan pada tanggal 14 Nopember 2002 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi lersebul telah
beritahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Nopewunber 2007 dan
emohon Kasasi mengajukan permohonan kuasasi pada tanggal 13 anl.i'l‘l‘lbt.‘.l'
2002 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengacdilan Negeri
Jakarta Selatan pada tanggal 14 Nopember 2002 dengan den-ikian
permohonan kasasi beserla dengzan alasan-atasannya ielah diajukan (:'.:11am
tenggang waktu dengan cara menurut Undang-Undang, olch karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dalﬁat dilerima,
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Yudex Factic dalam membuklikan unsur "Membuat Surat Akte
Authentik palsu atau memalsukan Akie Authentik" telah salah datam
menerapkan hukum, karena telah salah dalam cara penafsiraunya,
sebagaimana tercantum dalam halaman 17 alinca ke-2 putusan : :
Menimbang, I_:ahwa dari data-data/fakta-lakta tersebut di atas. isi akia Léuasa
No. 61 dan No. 62 yang c‘libuaL oleh Terdakwa tidak mencerminkan
keadaan yang scbhenarnya (palsu) sebab dalam kenyalaannya akia I\.,uasa

No.61 dan No. 62 dibual dan ditanda tangani di Jakarta ....... dst" ;
Bahwa alasan keberatan tersebut adajah sebagai Lerilkut :

Bahwa pembuatan akia kuasa No. 61 dan No. 62 tersebu adalah cas
permintaan saksi Soediono dan saksi Syainsuri ; «

Babhwa ... ...,
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Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya telah menjelaskan kep: da saksi
Soediono dan saksi Syamsuri bahwa domisili Pemochon aldalah di
Pekanbaru dan bukan di Jakarta, akan tetapi saxsi-saksi terse xut tetap
pada keinginannya agar dibuatkan akie kuasa dimaksud ;

Bahwa meskipun akie 'ersebutl dibuat di Pekanbaru, agan telapi secara
hukum akte tersebut masih berlaliu sebagai akie di bawah 1argan dan
kekuatannya sgma dengan akta authentik, sebagaimana i entukan
dalam pasal 1875 KXUH Perdata ; ‘

Bahwa Yudex Faclie dalam membuktikan vusur "llka penggu:laannya
dapat menimbulkan kerugian® telah salah dalam menerapksn hukuwm,
karena telah salah dalam cara penafsirannya, sebagaimana le.'canlLlln
dalam halaman 21 putusan :

“Menimbang, bahwa dar data-data dst. lebib-lebih secara nyata apa
yang dilakukan oleh’” Terdakwa telah melanggur pasal 9 Puraturan
Jabatan Notaris yaitu menjalankan jabatan di luar wilayah koijanya,
Jelas merugikan kepentingan masyarakat khususnya bagi para Notaris
yang masing-masing dalam menjalankan jabatan telah diwntukan
wilayah kerjanya masing-masing, maka perbuatan Terdakwa mer-tpakan
pelanggaran Kode Etika Profesi Notaris"; ‘
Bahwa alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa apabila benar ada pelanggaran yang dilakukan coleh Peraohon/
Terdakwa terhadap lJabatan WNotaris, maka pclanggaran tersebul
merupakan pelanggaran kode étik, sehingga yang berhak mengadili
adalah organisasi profesi induk dimana‘ Terdakwa bernaung yaitu ikatan
Notaris Indonesia (INI), akan tetapi sampai saat ini Pemohon/Terdakwa
belum mendapal legoran dari organisasi profes: lersebut ; ‘
Bahwa pasal 9 PPeraturan Jabatan Notaris tersebut tidak scerta merta
dapat dipakai olch hakim sebagai dasar pertimbangannya untuk
menghukum Pemohon/ Terdakwa oleh karena seharusnya pertimb.angan
tersebut harus didasarkan pada pertimbangun yu-ng prup.pr.\:imm[ 3o

Selain hal terscbut di atas, kerugian tersebut lanpa diduliung deagan v

tulta-
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fakta-fakta hukum dan tanpa diwujudkan sccara nyata benok kerugian
apa dan bagaimana benluk kerugian Lersebut |

Menimbang, bahwa atas  keberalan-keberatan  lersebut
Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai keberalana ad.1, 2 :

Menimbang, bahwa kcberatan-keberatan ini lidik  dapat
dibenarkan, karena yudex factic (Pengadilan Tinggi) tidik salah
menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang -liuraikan

diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusar yudex facte cdalam

perkara ini berlentangan dengan hukum dan/atau Undang- Undang,
\maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa olzh karena permohonan karcasi dari

®

mohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi lihukum
/ untuk membayur biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-
Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahuan 1985
sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 .; '

MENGADILI

Menolak pernwohonan kasasi dari Pemohon Kasas. : H.
MOHAMMAD AFDAL GAZALIL SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut  untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasusi ini ditelapkan sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; '

Demikian diputuskan dalam rapal permusyawaratan p.ada hari‘
Senin tanggal 29 Nopember 2004 dan diucapkan dalam sidang lerb;.:ka
pada hari itu juga olech German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang

ditunjuk oleh Kctua Mahkamah Agung scbagai Ketua Sidang, /wrbijoto,

SH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota, daa- Prim » |

Haryadi, S1.MH ........... .
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Haryadi, SH.MH. Panitcra Pengganti dengan  tidak  dibadinn olch

Pemohon Kasasi.-

Hakim-Hakim Anggota :

Kelu:
ttd./- id./-
Arbijoto, SH. Germgn tHoediarte. ST
td./-

Timur P. Manurung, $1 [ ) i
Panitera Pengganti :
Lkel. /-
Prim Navyadi, S1LvIL

Untuk salinan
a.n. Panitera Mahkamah Agung —RI. |
Pit. Kepala Dircktorat Pidana,
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